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Menimbang :

Mengingat

Pt

KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan
ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 62
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;

bahwa dengan adanya perkembangan keadaan meliputi
pergeseran kegiatan antara Perangkat Daerah, penambahan
kegiatan, yang berpengaruh terhadap capaian/target yang
telah ditetapkan, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 perlu diubah dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 62 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42); AR

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};



3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14};

10.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang ata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 543);




13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 62 TAHUN
2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 62) diubah
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Juni 2025

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal Juni 2025

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 47,




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahapan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan penting dalam
manajemen pembangunan yang meliputi tahapan merencanakan, mengelola dan
mengatur kebutuhan pembangunan dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang
tersedia. Suatu perencanaan pembangunan yang baik, tepat guna dan tepat sasaran akan
ditandai dengan adanya perumusan tujuan dan sasaran yang spesifik, target kinerja yang
terukur dan dapat diukur (measurable), adanya hasil yang dapat dicapai (achievable),
bentuk intervensi yang relevant dengan kebutuhan riil, serta dengan batas waktu (time-
based) yang telah ditetapkan. Hal-hal tersebut merupakan salah satu kunci utama dari
keberhasilan proses pembangunan.

Adapun kaitannya dengan hubungan antar pemerintahan sebagaimana yang telah
diatur dalam otonomi daerah, perencanaan pembangunan dapat dilihat sebagai wahana
untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam optimalisasi pelaksanaan pembangunan. Selain itu, perencanaan
pembangunan daerah juga merupakan tahapan dalam upaya mewujudkan target kinerja
pembangunan pada seluruh urusan pembangunan, baik urusan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,
urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan
pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, serta unsur
pemerintahan umum dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemberian
jaminan sosial, pengembangan wilayah dan penguatan ekonomi daerah dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah berupa proses dan mekanisme dalam
merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka
pendek/tahunan di daerah, yang dikaitkan pada kondisi serta permasalahan di daerah
yang akan diselesaikan, aspirasi, dan potensi daerah, dengan melibatkan peran seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (20 tahunan) dituangkan dalam
bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen
perencanaan jangka menengah (5 tahunan) dituangkan dalam bentuk Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen perencanaan jangka
pendek (tahunan) dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun dokumen
perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan
daerah tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan
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penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman
kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 telah disusun dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten
Purbalingga Tahun 2025. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan
penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026. Substansi RKPD Kabupaten
Purbalingga Tahun 2025 telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
pada tahun-tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka
pendanaannya, prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan
prioritas daerah pada tahun 2025.

Namun demikian, dalam perjalanannya dipandang perlu untuk melakukan
Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2025, karena berdasarkan dinamika
pemerintahan, terdapat ketidaksesuaian asumsi dengan perkembangan keadaan, antara
lain meliputi:

1. Perubahan kepemimpinan Daerah hasil PILKADA tahun 2024 yang menghasilkan
Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 yang membawa Visi Misi dan program
prioritas baru sebagaimana telah dikampanyekan pada proses PILKADA. Visi Misi
tersebut juga telah tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan
disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah terpilih dan
DPRD. Hal ini sejalan dengan Permendagri 86 tahun 2017 pasal 166 ayat 3 yang
berbunyi Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi
dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye;

2. Adanya perubahan kebijakan sesuai Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan :

a). Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersiaf seremonial, kajian, studi
banding, pencetakan, publikasi, dan seminar

b). Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen)

c). Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran
honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga
Satuan Regional.

d). Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memeiliki output yang
terukur

e). Menfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan public
serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau
berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya

f).  Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang,
barang, maupun jasa kepada kementrian / Lembaga
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g). Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun anggaran 2025 yang bersumber
dari dana transfer ke Daerah.

3. Adanya perubahan kebijakan terkait penyesuaian dana transfer sesuai Keputusan
Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi
Transfer ke Daerah Menurut Prov / Kab / Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi
Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;

4. Adanya surat edaran MENDAGRI Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Penyusunan arah
kebijakan Pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah
daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran
2025, adar kebijakan daerah menyesuaiakan dengan perubahan Prioritas Nasional
sesuai tema / program asta cita, yakni :

a). Penguatan sumberdaya manusia, Pendidikan dan Kesehatan
b).  Program makan Bergizi Gratis (MBG)

c).  Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim

d). Pengendalian inflasi di daerah

e). Peningkatan pertumbuhan dan perekonomian daerah

f).  Dukungan swasembada pangan
g). Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan
dan memasarkan hasil industry kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah.

5. Hasil Evaluasi Triwulan | tahun 2025;

6.  Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang tidak sesuai
dengan asumsi APBD Tahun Anggaran 2024;

7.  Terdapat perubahan target program dan kegiatan perangkat daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun utamanya dengan
mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan yang telah
dilaksanakan sampai dengan Triwulan | Tahun 2025 serta kebutuhan mendasar dan
penting yang ada di masyarakat. Selanjutnya, Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta
Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum vyang mendasari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten
Purbalingga Tahun 2025, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tetang Hubungan Keuangan Antara
Pemerntaha Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757)

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026 (Lembaran Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa tengah Tahun 2024 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 — 2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2020 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15);

18. Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga dengan
Ketua DPRD Kabuaten Purbalingga Nomor : 100.37/NK/04/IV/2025; Nomor
170/2/Tahun 2025 tentang Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Raperda tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan
RKPD;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 534);

24. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.3. Hubungan Antar dokumen Perencanaan

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.1. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD
yang berpedoman pada RPJPD. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menyusun Renja Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah untuk :
1. Menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan
efektivitas pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; dan
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2. Menyesuaikan perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah

serta target kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah dan kerangka pendanaan

mendasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan | Tahun 2025.
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Gambar 1.1
Hubungan RKPD Kabupaten Purbalingga dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Lainnya

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

adalah untuk :

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Purbalingga dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Tahun 2025;

2. Menjadi pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Purbalingga

Tahun 2025;

3. Menciptakan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, serta mewujudkan keterpaduan

pembangunan antar wilayah dan antar urusan guna meningkatkan efisiensi alokasi

sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017, bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan meliputi:
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Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah,

kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD

berkenaan; dan/atau

Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam Pasal 343 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,

Perubahan RKPD dapat meliputi perubahan:

a.

b
C.
d.
e

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

Target sasaran pembangunan daerah;

Prioritas pembangunan daerah;

Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah;

Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan berdasarkan berdasarkan dinamika

pemerintahan, serta ketidaksesuaian asumsi dengan perkembangan keadaan, Perubahan

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 perlu dilakukan karena:

a.

b.

Adanya perubahan asumsi Pendapatan Daerah antara lain:

1)

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Besarnya PAD pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan naik dari
RKPD Induk Tahun 2025 yang sebesar Rp. 384.849.238.000,- menjadi Rp.
430.307.946.102,- dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Hal tersebut
dikarenakan kenaikan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang
sah namun demikian terjadi penurunan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan.

Penurunan Pendapatan Transfer;

Penurunan pendapatan transfer karena adanya kebijakan efisiensi dari
pemerintah pusat berupa transfer dana alokasi umun spesifik infrastruktur
dan dana alokasi khusus infrastruktur irigasi. Pendapatan Transfer yang pada
RKPD Induk Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.1.682.609.692.000,- dengan
rincian terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp.
1.576.870.655.000 ,-. dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.
105.739.037.000,-. Dalam perubahan RKPD Tahun 2025, pendapatan transfer
diproyeksikan turun menjadi Rp. 1.640.616.749.105 ,- dengan rincian terdiri
atas pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 1.544.135.078.105,-
dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 96.481.671.000,-.

Kenaikan Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada RKPD induk Tahun 2025
ditargetkan sebesar Rp. 0,- naik menjadi Rp. 13.454.500.000,-. Hal ini
disebabkan adanya penerimaan hibah baru Up Land.

Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang belum
digunakan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
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Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024, tercatat terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 55.705.297.111,- atau lebih besar sebesar Rp.
40.705.297.111,- dari proyeksi SiLPA RKPD Tahun 2025 yang sebesar Rp.
15.000.000.000,-. SiLPA tahun anggaran 2024 tersebut antara lain bersumber dari
relaisasi pendapatan yang melampaui target dan efesiensi program / kegiatan di
tahun 2024, atau anggaran yang belum dapat seluruhnya dilaksanakan di tahun
2024 dan harus dilaksanakan atau diselesaikan di tahun 2026.

SiLPA tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai
dengan sifatnya, yang terdiri dari SiLPA Terikat yang harus digunakan untuk
membiayai kegiatan yang sesuai dengan peruntukan awalnya dan/atau
dikembalikan kepada pemerintah pusat sesuai ketentuan perundangan serta SiLPA
Bebas/Tidak Terikat yang akan digunakan untuk membiayai belanja sesuai prioritas
pada tahun 2025.

C. Terdapat perubahan target kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

merupakan respon atas berbagai masalah yang masih timbul di masyarakat yang

perlu mendapatkan penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas
pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Adapun beberapa prioritas
kebijakan pada Perubahan RKPD vyang harus dilaksanakan OPD Kabupaten

Purbalingga tahun 2025 antara lain:

1)  Dalam rangka penyesuaian pendapatan daerah dan belanja daerah yang
alokasinya belum terpasang pada APBD tahun 2025 yang pasti akan
mempengaruhi perubahan target program dan kegiatan yang ada;

2)  Dalam rangka pemenuhan alokasi kebutuhan anggaran belanja operasional
wajib dan belanja pegawai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan tetap melakukan
peningkatan efisiensi belanja OPD untuk belanja operasional serta melakukan
penajaman komposisi belanja prioritas;

3)  Peningkatan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
melalui peningkatan aksesibilitas wilayah dan penyediaan infrastruktur dasar
sosial dan ekonomi (alus dalane kepenak ngodene) dengan tetap
memperhatikan perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan
masyarakat;

4)  Peningkatan keberpihakan (affirmatif action), terutama terkait dengan upaya
percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting serta
pengembangan usaha mikro dan kecil.

1.6. Sistematika RKPD

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025,
adalah sebagai berikut :
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BAB | PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB Il EVALUASI HASIL TRIWULAN | TAHUN 2025
2.1 Gambaran Kondisi Makro Kabupaten Purbalingga
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan | Tahun 2025

BAB Il KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2 Kerangka Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
4.3 Sinkronisasi Prioritas Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Prioritas
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1 Rencana Program Prioritas Tahun 2025
5.2 Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten
Purbalingga pada Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB VI PENUTUP
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2.1.

BAB I
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Gambaran Kondisi Makro Kabupaten Purbalingga
1)  Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mengalami kontraksi ekonomi
sebesar -1,18 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Kondisi
tersebut mempengaruhi perkembangan beberapa sektor perekonomian di
Kabupaten Purbalingga khususnya sektor industri (-0,24%), akomodasi (-1,81%),
konstruksi (-2,91%), perdagangan (-4,08%) dan transportasi (-30,09). Namun, pada
tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan pemulihan dengan
mencapai angka 3,19 persen, dan terus meningkat pada tahun 2022 hingga
mencapai 5,41 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan
daerah dalam pemulihan kinerja ekonomi pasca covid-19.

Namun pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga
mengalami sedikit penurunan menjadi 4,51 persen dengan penurunan signifikan
pada sektor pertanian (1,04%) sedangkan sektor industri naik (5,1%). Di tahun 2024
pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi 4,55 dan sektor pertanian juga
mengalami kenaikan sebesar 1,86 persen. Namun sektor industri pengolahan turun
menjadi 4,25 persen. Dibandingkan dengan daerah sekitar, pertumbuhan ekonomi
di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 masih di bawah Nasional dan Provinsi
Jawa Tengabh.

Pertumbuhan Ekonomi (persen)
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Nasional -2.07 3.7 5.31 5.05 5.03
Jawa Tengah -2.65 3.33 5.31 4.98 4.95
=== Purbalingga -1.18 3.19 5.41 451 4.55

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 — 2025
Gambar 2. 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

2)  Kemiskinan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di
Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020 - 2024 menunjukkan fluktuasi. Dari tahun
2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dari 15,9 persen menjadi
16,24 persen. Kemudian perlahan turun di tahun 2022, 2023 sampai dengan tahun
2024 mencapai 14,18 persen.
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Angka kemiskinan yang paling tinggi terjadi di tahun 2021 dengan 16,24
persen, dengan salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 yang
secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan
perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menurun.
Terbukti dengan landainya angka penderita Covid-19 serta tidak adanya
pembatasan aktifitas sosial, perekonomian daerah kembali menggeliat ditandai
dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 menjadi 15,3 persen. Hal ini
menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan yang cukup baik sebagai upaya
penanggulangan dampak Covid 19. Kemudian angka kemiskinan terus turun
menjadi 14,99 di tahun 2023 dan turun kembali menjadi 14,18 di tahun 2024.

Angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 apabila dibandingkan
dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah masih lebih rendah. Namun angka
kemiskinan Kabupaten Purbalingga tersebut sudah keluar dari lima kabupaten/kota
dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah yang terdiri dari Kebumen,
Brebes, Wonosobo, Pemalang, dan Banjarnegara.

Angka Kemiskinan (persen)

15.9 16.24
I i 14.99 14.18
2020 2021 2022 2023 2024
m Purbalingga 15.9 16.24 15.3 14.99 14.18
wlawaTengah 1141 11.79 10.93 10.77 10.47
Nasional 9.78 10.14 9.54 9.36 9.03

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 — 2025
Gambar 2. 2. Angka Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Garis kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp.
460.870 perkapita perbulan, yang artinya jika seorang penduduk dalam sebulan
pengeluarannya kurang dari garis tersebut maka akan dikategorikan miskin. Angka
tersebut naik sebesar Rp 21.662 dari tahun 2023 yang sebesar Rp 439.208 perkapita
perbulan. Sedangkan penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga adalah penduduk
yang rata-rata pengeluarannya masih di bawah Rp. 460.870 perkapita perbulan.
Dalam kurun 5 tahun terakhir ketika terjadi pandemi Covid-19, secara signifikan
menyebabkan peningkatan penduduk miskin dari 149,5 (ribu orang) di tahun 2020
menjadi 153,08 (ribu orang) di tahun 2021. Pasca pandemi Covid-19 seiring dengan
menurunnya angka kemiskinan makro Kabupaten Purbalingga, jumlah penduduk
miskin juga semakin menurun menjadi 145,33 (ribu orang) di tahun 2022, kemudian
menurun lagi di tahun 2023 menjadi 143,41 (ribu orang) dan kembali menurun
menjadi 136,7 (ribu orang) pada tahun 2024.

Sementara itu dilihat dari tingkat kedalamam dan keparahan dari kemiskinan,
dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten
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Purbalingga pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
kondisi tahun sebelumnya. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
pada tahun 2023 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan
tersebut menggambarkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh
dari garis kemiskinan dan terjadinya ketimpangan pengeluaran antar penduduk
miskin. Begitu pula pada kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga.
Secara umum dari periode 2020 s.d 2024 kemiskinan ekstrem mengalami
penurunan baik secara persentase yakni dari 6,6 persen di tahun 2020 menjadi 1,17
persen di tahun 2024.

20 16.24
15.9 .
153 14.99 14.18
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0
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I Purbalingga  ==O==Kemiskinan A Kemiskinan Ekstrem

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 — 2025
Gambar 2. 3. Perbandingan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten
Purbalingga Tahun 2020-2024

3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selama lima tahun terakhir capaian IPM Kabupaten Purbalingga mengalami
peningkatan dari 68,97 persen di tahun 2020 kemudian naik menjadi 69,15 persen
di tahun 2021. Pada tahun 2022 masih berada di angka 69,54 persen dan kemudian
beranjak ke angka 70,51 di tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 70,97 di tahun
2024. Pada dasarnya nilai IPM mengalami kenaikan, namun laju pertumbuhannya
kecil. Walaupun demikian, kenaikan IPM tersebut menunjukkan adanya dampak
positif dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

IPM (persen)

70.97
-— — —

68.97 69.15 69.54

Sn |
2020 2021 2022 2023 2024
I Purbalingga 68.97 69.15 69.54 70.51 70.97
Jawa Tengah 71.87 72.12 72.8 73.39 73.87
Nasional 72.8 73.2 73.8 74.39 75.02
Laju IPM Purbalingga -0.02 0.18 0.39 0.97 0.46

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 — 2025
Gambar 2. 4. IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024
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Beberapa komposit IPM di Kabupaten Purbalingga dapat dejelaskan sebagai
berikut.

1)  Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu
2020-2024 cenderung mengalami  peningkatan. Kondisi tersebut
menunjukkan kondisi yang baik walaupun dengan laju peningkatan yang
sangat kecil yaitu dengan rata-rata 0,01 setiap tahunnya. Pada tahun 2020 RLS
berada pada angka 7,24 tahun kemudian meningkat sampai dengan tahun
2024 menjadi 7,36 tahun. Nilai RLS tersebut menunjukkan bahwa penduduk
di Kabupaten Purbalingga bersekolah rata-rata mencapai tujuh tahun atau
sampai kelas 1 SMP. Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa
Tengah, RLS Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih berada di bawah angka
nasional yang mencapai 8,85 tahun dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai
8,02 tahun.

2)  Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu
2020 - 2024 cenderung mengalami peningkatan. Sama halnya dengan nilai
RLS, walaupun mengalami peningkatan namun dengan laju peningkatan yang
sangat kecil yaitu dengan rata-rata 0,01 setiap tahunnya. Pada tahun 2020 HLS
berada pada angka 11,99 tahun kemudian meningkat sampai dengan tahun
2024 menjadi 12,03 tahun. Nilai HLS tersebut menunjukkan bahwa harapan
anak usia 7 tahun di Kabupaten Purbalingga saat ini dapat merasakan
pendidikan selama hampir 12 tahun atau kira-kira setara kelas 3 SMA. Apabila
dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, HLS Kabupaten
Purbalingga tahun 2024 masih berada di bawah angka nasional yang
mencapai 13,21 tahun dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 12,86 tahun.

3)  UsiaHarapan Hidup (UHH) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2020
— 2024 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 UHH berada pada angka
73,14 tahun kemudian meningkat sampai dengan tahun 2024 menjadi 74,19
tahun. Nilai UHH tersebut menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir dapat
bertahan hidup hingga usia 74 tahun. Apabila dibandingkan dengan Nasional
dan Provinsi Jawa Tengah, UHH Kabupaten Purbalingga tahun 2024 hampir
mendekati angka nasional yaitu 74,15 tahun dan Provinsi Jawa Tengah yaitu
74,91 tahun.

4)  Pengeluaran per kapita Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2020 -
2024 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pengeluaran per
kapita sebesar Rp. 9.914.000, kemudian meningkat sampai dengan tahun
2024 sebesar Rp. 11.343.000. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa
kesejahteraan penduduk di Kabupaten Purbalingga terus membaik. Apabila
dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, pengeluaran per
kapita Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih berada di bawah nilai
nasional yang mencapai Rp. 12.276.000 dan Provinsi Jawa Tengah yang
mencapai Rp. 12.341.000.
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2.2.

4)  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Selama lima tahun terakhir capaian TPT Kabupaten Purbalingga mengalami
fluktuasi. Saat pandemi covid-19 yaitu di tahun 2020 TPT berada pada nagka 6,1
persen, kemudian semakin menurun di tahun 2021 menjadi 6,05 dan tahun 2022
menjadi 5,23. Namun, pasca pandemi covid-19, TPT malah mengalami kenaikan di
tahun 2023 menjadi 5,61. Hal tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah
pengangguran di Kabupaten Purbalingga yang diakibatkan oleh sejumlah
pemutusan hubungan kerja pada beberapa perusahaan yang mengalami kendala
karena berkurangnya ekspor ke luar negeri akibat kondisi ekonomi global yang
bergejolak. Di tahun 2024, TPT kembali turun di angka 4,96 persen.

Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, TPT
Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih berada di bawah angka nasional yang
mencapai 4,91 persen dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,78 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
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Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 — 2025
Gambar 2. 5. TPT Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan | Tahun 2025

2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah selama
periodisasi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, yaitu dengan
meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah vyang diukur
berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Sebagian besar IKU tersebut sampai dengan triwulan | tahun 2025 masih belum
dapat dihitung. Hal tersebut dikarenakan komposit datanya baru tersedia secara
akumulatif ketika akhir tahun 2025. Apabila realisasi IKU tahun 2024 dibandingkan
dengan target IKU pada tahun 2025, dapat menjadi evaluasi indikator mana saja
yang perlu diperhatikan realisasinya untuk dapat mencapai target di akhir tahun
2025 serta indikator mana saja yang targetnya perlu disesuaikan lagi untuk
dilakukan perubahan target. Evaluasi IKU Pemerintah Kabupaten Purbalingga
sampai dengan Triwulan | tahun 2025 sebagai berikut.
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Tabel I1.1.

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purbalingga sampai dengan Triwulan | Tahun 2025

No.

Misi

IKU

Satuan

Realisasi
2023

Realisasi
2024

RKPD 2025

Target

Realisasi
sdTWI

Evaluasi Realisasi 2024 untuk Pencapaian Target 2025

Misi 1

Indeks Reformasi
Birokrasi

Angka

66,20

81,96

78

NA

Realisasi 2024 sudah mencapai target tahun 2025. Capaian IRB tahun 2024
mengalami kenaikan signifikan disbanding tahun 2023 yang sebesar 66,2, dimana
capaian komponen RB General dan RB Tematik mengalami kenaikan yang pesat.
Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target IRB dengan melakukan perubahan
terhadap target tahun 2025 (meningkat).

Nilai SAKIP

Angka

67,02

68,10

78

NA

Realisasi 2024 belum mencapai target tahun 2025. Capaian nilai SAKIP tahun 2024
pada dasarnya telah meningkat 1,08 poin dibanding tahun 2023 yang sebesar 22,43.
Untuk mencapai target tahun 2025, perlu peningkatan pada beberapa komponen
yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Misi 2

Angka konflik sosial dan
kriminalitas

per 10.000 penduduk

1,87

0,78

1,4

NA

Angka konflik sosial

per 10.000 penduduk

0,05

0,02

0,06

NA

Angka kriminalitas

per 10.000 penduduk

1,82

0,77

1,43

NA

Realisasi 2024 sudah mencapai target tahun 2025. Angka konflik sosial dan
kriminalitas di tahun 2024 jumlahnya semakin menurun dibandingkan dengan tahun
2023. Kondisi penurunan tersebut merupakan kondisi yang baik karena
menunjukkan kondusivitas keamanan dan ketertiban penduduk. Disamping itu juga
menunjukkan bahwa potensi konflik dapat diredam untuk tidak menjadi konflik.
Dengan telah tercapainya target tahun 2025, diperlukan penyesuaian target angka
konflik sosial dan kriminalitas dengan melakukan perubahan terhadap target tahun
2025 (menurun).

Misi 3

Angka Kemiskinan

Persen

14,99

14,18

12,5-13,5

NA

Realisasi 2024 belum mencapai target tahun 2025. Walaupun laju penurunan
kemiskinan Kabupaten Purbalingga tahun 2023 ke 2024 paling besar di Provinsi Jawa
Tengah yaitu sebesar 0,81 sehingga membuat Kabupaten Purbalingga keluar dari 5
Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi, namun belum dapat mencapai
target tahun 2025 yang ditargetkan dapat menurun menjadi 12,5-13,5. Diperlukan
penurunan lagi sebesar 1,38 dari tahun 2024, dan penurunan tersebut memerlukan
upaya yang keras ditengah efisiensi anggaran yang dilakukan di tahun 2025 ini. Oleh
karena itu, diperlukan penyesuaian target angka kemiskinan dengan melakukan
perubahan terhadap target tahun 2025 (meningkat).

Indeks Ketahanan
Pangan (IKP)

Skor

78,05

78,47

83,30

NA

Realisasi 2024 belum mencapai target tahun 2025. Walaupun mengalami kenaikan
dibandingkan dengan tahun 2023, namun dilihat dari 3 komposit IKP (aspek
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No.

10

11

Misi

IKU

Satuan

Realisasi
2023

Realisasi
2024

RKPD 2025

Target

Realisasi
s.dTWI

Evaluasi Realisasi 2024 untuk Pencapaian Target 2025

ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan), terjadi penurunan pada aspek
ketersediaan yang disebabkan oleh faktor ketersediaan pangan berupa rendahnya
rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu
dan sagu serta stok beras pemerintah daerah. Disamping itu dengan melihat
produktivitas pangan tersebut yang tidak meningkat terlalu signifikan di tahun 2024,
maka diperlukan penyesuaian target IKP dengan melakukan perubahan terhadap
target tahun 2025 (menurun).

Cakupan akses air
minum layak

Persen

96,00

96,52

93,67

NA

Realisasi 2024 sudah mencapai target tahun 2025. Cakupan akses air minum selalu
meningkat menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga dengan akses terhadap
sumber air minum berkualitas (layak) semakin bertambah seiring dengan
bertambahnya rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target
cakupan akses air minum layak dengan melakukan perubahan terhadap target tahun
2025 (meningkat).

Cakupan sanitasi layak

Persen

94,03

95,37

92,75

NA

Realisasi 2024 sudah mencapai target tahun 2025. Cakupan akses sanitasi selalu
meningkat menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap
layanan sanitasi layak semakin bertambah seiring dengan bertambahnya rumah
tangga. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target cakupan sanitasi layak
dengan melakukan perubahan terhadap target tahun 2025 (meningkat).

Cakupan kawasan
permukiman perkotaan
tidak kumuh

Persen

99,12

99,38

99,46

NA

Realisasi 2024 belum mencapai target tahun 2025. Pada tahun 2024 terdapat
update pendataan kawasan kumuh dimana luasannya semakin menurun dari 344,28
Ha menjadi 141,59 Ha. Perubahan tersebut akan mempengaruhi persentase luas
kawasan permukiman kumuh perkotaan tertangani, sehingga cakupan kawasan
permukiman perkotaan tidak kumuh juga akan berubah data dasarnya. Oleh karena
itu, diperlukan penyesuaian target cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak
kumuh untuk tahun 2025.

Cakupan PPKS yang
mendapatkan program
pemerintah

Persen

92,34

93,81

85,70

77,78

Realisasi 2024 sudah mencapai target tahun 2025. Jumlah PPKS yang mendapatkan
program pemerintah semakin meningkat tiap tahunnya menyesuaikan dengan
jumlah total PPKS. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target cakupan PPKS
yang mendapatkan program pemerintah dengan melakukan perubahan terhadap
target tahun 2025 (meningkat).
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No.

Misi

IKU

Satuan

Realisasi
2023

Realisasi
2024

RKPD 2025

Realisasi

Target sdTWI

Evaluasi Realisasi 2024 untuk Pencapaian Target 2025

12

13

14

15

16

Misi 4

Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)

Angka

70,51

70,97

70,46 NA

Realisasi 2024 sudah mencapai target tahun 2025. Capaian IPM mengalami kenaikan
setiap tahun namun laju pertumbuhannya kecil. Dilihat dari 4 komposit IPM (RLS,
HLS, UHH dan PPP), nilai UHH mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan tersebut
terjadi seiring dengan adanya UHC (Universal Health Coverage) di Kabupaten
Purbalingga. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target IPM dengan melakukan
perubahan terhadap target tahun 2025 (meningkat).

Indeks Pembangunan
Gender (IPG)

Angka

93,51

93,74

94,15 NA

Realisasi 2024 belum mencapai target tahun 2025. Capaian IPG tahun 2024 sama
seperti capaian IPM yang mengalami kenaikan, bahkan capaian tersebut sudah di
atas rata-rata capaian nasional dan provinsi. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa
adanya kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh
kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia.

Angka Harapan Lama
Sekolah (HLS)

Tahun

12,02

12,03

12,38 NA

Realisasi 2024 belum mencapai target tahun 2025. HLS tahun 2024 meningkat
dibanding dengan tahun sebelumnya walaupun dengan dengan laju peningkatan
yang sangat kecil yaitu dengan rata-rata 0,01 setiap tahunnya. Nilai HLS sebesar
12,03 tahun menunjukkan bahwa harapan anak usia 7 tahun saat ini dapat
merasakan pendidikan selama hampir 12 tahun atau kira-kira setara kelas 3 SMA.
Dengan adanya beberapa perguruan tinggi yang ada sekarang di Kabupaten
Purbalingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah anak yang melanjutkan ke
Pendidikan tinggi.

Usia Harapan Hidup
(UHH)

Tahun

73,98

74,19

73,5 NA

Realisasi 2024 sudah mencapai target tahun 2025. Diantara 4 komposit IPM (RLS,
HLS, UHH dan PPP), nilai UHH mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan tersebut
terjadi seiring dengan adanya UHC (Universal Health Coverage) di Kabupaten
Purbalingga. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target UHH dengan melakukan
perubahan terhadap target tahun 2025 (meningkat).

Kabupaten Layak Anak

Nilai

621,35

732,65

710 NA

Realisasi 2024 sudah mencapai target tahun 2025. Hasil penilaian mandiri KLA tahun
2024 menunjukkan peningkatan nilai walaupun masih pada tingkat madya.
Beberapa keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam
bentuk kemitraan sangat mendukung kelembagaan dalam KLA, karena mereka
dapat menyediakan sumber daya, keahlian, dan platform yang memperkuat
implementasi program KLA. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target KLA
dengan melakukan perubahan terhadap target tahun 2025 (meningkat).
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No.

Misi

IKU

Satuan

Realisasi
2023

Realisasi
2024

RKPD 2025

Target

Realisasi
s.dTWI

Evaluasi Realisasi 2024 untuk Pencapaian Target 2025

17

18

19

Misi 5

Pertumbuhan Ekonomi

Persen

4,51

4,55

5-6

NA

Realisasi 2024 belum mencapai target tahun 2025. Capaian PE pada tahun 2024
meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 dimana peningkatan laju terjadi pada
sektor pertanian, konstruksi, administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan.
Sementara itu sektor industri pengolahan dan perdagangan yang merupakan sektor
andalan mengalami penurunan karena pengaruh ekonomi global. Oleh karena itu
diperlukan penyesuaian target PE dengan melakukan perubahan terhadap target
tahun 2025 (menurun).

Nilai PDRB per kapita

Rupiah /jiwa

30.390.000

32.090.000

29.685.932

NA

Realisasi 2024 sudah mencapai target tahun 2025. Nilai PDRB per kapita tahun 2024
mengalami kenaikan dari tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap
penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per
kapita. Seiring dengan kenaikan jumlah penduduk maka PDRB per kapita akan
menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian target nilai
PDRB per kapita dengan melakukan perubahan terhadap target tahun 2025
(meningkat).

Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)

Persen

5,61

4,96

<5

NA

Realisasi 2024 sudah mencapai target tahun 2025. Namun terjadinya sejumlah
pemutusan hubungan kerja pada beberapa perusahaan yang mengalami kendala
karena berkurangnya ekspor luar negeri, membuat jumlah pengangguran akan
meningkat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan target TPT dengan melakukan
perubahan terhadap target tahun 2025 (menurun).

20

21

Misi 6

Indeks Desa
Membangun

Angka

0,7784

0,7901

0,82

NA

Realisasi 2024 belum mencapai target tahun 2025. Indeks komposit yang dibentuk
dalam menghitung IDM berdasarkan tiga indeks, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial,
Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Capaian
tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan yang
mengalami kenaikan signifikan.

Persentase desa
dengan kategori desa
mandiri dan maju

Persen

89,29

95,09

50,00

NA

Realisasi 2024 sudah mencapai target tahun 2025. Dengan meningkatnya Indeks
Ketahanan Ekologi/Lingkungan pada setiap desa, maka jumlah desa mandiri dan
maju juga semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian target
persentase desa dengan kategori desa mandiri dan maju dengan melakukan
perubahan terhadap target tahun 2025 (meningkat).

22

Misi 7

Indeks Daya Saing
Infrastruktur Daerah

Angka

77,22

69,19

82,28

NA

Realisasi 2024 belum mencapai target tahun 2025. Indeks Daya Saing Infrastruktur
Daerah dihitung dari komposit Indeks jalan mantap dan Ratio konektivitas angkutan
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RKPD 2025

No. Misi IKU Satuan Realisasi Realisasi Realisasi Evaluasi Realisasi 2024 untuk Pencapaian Target 2025
2023 2024 Target
sdTW I
23 Indeks jalan mantap Angka 78,83 68,38 85,3 NA jalan. Kedua indikator tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024
24 Ratio konektivitas Persen 75,61 70,00 100 NA dibandingkan dengan tahun 2023. Faktor yang mempengaruhinya karena
angkutan jalan penanganan jalan tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Disamping
itu penanganan jalan dilakukan sesuai dengan prioritas anggaran yang ada. Oleh
karena itu, diperlukan penyesuaian target Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah
dengan melakukan perubahan terhadap target tahun 2025.
25 Persentase luas Persen 72 73 76 73 Realisasi 2024 belum mencapai target tahun 2025. Kondisi jaringan irigasi baik teknis
oncoran air irigasi maupun non teknis mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun dengan laju
peningkatan yang relatif kecil.
26 Ketaatan pelaksanaan Persen 95,29 94,49 91 93 Realisasi 2024 sudah mencapai target tahun 2025. Dalam mengukur ketaatan
penataan ruang pelaksanaan penataan ruang yaitu dengan menghitung jumlah permohonan
kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan jumlah total permohonan
kesesuaian pemanfaatan ruang. Permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang yang
sesuai menunjukkan bahwa sosialisasi terhadap pemanfaatan ruang dapat dipahami
oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian target ketaatan
pelaksanaan penataan ruang dengan melakukan perubahan terhadap target tahun
2025 (meningkat).
27 Indeks Kualitas Angka 66,87 67,10 67,85 NA Realisasi 2024 belum mencapai target tahun 2025. Diantara komposit IKLH, yang
Lingkungan Hidup mengalami penurunan yaitu pada Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas
(IKLH) Tutupan Lahan (IKTL).
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2.2.2 Evaluasi Indikator Kinerja Program

Untuk mengukur kinerja pembangunan Kabupaten Purbalingga salah satunya juga
diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD.
Ketercapaian tersebut diukur dengan membandingkan realisasi tahun berjalan terhadap
target tahunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD. Hasil evaluasi pencapaian
kinerja pembangunan Kabupaten Purbalingga sampai dengan triwulan | Tahun 2025,
status capaiannya dikategorikan menjadi 4 range vyaitu: tercapai, akan tercapai, perlu
upaya keras, dan data belum tersedia.

Status capaian tercapai yaitu untuk indikator yang realisasinya telah mencapai
target bahkan melebihi target yang ditentukan (>=100%). Untuk status capaian akan
tercapai yaitu bagi indikator yang realisasinya baru mencapai >=50% dari target yang
ditentukan. Sedangkan status capaian perlu upaya keras yaitu untuk indikator yang
persentase realisasinya <50%, sehingga perlu upaya keras untuk mencapai target yang
ditentukan sampai dengan akhir tahun nanti. Sementara itu, status data belum tersedia
yaitu bagi indikator yang baru dapat tersedia secara akumulasi di pertengahan atau akhir
tahun (data tahunan), serta merupakan release penilaian dari Provinsi/ Kementerian/
Lembaga.

Mendasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten
Purbalingga sampai dengan triwulan | Tahun 2025, terdapat 135 program dengan 337
indikator. Dari 337 indikator program pembangunan daerah, sebanyak 38 indikator (11,28
persen) berstatus telah tercapai; 27 indikator (8,01 persen) berstatus akan tercapai; 245
indikator (72,70 persen) berstatus perlu upaya keras, dan 27 indikator (8,01 persen)
belum tersedia data. Secara umum, beberapa indikator berstatus perlu upaya keras
disebabkan karena:

a. Kegiatannya belum dapat berjalan sampai dengan triwulan |, baik karena kendala
teknis maupun non teknis pada anggaran;
b. Kegiatannya masih berjalan, sehingga capaian sampai dengan triwulan | masih kecil.

Secara rinci, hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD sampai dengan Triwulan |
Tahun 2025 yaitu sebagai berikut.

1)  Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a) Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan
Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pendidikan
sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana tertuang
pada tabel di bawah ini.

Tabel I1.2.
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pendidikan
TW 12025
Realisasi
N Indikator Kinerja P Sat i
o] ndikator Kinerja Program atuan 2024 Target Realisasi Ca;()Jalan StatEJs
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1 Persentase k(.eters.edla.an persen 100 100 30 30 v
laporan capaian kinerja
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No

TW 12025

. - Realisasi ]
Indikator Kinerja Program Satuan 2024 Target Realisasi Ca{)(ya;an
(e

Status
Capaian

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot

Q

Persentase temuan
pengelolaan anggaran yang persen 100 100 0 0
ditindaklanjuti

Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
administrasi umum dan jasa persen 100 100 20 20
penunjang urusan
pemerintahan daerah

Persentase pengelolaan
administrasi aset milik persen 100 100 0 0
daerah sesuai ketentuan

Persentase pengadaan

barang milik daerah persen 100 100 0 0

6

Persentase pemeliharaan

barang milik daerah persen 100 100 10 10

Program Pengelolaan Pendidikan

Tingkat partisipasi warga
negara usia 7-12 tahun
yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar

persen 100,43 99,85 NA NA

Tingkat partisipasi warga
negara usia 13-15 tahun
yang berpartisipasi dalam persen 94,35 96,77 NA NA
pendidikan menengah
pertama

9

APM PAUD persen 56,08 82 NA NA

10

Presentase PKBM yang

o persen 94,12 88,89 94,12 105,88
terakreditasi

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

11

Persentase SD dan SMP

dengan rasio guru diatas 20 persen 30,66 10,38 30,66 33,86

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; 'V : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dindikbud Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan

pemerintahan bidang pendidikan triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 3 program
dan 11 indikator. Dari 11 indikator tersebut, 7 indikator perlu upaya keras dan 3
indikator belum tersedia data. Indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai
target tahun 2025 yaitu persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20 yang
masih berada pada angka 30,66 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih
banyak SD dan SMP yang belum memenuhi ideal 1 guru untuk 20 murid. Dari 470
SD yang ada di Kabupaten Purbalingga, baru 131 yang mempunyai rasio guru ideal.
Sedangkan dari 78 SMP baru 37 yang mempunyai rasio guru ideal. Kondisi tersebut
terjadi karena kurangnya pemerataan jumlah guru di seluruh wilayah Kabupaten
Purbalingga. Untuk dapat mencapai target tahun 2025 sebesar 10,38 persen, perlu
upaya keras untuk mencapainya, karena harus mencukupi sejumlah kebutuhan
tenaga pendidik yang ada pada fasilitas pendidikan di Kabupaten Purbalingga.
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b)

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Capaian kinerja program berdasarkan indikator program pada urusan

pemerintahan bidang kesehatan sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada

tabel sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 11.3.
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Kesehatan
TW | 2025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1 Persentase kt.aters'edla.an persen 100 100 0 0 v
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 25 25 v
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 25 25 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 administrasi aset milik persen 100 100 25 25 v
daerah sesuai ketentuan
Persentase pengadaan
5 . persen 100 100 25 25 v
barang milik daerah
Persentase pemeliharaan
6 barang milik daerah persen 100 100 22,22 22,22 v
Persentase ketersediaan
7 layanan BLUD persen 100 100 100 100 °
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase Status akreditasi
Fasilitas Pelayanan
8 Kesehatan Minimal Madya persen 93,22 96,00 94,92 175,01 °
atau sederajat
Rasio Puskesmas terhadap 2,30 s.d
9 Per 100.000 2,12 2,10 91,29
jumlah penduduk e ’ 2,35 ’ ' >
Prevalensi stunting (data
10 EPPGM) persen 11,34 11,5 13,6 102,94 °
11 | Angka morbiditas persen 21,31 17,6 21,31 82,59 | 2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Persentase puskesmas
1o | dengan 9 (sembilan) jenis persen 100 100 100 126,32 .
tenaga kesehatan sesuai
standar
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Persentase fasilitas
13 | pelayanan kefarmasian yang persen 96,23 100 37,50 62,97 >
memenuhi standar
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TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Persentase PIRT bersertifikat
14 | yang dilakukan pembinaan persen 100 100 6,10 16,05 v
dan pengawasan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
15 | Persentase Desa/Kelurahan persen 37,66 36 37,70 130,58 .
Sehat Mandiri
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; 'Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinkes Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan

c)

pemerintahan bidang kesehatan triwulan | tahun 2025 di atas, terdapat 5 program
dengan 15 indikator. Dari 15 indikator tersebut, 5 indikator telah tercapai, 3
indikator akan tercapai, dan 7 indikator perlu upaya keras. Disamping indikator
program penunjang urusan pemerintah daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD,
indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025 vyaitu
Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan. Hal
tersebut dikarenakan kegiatan pembinaan dan pengawasan PIRT masih berjalan,
sehingga capaian sampai dengan triwulan | masih kecil dan diharapkan lebih
ditingkatkan kinerjanya pada triwulan selanjutnya untuk dapat mencapai target
tahun 2025.

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel
sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 11.4.
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TW 2025
Realisasi
No Indikator Kinerja Program Satuan calsas| L Capaian Status
2024 Target Realisasi )
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
y | Persentase ketersediaan persen 100 100 25 25 v
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 25 25 v
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 25 25 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 | administrasi aset milik persen 100 100 25 25 v
daerah sesuai ketentuan
Persentase pengadaan
5 . persen 100 100 0 0 v
barang milik daerah
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TW 2025

No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi )
(%) Capaian
Persentase pemeliharaan
6 barang milik daerah persen 100 100 25 25 v
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Persentase jaringan irigasi
7 kabupaten dalam kondisi persen 48,14 53,22 53,02 108,20 °
baik
8 Ezirkse”tase bendung kondisi persen 47,83 49 47,83 97,60 >
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Persentase tambahan
g |rumahtanggayang persen 0,57 1,39 0 0 v
mendapat akses air minum
tahunn
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
10 | Persentase jumlah sampan persen NA 2,5 NA NA .
yang dikurangi melalui 3R
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Persentase tambahan
17 | fumahtanggayang persen 1,34 1,44 0 0 v
mendapat akses sanitasi
tahun n
Program Penataan Bangunan Gedung
Jumlah bangunan
12 | pemerintah dalam kondisi Angka 78 34 78 125,81 °
baik
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Persentase
kawasan/lingkungan yang
13 | ditingkatkan sesuai dengan persen NA 64 NA NA 2
Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungannya
Program Penyelenggaraan Jalan
Persentase penambahan
14 | jalan dalam kondisi baik dan persen -10,45 1,5 0 0 v
sedang
Program Pengembangan Jasa Kontruksi
15 Persentas.e jasa konstruksi persen 69.23 100 0 0 v
yang terbina
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kawasan yang memiliki
16 | dokumen perencanaan tata kawasan 3 6 3 50 | 4
ruang
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : DPU-PR dan Dinrumkim Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang triwulan | tahun 2025

di atas, terdapat 10 program dan 16 indikator. Dari 16 indikator tersebut, 2 indikator
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d)

telah tercapai, 2 indikator akan tercapai, 10 indikator perlu upaya keras dan 2
indikator yang belum tersedia karena program tersebut tidak digunakan dalam
RKPD tahun 2025.

Indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025 vyaitu
Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n,
Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahun n,
Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang dan Persentase jasa
konstruksi yang terbina. Keempat indikator tersebut kegiatannya masih berjalan,
sehingga belum menunjukkan progress pencapaian target yang signifikan.
Pekerjaan fisik seperti air bersih, sanitasi dan jalan sampai dengan triwulan |
sebagian besar juga masih dalam tahap perencanaan. Perlu adanya perhatian
khusus terkait dengan capaian kinerja indikator program yang perlu upaya keras
sehingga diharapkan pada triwulan berikutnya sampai dengan akhir tahun 2025
akan mengalami kemajuan yang lebih optimal.

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang perumahan
rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada
tabel sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel II.5.
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
TW 2025
. L Realisasi
No Indikator Kinerja Program Satuan 1sas! L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
) | Persentase ketersediaan persen 100 100 66,67 66,67
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 25 25
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 13,38 13,38
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 | administrasi aset milik persen 100 100 0 0
daerah sesuai ketentuan
Persentase pengadaan
> barang milik daerah persen 100 100 0 0
Persentase pemeliharaan
6 barang milik daerah persen 100 100 12,16 12,16
Program Pengembangan Perumahan
. Persentase tercapaianya sersen 100 100 0 0

SPM bidang Perumahan

Program Kawasan Permukiman
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TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi )
(%) Capaian
Persentase luas kawasan
8 kumuh perkotaan persen 42,41 49,75 0 0 v
tertangani
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
g | Cakupan ketersediaan persen 98,96 99,32 0 0 v
rumah layak huni
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Cakupan Lingkungan
perumahan Yang sehat dan
10 65,81 100 0 0 v
aman yang didukung PSU persen ’
layak
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Persentase fasilitasi
11 | permohonan yang tepat persen 100 100 NA NA L 4
waktu

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; 'V : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinrumkim Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang perumahan dan permukiman triwulan | tahun 2025 di atas,
terdapat 6 program dan 11 indikator. Dari 11 indikator tersebut, 1 indikator akan
tercapai, 9 indikator perlu upaya keras dan 1 indikator yang belum tersedia karena
program tersebut tidak digunakan dalam RKPD tahun 2025.

Disamping indikator program penunjang urusan pemerintah daerah dimana
berisi kegiatan rutin OPD, indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target
tahun 2025 yaitu Persentase tercapaianya SPM bidang Perumahan, Persentase luas
kawasan kumuh perkotaan tertangani, Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan
Cakupan Lingkungan perumahan Yang sehat dan aman yang didukung PSU layak.
Indikator tersebut kegiatannya masih berjalan, sehingga belum menunjukkan
progress pencapaian target yang signifikan. Pekerjaan fisik terkait dengan
perumahan serta sarpras permukiman juga belum banyak yang dilaksanakan karena
menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada sampai dengan triwulan | tahun
2025. Perlu adanya perhatian khusus terkait dengan capaian kinerja indikator
program yang perlu upaya keras sehingga diharapkan pada triwulan berikutnya

sampai dengan akhir tahun 2025 akan mengalami kemajuan yang lebih optimal.

e) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sampai dengan triwulan | tahun
2025 terlihat pada tabel sebagaimana terdapat di bawah ini.

Tabel II.6.
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
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TW 2025

No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi Capaian Status

2024 isasi
Target Realisasi (%) Capaian

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

y | Persentase ketersediaan persen 100 100 25 25 v
laporan capaian kinerja

Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 25 25 v
ditindaklanjuti

Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,

3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 25 25 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah

Persentase pengelolaan

4 administrasi aset milik persen 100 100 12,5 12,5 v
daerah sesuai ketentuan

Persentase pengadaan

barang milik daerah persen >0 100 2 2 v

Persentase pemeliharaan

6 barang milik daerah

persen 100 100 25 25 v

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tingkat penyelesaian
7 pelanggaran K3 (ketertiban, persen 100 100 100 100,35 .
ketentraman, keindahan)

Persentase penegakkan

8 persen 12,73 12,96 10,91 84,16 >
perda
Program Penanggulangan Bencana
Persentase peningkatan
9 kapasitas penanggulangan persen 80,55 90 0 0 v

kebencanaan

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Persentase penanganan

10 kejadian kebakaran

persen 100 100 100 100 °

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; 'V : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Satpol PP dan BPBD Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat triwulan | tahun 2025 di atas, terdapat 4 program dan 10 indikator. Dari
10 indikator tersebut, 2 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 7
indikator perlu upaya keras. Disamping indikator program penunjang urusan
pemerintah daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD, indikator yang perlu upaya
keras untuk mencapai target tahun 2025 vyaitu Persentase peningkatan kapasitas
penanggulangan kebencanaan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan penanggulangan
kebencanaan yang merupakan gabungan dari perhitungan jumlah relawan bencana
aktif, jumlah warga negara yang mendapatkan penanganan bencana dan jumlah
warga negara yang memperoleh informasi bencana masih berjalan, sehingga
capaian sampai dengan triwulan | belum terhitung secara keseluruhan.
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f) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang sosial sampai
dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel I1.7.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Sosial
TW 12025
Realisasi
N Indikator Kinerja P Sat i
o ndikator Kinerja Program atuan 2024 Target Realisasi Capaian Statys
(%) Capaian

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1 | Persentase ketersediaan persen 100 100 45 45 v
laporan capaian kinerja

Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 25 25 v
ditindaklanjuti

Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,

3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 23 23 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah

Persentase pengelolaan

4 | administrasi aset milik persen 100 100 15 15 v
daerah sesuai ketentuan

Persentase pengadaan

> barang milik daerah PEISEn 100 100 4 4 v
Persentase pemeliharaan
6 barang milik daerah persen 100 100 15 15 v
Program Pemberdayaan Sosial
Cakupan Potensi Sumber
7 | Kesejahteraan Sosial yang persen 65,48 63,20 65,48 107,75 .

terlibat dalam penanganan
masalah sosial

Program Rehabilitasi Sosial

Persentase penyandang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia

8 terlantar, gelandangan dan persen 100 100 100 213,14 .
pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya diluar
panti

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Persentase fakir miskin
9 mendapatkan penanganan persen 97,78 98,30 81,67 91,90 | 2
sosial

Program Penanganan Bencana

Persentase korban bencana
yang menerima bantuan
sosial selama masa tanggap
darurat

10 persen 100 100 98,69 101,70 °

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
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TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Persentase TMP dan
11 | makam leluhur yang persen 100 100 30 30 v
terfasilitasi pengelolaannya
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; 'V : Perlu Upaya Keras, 9 Data Belum Tersedia
Sumber : Dinsodalduk,KB dan P3A Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan

pemerintahan bidang sosial triwulan | tahun 2025 di atas, terdapat 6 program dan

11 indikator. Dari 11 indikator tersebut, 3 indikator telah tercapai, 1 indikator akan

tercapai dan 7 indikator perlu upaya keras. Disamping indikator program penunjang

urusan pemerintah daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD, indikator yang perlu

upaya keras untuk mencapai target tahun 2025 yaitu Persentase TMP dan makam

leluhur yang terfasilitasi pengelolaannya. Terdapat 6 TMP yang perlu difasilitasi

pengelolaannya dan belum menunjukkan progress sehingga belum terdapat

capaian kinerja. Diharapkan pada triwulan berikutnya indikator tersebut akan

mengalami kemajuan yang lebih optimal.

2)  Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a)  Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di

bawah ini.
Tabel I1.8.
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Tenaga Kerja
TW | 2025
Realisasi
No Indikator Kinerja Program Satuan €3 15as| L Capaian Status
2024 Target Realisasi )
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1 | Persentase ketersediaan persen 100 100 33,33 33,33 v
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 25 25 v
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 25 25 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 | administrasi aset milik persen 100 100 25 75 v
daerah sesuai ketentuan
Persentase pengadaan
5 . persen 100 100 0 0 v
barang milik daerah
6 Persentas.e. pemeliharaan persen 100 100 55 55 v
barang milik daerah
Program Perencanaan Tenaga Kerja
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No

Indikator Kinerja Program

Satuan

Realisasi
2024

TW 2025

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Status
Capaian

Persentase ketersediaan
dokumen rencana tenaga

persen

100

100

33,33

33,33

v

kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerj

Q

Persentase pencari kerja
8 yang mendapat pelatihan
kerja

persen 11,36 3,86 0 0 v

Program Penempatan Tenaga Kerja

Persentase pencari kerja
terdaftar yang ditempatkan
melalui mekanisme layanan
antarkerja lintas daerah

persen 53,76 59,36 13,69 23,06 v

Program Hubungan Industrial

Persentase Perusahaan
yang menerapkan tata

10 | kelola kerja yang layak dan
terdaftar peserta BPJS
Ketenagakerjaan)

persen 89,93 93,71 86,13 91,91 >

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinnaker Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja triwulan | tahun 2025 di atas, terdapat 5 program
dan 10 indikator. Dari 11 indikator tersebut, 1 indikator akan tercapai dan 9
indikator perlu upaya keras. Disamping indikator program penunjang urusan
pemerintah daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD, indikator yang perlu upaya
keras untuk mencapai target tahun 2025 yaitu Persentase ketersediaan dokumen
rencana tenaga kerja, Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja dan
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan
antarkerja lintas daerah.

Untuk ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja berupa Perencanaan
Tenaga Kerja (PTK) Mikro sebagai turunan dari Rencana Tenaga Kerja Makro Tahun
2021-2026 masih berjalan, sehingga capaian sampai dengan triwulan | masih kecil.
Sedangkan untuk persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja dimana
belum ada realisasi dikarenakan belum terhitung jumlah total pencari kerja yang
mendapat pelatihan kerja secara keseluruhan walaupun kegiatan pelatihan kerja
telah dilaksanakan baik yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga
maupun kolaborasi dengan pihak swasta.

Disamping itu juga terdapat program penempatan tenaga kerja dengan
indikator persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme
layanan antarkerja lintas daerah dimana sudah ada progress capaian namun dengan
capaian yang rendah. Faktor yang mempengaruhinya yaitu mekanisme layanan
antarkerja lintas daerah masih belum maksimal. Perlu dipersiapkan perencanaan
penempatan dengan matang melalui spesifikasi yang jelas mengenai jumlah pekerja

yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkan. Diharapkan indikator-indikator yang perlu
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upaya keras tersebut dapat meningkat kinerjanya di triwulan selanjutnya untuk
mencapai target yang diharapkan, sehingga menunjukkan bahwa pencari kerja yang
ada di Kabupaten Purbalingga benar-benar dapat terfasilitasi pelatihan kerja.

b)  Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat

pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.
Tabel I1.9.

Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

TW 12025
. N Realisasi
No Indikator Kinerja Program Satuan caisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi o :
(%) Capaian
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Persentase partisipasi
perempuan di Lembaga
1 Legislatif dan perempuan persen 18,33 14,15 18,33 129,54 °
sebagai pengambilan
keputusan di OPD
Persentase sumbangan
2 perempuan dalam persen 51,05 30,59 31,05 101,50 °
pendapatan rumahtangga
Program Perlindungan Perempuan
’ k 2 2 7
3 (per 100.000 penduduk pendudu 3,55 ,03 ,55 9,55 |
perempuan
perempuan)
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
4 Persentase (;iata.gender dan persen 100 100 0 0 v
anak yang disediakan
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
5 | Cakupan desa/kelurahan persen 20,08 3389 | 20,08 59,25 >
layak anak
Program Perlindungan Khusus Anak
Persentase anak yang
6 mendapatkan perlindungan persen 7,22 34,57 0,09 0,26 v
khusus
Persentase anak yang
7 menjadi korban kekerasan persen 100 100 100 100 .
yang ditangani
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinsodalduk,KB dan P3A Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak triwulan |
tahun 2025 di atas, terdapat 5 program dan 7 indikator. Dari 7 indikator tersebut, 3
indikator telah tercapai, 2 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras.
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Indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025 vyaitu
Persentase data gender dan anak yang disediakan dan Persentase anak yang
mendapatkan perlindungan khusus.

Untuk persentase data gender dan anak yang disediakan belum dapat
tersedia, hal tersebut dikarenakan pengelolaan data gender dan anak belum
didukung dengan sarpras dan SDM yang handal sehingga masih belum terlaksana
dengan baik. Selain itu pada indikator persentase anak yang mendapatkan
perlindungan khusus juga perlu upaya keras untuk mencapai target. Kondisi ini
menunjukkan bahwa perlindungan khusus terhadap anak masih sangat kurang
sehingga ketercapaiannya juga belum maksimal. Diharapkan indikator tersebut
dapat dioptimalkan kinerjanya pada triwulan berikutnya untuk mewadabhi
perlindungan anak secara keseluruhan dengan menyesuaikan kemampuan
anggaran yang ada.

c) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Capaian kinerja program pada urusan pangan sampai dengan triwulan | tahun
2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.
Tabel 11.10.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pangan
TW 12025
. N Realisasi
No Indikator Kinerja Program Satuan caisas| L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
y | Persentase ketersediaan persen 100 100 25 25
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 25 25
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 25 25
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 administrasi aset milik persen 100 100 25 25
daerah sesuai ketentuan
Persentase pengadaan
5 s persen 100 100 25 25
barang milik daerah
6 Persentase pemeliharaan persen 100 100 55 55

barang milik daerah

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Persentase infrastruktur
kemandirian pangan kondisi persen 55,46 56,64 55,46 97,93
baik

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

8

Persentase konsumsi
pangan sesuai dengan AKG

persen 93,45 96,3 93,45 97,04

Program Penanganan Kerawanan Pangan

9

Persentase desa rentan
pangan (Prioritas |, Il dan IIl)

persen 2,09 22,59 2,09 9,26
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TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Program Pengawasan Keamanan Pangan
Persentase Pangan Segar
10 | Asal Tumbuhan (PSAT) persen 90,58 90 0 0 v
Aman
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : DKPP Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan

pemerintahan bidang pangan triwulan | tahun 2025 di atas, terdapat 5 program dan
10 indikator. Dari 10 indikator tersebut, 2 indikator akan tercapai dan 8 indikator
perlu upaya keras.

Disamping indikator program penunjang urusan pemerintah daerah dimana
berisi kegiatan rutin OPD, indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target
tahun 2025 vyaitu Persentase desa rentan pangan (Prioritas |, Il dan [ll) dan
Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman. Kedua indikator tersebut
belum menunjukkan progress capaian dikarenakan perhitungan mengenai pangan
dilakukan secara bertahap untuk mencapai target di tahun 2025. Beberapa faktor
yang mempengaruhi desa rentan pangan vyaitu masih kurangnya kemampuan
sumberdaya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan, optimalisasi
sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya. Sedangkan
untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) aman yang belum terdapat progress
karena masih terbatasnya sumber daya manusia dalam menghitung sampel untuk
perhitungan angka konsumsi pangan dan perhitungan PSAT aman sampai dengan
triwulan | tahun 2025. Perlu adanya perhatian khusus terkait dengan capaian kinerja
indikator kinerja program yang perlu upaya keras tersebut agar mengalami

kemajuan yang lebih optimal.

d)  Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pertanahan
sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di

bawah ini.
Tabel I.11.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pertanahan
TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi . Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Penanganan sengketa tanah
1 garapan yang dilakukan persen 100 100 0 0 v
melalui mediasi
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Persentase penyelesaian
2 ganti kerugian dan persen 100 100 0 0 v
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TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
santunan tanah untuk
pembangunan
Program Penatagunaan Tanah
Persentase peningkatan
3 pemanfaatan tanah persen 0,0006 0,27 0 0 v
pemerintah daerah
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinrumkim Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan

pemerintahan bidang pertanahan triwulan | tahun 2025 di atas, terdapat 3 program
dan 3 indikator. Dari 3 indikator tersebut semuanya perlu upaya keras dalam
pencapaian targetnya. Indikator pada program penyelesaian sengketa tanah
garapan yang terkait dengan penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan
melalui mediasi, belum ada realisasi penanganannya. Kemudian pada program
penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dengan
indikator persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan juga belum terlaksana. Begitu pula dengan program penatagunaan
tanah dengan indikator persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah
daerah juga masih sangat rendah capaiannya. Diharapkan pada triwulan berikutnya
indikator-indikator tersebut akan mengalami kemajuan kinerja yang lebih optimal
sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.

e)  Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di

bawah ini.
Tabel 11.12.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Lingkungan Hidup
TW 12025
. I Realisasi .
No Indikator Kinerja Program Satuan 2024 Target Realisasi Capaian Statys
(%) Capaian

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

y | Persentase ketersediaan persen 100 100 25 25 v
laporan capaian kinerja

Persentase temuan

2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 25 25 v
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,

3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 25 25 v

penunjang urusan
pemerintahan daerah
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TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Persentase pengelolaan
4 administrasi aset milik persen 100 100 25 25 v
daerah sesuai ketentuan
5 | Persentase pengadaan persen 100 100 25 25 v
barang milik daerah
Persentase pemeliharaan
6 barang milik daerah persen 100 100 25 25 v
Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Persentase ketersediaan
7 dokumen perencanaan dan persen 100 100 0 0 v
informasi lingkungan hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
g | Cakupanpemantauan persen 100 100 25 25 v
kualitas air dan udara
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
9 Persentase peningkatan persen 0,005 0,006 0 0 v
luas RTH
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Persentase rekomendasi ijin
10 | pengelolaan limbah B3 yang persen 100 90,14 40 44,38 v

dikeluarkan

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap lzin Lingkungan dan Iz

Hidup

(PPLH)

in Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Persentase usaha/kegiatan

11 | yang dibina dan diawasi izin persen 150,67 100 20 20 v
lingkungan dan izin PPLH
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
1o | Persentase bank sampah persen 65,28 67,14 15,28 22,76 v
yang beroperasi
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
13 | Persentase sekolah persen 6,21 7,77 1,80 23,16 v
adiwiyata
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Cakupan penanganan
pengaduan masyarakat
terkait izin lingkungan, izin
14 PPLH dan PUU LH yang persen 100 100 100 100 .
ditangani oleh Pemerintah
daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Persampahan
15 | Cakupanarea pelayanan persen 55,56 66,67 13,89 20,84 v
sampah
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : DLH Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan

pemerintahan bidang lingkungan hidup triwulan | tahun 2025 di atas, terdapat 10

program dan 15 indikator. Dari 15 indikator tersebut, 1 indikator telah tercapai dan

14 indikator perlu upaya keras. Disamping indikator program penunjang urusan
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pemerintah daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD, hampir keseluruhan indikator
yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai target tahun 2025. Untuk indikator
persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup
terdapat 1 dokumen IKPLHD yang selalu dilaksanakan setiap tahun, namun belum
terdapat progress capaian karena sedang berproses pada tahapan awal persiapan
penyusunan. Kemudian untuk indikator persentase peningkatan luas RTH belum ada
penambahan penanganan RTH sampai dengan triwulan | tahun 2025 dari luasan
RTH yang ada di Kabupaten Purbalingga, karena menyesuaikan dengan ketersediaan
anggaran yang dialokasikan untuk penanganan RTH.

Sedangkan pada indikator yang sudah terdapat progress namun dengan
capaian yang masih kecil yaitu Cakupan pemantauan kualitas air dan udara,
Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan, Persentase
usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH, Persentase
bank sampah yang beroperasi, Persentase sekolah adiwiyata dan Cakupan area
pelayanan sampah. Dari keseluruhan indikator yang perlu upaya keras tersebut,
perlu adanya perhatian khusus terkait dengan capaian kinerja indikator program
yang perlu upaya keras sehingga diharapkan pada triwulan berikutnya sampai
dengan akhir tahun 2025 akan mengalami kemajuan yang lebih optimal.

f) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat
pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.
Tabel 11.13.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
TW 12025
Realisasi
No Indikator Kinerja Program Satuan calsas| L Capaian Status
2024 Target Realisasi o ;
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
y | Persentase ketersediaan persen 99,41 100 25 25
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 94,40 100 25 25
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 86,36 100 25 25
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 | administrasi aset milik persen 99,94 100 25 75
daerah sesuai ketentuan
Persentase pengadaan
> barang milik daerah persen 0 100 2 2
6 Persentase pemeliharaan persen 100 100 75 75

barang milik daerah

Program Pendaftaran Penduduk
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TW 2025

No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi )
(%) Capaian
7 | Cakupan kepemilikan KTP persen 99,51 99,06 NA NA I’
elektronik
3 Cakupan kepemilikan Kartu sersen 99,55 100 NA NA .
Keluarga
Persentase anak usia 0-17
9 tahun kurang 1 (satu) hari persen 62,25 70 NA NA 2
yang memiliki KIA
Program Pencatatan Sipil
10 | Cakupan kepemilikan akte persen 98,92 98,55 NA NA .
kelahiran dan kematian
Cakupan kepemilikan akte
17 | perkawinan, perceraian, persen 100 100 NA NA IS
pengakuan, dan
pengesahan anak
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Persentase OPD yang telah
memanfaatkan data
12 kependudukan berdasarkan persen 100 100 0 0 v
perjanjian kerjasama
Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Cakupan lembaga/instansi
yang memanfaatkan profil
13 NA 97,03 NA NA L 4
data kependudukan dan persen ’
agregatnya
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dindukcapil Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan

pemerintahan bidang adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil triwulan |

tahun 2025 di atas, terdapat 5 program dan 13 indikator. Dari 13 indikator tersebut,

7 indikator perlu upaya keras dan 6 indikator yang belum tersedia data. Disamping

indikator program penunjang urusan pemerintah daerah dimana berisi kegiatan

rutin OPD, indikator yang perlu upaya keras untuk mencapaitarget tahun 2025 yaitu

Persentase OPD vyang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan

perjanjian kerjasama. Belum ada OPD yang melakukan perjanjian kerjasama sampai

dengan triwulan | tahun 2025. Padahal data kependudukan tahun 2024 yang telah

release dibulan Februari telah di release oleh Kemendagri. Hal tersebut dikarenakan

belum adanya pendataan terhadap OPD yang akan memanfaatkan data

kependudukan. Diharapkan indikator tersebut dapat mengalami kemajuan yang

lebih optimal pada triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai target yang
diharapkan pada tahun 2025.
Secara umum untuk release data kependudukan vyaitu didasarkan pada data

release Kemendagri saat ini dilakukan secara terpusat, sehingga kabupaten/kota

tidak dapat langsung mengaksesnya. Oleh karena itu, data kependudukan baik KTP,

KK, KIA, akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan, dan

pengesahan anak akan terkompilasi dan tersedia pada pertengahan dan akhir tahun

sesuai dengan hasil akumulatif data.
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g)

Urusan Pemeritahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel

sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel 11.14.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No

Indikator Kinerja Program

Satuan

Realisasi
2024

TW 2025

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Status
Capaian

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab

upaten/Kota

1

Persentase ketersediaan
laporan capaian kinerja

persen

100

100

25

25

Persentase temuan
pengelolaan anggaran yang
ditindaklanjuti

persen

100

100

25

25

Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
administrasi umum dan jasa
penunjang urusan
pemerintahan daerah

persen

100

100

25

25

Persentase pengelolaan
administrasi aset milik
daerah sesuai ketentuan

persen

100

100

25

25

Persentase pengadaan
barang milik daerah

persen

100

100

25

25

6

Persentase pemeliharaan
barang milik daerah

persen

100

100

25

25

Program Penataan Desa

Persentase desa yang
difasilitasi terkait dengan
penyelenggaraan penataan
desa

persen

100

100

Program Peningkatan Kerjasama Desa

Persentase desa yg
melakukan kerjasama aktif
(baik antar desa dan desa
dengan pihak ketiga)

persen

39,29

80,36

Program Administrasi Pemerintahan

Desa

Persentase desa tertib
administrasi Pemerintahan
desa

persen

100

100

Program Pemberdayaan Lembaga Ke

masyarakatan, Le

mbaga Adat dan Masyaraka

t Hukum Adat

10

Persentase lembaga
kemasyarakatan yang
dibina

persen

71,26

63,37

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; V¥ : Perlu Upaya Keras, 9 Data Belum Tersedia
Sumber : Dinpermasdes Kab. Purbalingga , 2025

Berdasarkan tabel

capaian

indikator

kinerja

program pada

urusan

pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa triwulan | tahun 2025 di

atas, terdapat 5 program dan 10 indikator. Dari 10 indikator tersebut semuanya
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h)

perlu upaya keras dalam pencapaian targetnya. Disamping indikator program
penunjang urusan pemerintah daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD, indikator
yang perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025 yaitu Persentase desa
yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa dimana belum ada
realisasinya sampai dengan triwulan | tahun 2025. Disamping itu juga pada indikator
Persentase desa yg melakukan kerjasama aktif (baik antar desa dan desa dengan
pihak ketiga) dan Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa juga
belum menunjukkan progress yang signifikan.

Ada pula pada indikator persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina
baru juga belum tercapai dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan
anggaran dalam memfasilitasi kerjasama desa, kurangnya koordinasi dalam
pemenuhan administrasi pemerintahan desa, serta kurangnya inovasi dalam rangka
pembinaan lembaga kemasyarakatan. Masih banyak indikator yang perlu upaya
keras untuk mencapai target tahun 2025, sehingga diharapkan lebih optimal lagi
kinerjanya pada triwulan berikutnya sehingga capaiannya juga akan meningkat.

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat
pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel I1.15.
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
TW 1 2025
. L Realisasi
No Indikator Kinerja Program Satuan 2024 Target Realisasi Capaian Statys
(%) Capaian

Program Pengendalian Penduduk

Persentase ketersediaan
dokumen kebijakan persen 100 100 25 25
pengendalian penduduk

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Cakupan pasangan usia
subur yang ingin ber KB

2 tidak terpenuhi (Unmet persen 7,61 9,20 6,45 142,69
need KB)
Persentase Penggunaan

3 Kontrasepsi Jangka Panjang persen 34,76 35,04 35,29 100,72
(MKJP)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Cakupan keluarga yang

1 1 1
4 mengikuti kelompok UPPKS persen 918 0,39 7,38 71,03
Cakupan anggota Bina
5 Keluarga Balita (BKB), BKR, persen 87,69 87,50 87,07 100,65

BKL ber-KB

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinsodalduk,KB dan P3A Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana triwulan |
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tahun 2025 di atas, terdapat 3 program dan 5 indikator. Dari 5 indikator tersebut, 3
indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras.
Indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025 vyaitu
Persentase ketersediaan dokumen kebijakan pengendalian penduduk. Dokumen
kebijakan pengendalian penduduk tersebut belum tersusun secara menyeluruh
sampai dengan laporan akhirnya, sehingga baru tercapai 25 persen. Diharapkan
indikator tersebut dapat meningkat kinerjanya pada triwulan berikutnya sehingga
dapat mencapai target yang diharapkan.
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang perhubungan
sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di

bawah ini.
Tabel 11.16.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Perhubungan
TW 12025
. - Realisasi
No Indikator Kinerja Program Satuan caisas| L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1 | Persentase ketersediaan persen 99,9 100 52,71 52,71
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 97,09 100 26,76 26,76
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 96,25 100 8,37 8,37
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 administrasi aset milik persen 99,84 100 0 0
daerah sesuai ketentuan
g | Persentase pengadaan persen 99,41 100 32,11 32,11
barang milik daerah
P lih
g | Mersentase pemelinaraan persen 98,11 100 22,84 22,84

barang milik daerah

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

7

Persentase angkutan umum
yang aktif

persen 52,28 71,32 13,54 18,98

Persentase perlengkapan
jalan kondisi baik

persen 73,44 80 0 0

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang perhubungan berencana triwulan | tahun 2025 di atas,
terdapat 2 program dan 8 indikator. Dari 8 indikator tersebut, 1 indikator akan
tercapai dan 7 indikator perlu upaya keras. Disamping indikator program penunjang
urusan pemerintah daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD, indikator yang perlu
upaya keras untuk mencapai target tahun 2025 yaitu persentase angkutan umum
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yang aktif dan persentase perlengkapan jalan kondisi baik. Pelaksanaan kedua
indikator tersebut sudah berjalan namun dengan capaian yang masih kecil. Faktor
yang mempengaruhinya karena menyesuaikan dengan ketersedian anggaran dalam
mewadahi kebutuhan angkutan dan perlengkapan jalan yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Perlu adanya perhatian khusus pada indikator program yang perlu
upaya keras tersebut sehingga dalam pelaksanaannya di triwulan selanjutnya dapat
mengalami kemajuan yang lebih optimal dan mencapai target yang diharapkan di
tahun 2025.

j) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana
terlihat di bawah ini.
Tabel 11.17.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Komunikasi dan Informatika
TW 12025
. S Realisasi
No Indikator Kinerja Program Satuan casasl L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
y | Persentase ketersediaan persen 100 100 22,69 22,69
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 92,11 100 40,24 40,24
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 95,41 100 11,15 11,15
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 administrasi aset milik persen 100 100 0 0
daerah sesuai ketentuan
Persentase pengadaan
> barang milik daerah persen 100 100 0 0
6 Persentase pemeliharaan sersen 99,95 100 13,89 13,89

barang milik daerah

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Persentase OPD yang

/ memiliki Website aktif persen 100 100 25 27,78
Program Aplikasi Informatika
Cakupan pelayanan publik
8 yang menggunakan aplikasi persen 100 100 100 105,26

informatika

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berencana triwulan | tahun 2025
di atas, terdapat 3 program dan 8 indikator. Dari 8 indikator tersebut, 1 indikator
telah tercapai dan 7 indikator perlu upaya keras. Disamping indikator program
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penunjang urusan pemerintah daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD, indikator

yang perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025 vaitu persentase OPD

yang memiliki website aktif. Faktor yang mempengaruhinya karena pendataan pada

OPD yang memiliki website aktif belum keseluruhan dilakukan. Diharapkan sampai

dengan akhir triwulan nanti dapat mencapai target yang diharapkan.

k) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha

kecil dan menengah sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel

sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel 11.18.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
TW 12025
. - Realisasi
No Indikator Kinerja Program Satuan casasl L Capaian Status
2024 Target Realisasi )
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
y | Persentase ketersediaan persen 100 100 30 30 v
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 30 30 v
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 37 37 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 | administrasi aset milik persen 100 100 16,67 16,67 \4
daerah sesuai ketentuan
Persentase pengadaan
5 . persen 100 100 0 0 v
barang milik daerah
6 Persentas.e. pemeliharaan persen 100 100 256 256 v
barang milik daerah
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
7 | Persentase koperasi aktif \ persen 59,71 76,7 59,71 77,85 >
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Persentase koperasi yang
8 sudah menerapkan standar persen 57,55 65 57,55 88,54 | 2
SAK
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Persentase SDM koperasi
9 memiliki kompetensi bidang persen 60,38 62 60,38 97,38 | 2
perkoperasian
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
10 Pertumbuhan yolume persen 14,71 14 0 0 v
usaha koperasi
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
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TW 2025

No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Persentase peningkatan
11 | usaha mikro yang persen 2,61 3 0 0

bersertifikat/berijin

Program Pengembangan UMKM

12

Persentase UMKM yang
difasilitasi

persen 4,43 4,42 0 0

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berencana triwulan |
tahun 2025 di atas, terdapat 7 program dan 12 indikator. Dari 12 indikator tersebut,
3 indikator akan tercapai dan 9 indikator perlu upaya keras. Disamping indikator
program penunjang urusan pemerintah daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD,
indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025 vyaitu
Pertumbuhan volume usaha koperasi, Persentase peningkatan usaha mikro yang
bersertifikat/berijin dan Persentase UMKM yang difasilitasi.

Untuk indikator pertumbuhan volume usaha koperasi belum dapat dihitung
secara keseluruhan sampai dengan triwulan I. Hal tersebut dikarenakan belum
semua koperasi telah berjalan kegiatan usahanya, sehingga secara teknis belum
dapat dihitung secara keseluruhan. Sedangkan untuk indikator yang terkait dengan
UMKM baik pada indikator Persentase peningkatan usaha mikro vyang
bersertifikat/berijin dan Persentase UMKM vyang difasilitasi, juga belum dapat
terlaksana. Faktor yang mempengaruhinya karena menyesuaikan dengan
ketersedian anggaran dalam penyelenggaraan fasilitasi UMKM. Diharapkan
indikator-indikator yang akan tercapai tersebut dapat meningkat jumlahnya seiring
dengan kinerja yang dilakukan sehingga akan mengalami kemajuan yang lebih
optimal.

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang penanaman
modal sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana
terlihat di bawah ini.

Tabel 11.19.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Penanaman Modal

No

TW 12025

Realisasi

Indikator Kinerja Program Satuan Capaian Status
(%) Capaian

2024 Target Realisasi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1

Persentase ketersediaan
laporan capaian kinerja

persen 100 100 20 20

Persentase temuan
pengelolaan anggaran yang persen 100 100 29 29
ditindaklanjuti
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TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 12 12 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 | administrasi aset milik persen 100 100 10 10 v
daerah sesuai ketentuan
5 Persentase pengadaan ersen 100 100 5 5 v
barang milik daerah P
6 Persentas.e. pemeliharaan sersen 100 100 49 49 v
barang milik daerah
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
7 | Score Iklim Usaha point 93,7 91,5 NA NA 24
Program Promosi Penanaman Modal
8 4um|ah kepemmatan investor 3 3 0 0 v
investasi
Program Pelayanan Penanaman Modal
g | Indeks pelayanan publik point 4,51 45 NA NA .
bidang investasi
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Moda
Persentase kepatuhan
perusahaan yang
10 | menyampaikan laporan persen 98,35 100 98,61 78,89 >
kegiatan penanaman modal
(LKPM)
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Persentase data dan
11 | informasi perizinan dan non persen 100 98 20,97 27,96 v
perizinan yang tersaji
secara update
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; 'V : Perlu Upaya Keras, #: Data Belum Tersedia
Sumber : DMPTSP Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan

pemerintahan bidang penanaman modal dan perijinan berencana triwulan | tahun
2025 di atas, terdapat 6 program dan 11 indikator. Dari 11 indikator tersebut, 1
indikator akan tercapai, 8 indikator perlu upaya keras dan 2 indikator yang belum
tersedia data. Disamping indikator program penunjang urusan pemerintah daerah
dimana berisi kegiatan rutin OPD, indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai
target tahun 2025 yaitu Jumlah kepeminatan investasi dan Persentase data dan
informasi perizinan dan non perizinan yang tersaji secara update.

Pada indikator Jumlah kepeminatan investasi, belum ada investor yang
melakukan investasinya (melaksanakan MoU) di Kabupaten Purbalingga sampai
dengan triwulan | tahun 2025. Di Tengah menurunnya laju pertumbuhan sektor
industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga, minat investasi juga belum
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bertambah. Ketersediaan kawasan peruntukan industri yang kurang menarik
investor juga menjadi faktor penyebabnya.

Disamping itu, pada indikator persentase data dan informasi perizinan dan
non perizinan yang tersaji secara update juga masih menunjukkan progress capaian
yang kecil karena rekapitulasi perizinan sampai dengan triwulan | baik yang
dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik maupun di dinas teknis terkait masih
berproses dan belum terakumulasi. Diharapkan indikator-indikator yang akan
tercapai tersebut dapat meningkat jumlahnya seiring dengan kinerja yang dilakukan
sehingga akan mengalami kemajuan yang lebih optimal.

m)  Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan
olah raga sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana
terlihat di bawah ini.

Tabel 11.20.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi )
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

y | Persentase ketersediaan persen 100 100 25 25 v
laporan capaian kinerja
Persentase temuan

2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 25 25 v
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,

3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 25 25 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan

4 administrasi aset milik persen 100 100 25 25 v
daerah sesuai ketentuan

5 | Persentase pengadaan persen 100 100 25 25 v
barang milik daerah

6 Persentase pemeliharaan persen 100 100 55 55 v

barang milik daerah

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Cakupan organisasi
kepemudaan yang point 73,08 37,5 11,5 30,77 v
difasilitasi

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Persentase cabang olah
raga yang berprestasi di
tingkat regional dan
nasional

persen 57,58 63,60 11,76 25,87 v

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
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No

Indikator Kinerja Program

Satuan

Realisasi
2024

TW 2025

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Status
Capaian

Persentase kelompok
pramuka aktif

persen

100

100

100

100

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; 'V : Perlu Upaya Keras, 9 Data Belum Tersedia
Sumber : Dinporapar Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga berencana triwulan | tahun 2025
di atas, terdapat 4 program dan 9 indikator. Dari 9 indikator tersebut, 1 indikator
telah tercapai dan 8 indikator perlu upaya keras. Disamping indikator program
penunjang urusan pemerintah daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD, indikator
yang perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025 yaitu Cakupan organisasi
kepemudaan yang difasilitasi dan Persentase cabang olah raga yang berprestasi di
tingkat regional dan nasional. Hal tersebut dikarenakan menyesuaikan dengan
ketersedian anggaran dalam mewadahi kebutuhan fasilitasi organisai kepemudaan,
serta kompetisi cabang olahraga baik dalam tingkat regional maupun nasional. Perlu
adanya perhatian khusus pada indikator program yang perlu upaya keras tersebut
sehingga dalam pelaksanaannya di triwulan selanjutnya dapat mengalami kemajuan

yang lebih optimal dan mencapai target yang diharapkan di tahun 2025.

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan pemerintahan
bidang statistik sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel
sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel 11.21.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Statistik

No

TW 2025

Indikator Kinerja Program

Satuan

Realisasi
2024

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Status
Capaian

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Persentase OPD yang
menyediakan dan
mengupdate data sektoral
sesuai standar

persen 100 100 30

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang statistik triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 1 program dan
1 indikator dimana indikator tersebut sudah menunjukkan progress capaian namun
dengan capaian yang rendah, sehingga perlu upaya keras dalam pencapaiannya. Hal
tersebut dikarenakan update data dari OPD dalam rangka menyediakan dan
mengupdate data sektoral sesuai standar belum dilaksanakan keseluruhan. Saat ini
pelaksanaan baru sampai pada tahap updating data tahun 2024 dan pelaksanaan

data sektoral di tahun 2025 masih berjalan dalam proses pengumpulan data,
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sehingga diharapkan diharapkan pada triwulan berikutnya akan mengalami

kemajuan yang lebi

o)

h optimal.

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang persandian
sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di

bawah ini.
Tabel 11.22.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Persandian
TW 12025
. L Realisasi .
No Indikator Kinerja Program Satuan 2024 Target Realisasi Capaian Statys
(%) Capaian
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Cakupan Informasi
1 pemerintah daerah melalw persen 100 100 )5 55 v
santel yang tersampaikan
kepada pihak terkait
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang persandian triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 1 program
dan 1 indikator dimana indikator tersebut sudah menunjukkan progress capaian
namun dengan capaian yang rendah, sehingga perlu upaya keras dalam
pencapaiannya. Hal tersebut dikarenakan saat ini cakupan informasi pemerintah
daerah melalui santel yang tersampaikan kepada pihak terkait masih kecil
jumlahnya Namun pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan
persandian seperti digital forensik telah terlaksana sampai dengan triwulan | sebagai
upaya mendorong peningkatan informasi pemerintah daerah melalui santel kepada
pihak lain. Kinerja indikator program tersebut perlu dioptimalkan dan
diperhitungkan ketercapaiannya pada triwulan berikutnya sehingga dapat diketahui
sejauh mana program tersebut berjalan.
p)  Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan
sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di
bawah ini.
Tabel 11.23.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Kebudayaan
TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Rezaollzszg Target Realisasi Capaian Statys
(%) Capaian
Program Pengembangan Kebudayaan
Jumlah obyek pemajuan
kebudayaan lestari )
! (dilindungi, dikembangkan objek / / 0 0 v
dan dimanfaatkan)
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TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Program Pengembangan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah
) Persen.tase S?Jarah lokal persen 100 100 0 0 v
yang dilestarikan
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Persentase benda, situs dan
3 kawasan cagar budaya yang persen 100 19,14 0 0 v
diestarikan
Program Pengelolaan Permuseuman
4 Persentase benda koleksi persen 100 100 0 0 v
museum yang dikelola
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dindikbud Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan

pemerintahan bidang kebudayaan triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 4 program
dan 4 indikator. Dari 4 indikator tersebut semuanya perlu upaya keras dalam
pencapaian targetnya.

Pada indikator jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi,
dikembangkan dan dimanfaatkan) dikarenakan belum dilaksanakan secara
menyeluruh terhadap keseluruhan obyek pemajuan kebudayaan karena diperlukan
monitoring dan evaluasi terlebih dahulu. Kemudian pada indikator persentase
sejarah lokal yang dilestarikan, persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan serta persentase benda koleksi museum yang dikelola belum
dilakukan secara menyeluruh karena menyesuaikan dengan ketersedian anggaran
dan kemampuan SDM dalam memfasilitasi pelestarian sejarah maupun cagar
budaya vyang dikelola. Kinerja indikator-indikator program tersebut perlu
dioptimalkan dan diperhitungkan ketercapaiannya pada triwulan berikutnya

sehingga dapat diketahui sejauh mana program tersebut berjalan.

gq)  Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang perpustakaan
sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di

bawah ini.
Tabel 11.24.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Perpusatakaan
TW 12025
. L Realisasi .
No Indikator Kinerja Program Satuan 2024 Target Realisasi Capaian Statys
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1 | Persentase ketersediaan persen 100 100 25 25 v
laporan capaian kinerja
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TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 0 0 v
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 25 25 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 administrasi aset milik persen 100 100 25 25 v
daerah sesuai ketentuan
Persentase pengadaan
1
> barang milik daerah persen 0 00 0 0 v
6 Persentas.e. pemeliharaan sersen 100 100 10 10 v
barang milik daerah
Program Pembinaan Perpustakaan
7 | Persentase perpustakaan point 7,30 5,21 7,30 172,88 .
aktif
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
Persentase koleksi naskah
kuno daerah yang
8 dilestarikan (menemukan, persen 82,35 90 0 0 v
merawat,
mengalihmediakan)
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; 'V : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinarpus Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan

pemerintahan bidang perpustakaan triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 3
program dan 8 indikator. Dari 8 indikator tersebut, 1 indikator telah tercapai dan 7
indikator perlu upaya keras. Disamping indikator program penunjang urusan
pemerintah daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD, indikator yang perlu upaya
keras untuk mencapai target tahun 2025 yaitu Persentase koleksi naskah kuno
daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan). Hal tersebut
dikarenakan dalam melestarikan koleksi naskah kuno membutuhkan tahapan dan
waktu yang panjang dalam penemuannya. Perlu adanya perhatian khusus terkait
capaian kinerja indikator tersebut sehingga diharapkan pada triwulan berikutnya
akan mengalami kemajuan yang lebih optimal.

r) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan pemerintahan
bidang kearsipan sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel
sebagaimana terlihat di bawah ini.
Tabel 11.25.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Kearsipan
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TW 2025

No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian

Program Pengelolaan Arsip

Persentase
SKPD/Ormas/BUMD/lemba
1 ga desa yang menerapkan persen 58,56 71,25 0 0 v
pengelolaan arsip secara
baku

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Persentase jumlah arsip

2 yang diselamatkan persen 100 100 0 0 v
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; 'V : Perlu Upaya Keras, #: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinarpus Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang kearsipan triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 2 program
dan 2 indikator. Dari 2 indikator tersebut semuanya perlu upaya keras dalam
pencapaian targetnya, baik pada indikator persentase SKPD/Ormas/BUMD/lembaga
desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku maupun indikator Persentase
jumlah arsip yang diselamatkan. Kedua indikator tersebut belum ada progress
capaian karena menyesuaikan kemampuan anggaran dalam memfasilitasi
pengelolaan arsip secara baku dan penyelamatan jumlah arsip. Perlu adanya
perhatian khusus terkait capaian kinerja indikator tersebut sehingga diharapkan
pada triwulan berikutnya akan mengalami kemajuan yang lebih optimal.
3) Urusan Pemerintahan Pilihan
a) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan
perikanan sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana
terlihat di bawah ini.
Tabel 11.26.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Kelautan dan Perikanan
TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Rezaolizszsi Target Realisasi Capaian Statys
(%) Capaian
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
1 Produksi perikanan tangkap ton 286,96 278 0 ’ 0 ‘ v
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2 EL%?ssiape”ka”a” ton 6.129 6.902 0 0 v
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3 | Produksi olahan ikan | ton | 2364 2.286 0 0 v

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; 'V : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : DKPP Kabupaten Purbalingga, 2025
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Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan triwulan | tahun 2025 di atas terdapat
3 program dan 3 indikator. Dari 3 indikator tersebut keseluruhan masih perlu upaya
keras untuk mencapai target tahun 2025. Faktor yang mempengaruhinya karena
perhitungan mengenai produksi perikanan masih berjalan dan dilakukan secara
bertahap, sehingga perhitungannya belum dapat dihitung. Oleh karena itu,
diharapkan pada triwulan selanjutnya capaian kinerjanya lebih meningkat seiring
dengan meningkatnya realisasi anggaran.

b)  Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pariwisata sampai
dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.
Tabel 11.27.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pariwisata
TW 112023
. L Realisasi .
No Indikator Kinerja Program Satuan 2024 Target Realisasi Capaian Statys
(%) Capaian
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
1 | Cakupan daya tarik wisata persen 45,71 20,59 20 97,14

yang dikembangkan

Program Pemasaran Pariwisata

Cakupan daya tarik wisata
yang meningkat angka persen 60 73,53 20 27,2
kunjungan wisatanya

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah pelaku wisata dan
ekonomi kreatif yang orang 290 135 0 0
bersertifikat

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinporapar Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang pariwisata triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 3 program
dan 3 indikator. Dari 3 indikator tersebut, 1 indikator akan tercapai dan 2 indikator
perlu upaya keras untuk pencapaiannya yaitu Cakupan daya tarik wisata yang
meningkat angka kunjungan wisatanya dan Jumlah pelaku wisata dan ekonomi
kreatif yang bersertifikat. Faktor yang mempengaruhinya karena jumlah wisatawan
yang berkunjung ke DTW masih belum signifikan dibanding dengan yang ditargetkan
sampai dengan akhir tahun 2025. Disamping itu untuk jumlah pelaku wisata dan
ekonomi kreatif yang bersertifikat belum terlaksana karena menyesuaikan
kemampuan anggaran dalam memfasilitasi pensertifikatan pelaku wisata dan
ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Purbalingga. Perlu perhatian perhatian
khusus terkait capaian kinerja indikator pada urusan pemerintaha bidang pariwisata
tersebut sehingga diharapkan pada triwulan berikutnya akan mengalami kemajuan
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yang lebih optimal untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata pasca

pandemi covid-19.

c) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pertanian sampai

dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel 11.28.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pertanian
TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi )
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
y | Persentase ketersediaan persen 100 100 25 25 v
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 25 25 v
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 25 25 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 administrasi aset milik persen 100 100 25 25 v
daerah sesuai ketentuan
Persentase pengadaan
5 . persen 100 100 25 25 v
barang milik daerah
6 Persentas.e' pemeliharaan sersen 100 100 95 55 v
barang milik daerah
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Rata rata (prosentase
ketersediaan sarana
7 pertanian (traktor, pompa persen 38,43 42 38,43 91,5 >
air, combine harvester,
power threser, benih padi)
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Luas lahan pertanian yang
1 1 23,71 23,71
8 diolah/ dimanfaatkan persen 00 00 3 3 v
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
9 | Prevalensi penyakit hewan persen 17,36 18,80 4,13 455,20 °
Persentase daging ASUH
10 | (Aman, Sehat, Utuh, dan persen 86,11 86 19,32 22,47 v
Halal)
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
17 | Persentase penanggulangan persen 59,86 66 NA NA .
bencana pertanian
Program Penyuluhan Pertanian
Persentase kelompok tani
12 (kategori madya dan persen 21,67 23 21,67 154,33 °
utama)
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
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Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang pertanian triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 6 program
dan 12 indikator. Dari 12 indikator, 2 indikator telah tercapai, 1 indikator akan
tercapai, 8 indikator perlu upaya keras dan 1 indikator belum tersedia data.
Disamping indikator program penunjang urusan pemerintah daerah dimana berisi
kegiatan rutin OPD, indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target tahun
2025 yaitu Luas lahan pertanian yang diolah/ dimanfaatkan dan Persentase daging
ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

Pada indikator Luas lahan pertanian yang diolah/ dimanfaatkan pada dasarnya
sudah dilaksanakan sampai dengan triwulan | tahun 2025, namun capaiannya masih
rendah. Hal tersebut dikarenakan masa panen dan pengolahan lahan pertanian
yang tidak dilaksanakan secara bersamaan sehingga mempengaruhi
pengolahan/pemanfaatannya. Demikian pula pada indikatorpersentase daging
ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal), perhitungan untuk jumlah daging ayam dan
sapi yang ASUH masih kecil berdasarkan data yang masuk. Perlu perhatian khusus
terkait capaian kinerja indikator pada twiulan selanjutnya sehingga diharapkan
dapat mencapai target pada tahun 2025.

d)  Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang perdagangan
sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di
bawah ini.
Tabel 11.29.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Perdagangan
TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
y | Persentase ketersediaan persen 100 100 25 25 v
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 25 25 v
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 25 25 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 administrasi aset milik persen 100 100 25 25 v
daerah sesuai ketentuan
Persentase pengadaan
5 . persen 25 100 100 100 °
barang milik daerah
6 Persentas.e' pemeliharaan persen 100 100 75 )5 v
barang milik daerah
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
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TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Persentase usulan ijin usaha
7 yang diterbitkan / persen 100 100 100 111,11 .
mendapat rekomendasi)
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
p t kyat
g | Iefsentase pasarrakya persen 42,86 47,62 42,36 90 >
layak usaha
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
9 Tingkat kestabilan harga sersen 7778 94,44 0 0 v
bahan pokok dan penting
Program Pengembangan Ekspor
10 | Nilai Ekspor miliar rupiah 2.286 ‘ 2414 ‘ 429 17,77 v
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Persentase alat - alat ukur,
takar, timbang dan
11 | perlengkapannya (UTTP) persen 75,43 77,34 4,35 5,62 v
bertanda tera sah yang
berlaku
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinperindag Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan

pemerintahan bidang perdagangan triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 6
program dan 11 indikator. Dari 11 indikator, 2 indikator telah tercapai, 1 indikator
akan tercapai dan 8 indikator perlu upaya keras. Disamping indikator program
penunjang urusan pemerintah daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD, indikator
yang perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025 yaitu Tingkat kestabilan
harga bahan pokok dan penting, Nilai Ekspor dan Persentase alat - alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

Untuk indikator Tingkat kestabilan harga bahan pokok dan penting sampai
dengan triwulan | tahun 2025 belum menunjukkan perhitungan harga bahan pokok
dan penting yang stabil. Sementara itu, untuk indikator nilai ekspor, seiring dengan
menurunnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan maka nilai ekspor juga
menunjukkan nilai yang kecil. Sedangkan untuk Persentase alat - alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku juga masih
kecil capaiannya dari potensi UTTP. Faktor yang mempengaruhinya dikarenakan
kemampuan sumber daya baik manusia dan anggaran belum dapat dimanfaatkan
secara optimal. Capaian yang masih kecil tersebut diharapkan dapat meningkat
pada triwulan selanjutnya agar dapat mencapai target pada tahun 2025.

e) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan pemerintahan
bidang perindustrian sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel
sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel 11.30.
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Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Perindustrian

TW 12025
Realisasi
N Indikator Kinerja P Sat i
(o] ndikator Kinerja Frogram atuan 2024 Target Realisasi Capalan Statys
(%) Capaian
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
1 Jumlah.k'elompok IKM yang Unit 266 300 0 0 v
bersertifikat
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Persentase usulan ijin usaha
2 yang mendapat persen 100 100 100 111,11 °
rekomendasi
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Ketersediaan informasi
3 industri secara lengkap dan industri 216 300 520 173,33 .
terkini
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinperindag Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang perindustrian triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 3
program dan 3 indikator. Dari 3 indikator tersebut, 2 indikator telah tercapai dan 1
indikator perlu upaya keras yaitu indikator Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat.
Beberapa tantangan dalam proses sertifikasi IKM yang dihadapi oleh pengusaha
kecil dan menengah vyaitu keterbatasan modal kerja dan atau modal investasi,
kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau,
keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik
(manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran.
Hal tersebut perlu terus menjadi perhatian ke depannya. Diharapkan dengan
adanya optimalisasi kemampuan anggaran dalam memfasilitasi sertifikasi IKM maka
capaian kinerjanya juga akan meningkat.
f) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan pemerintahan
bidang transmigrasi sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel
sebagaimana terlihat di bawah ini.
Tabel I1.31.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Transmigrasi
TW 12025
Realisasi
N Indikator Kinerja P Sat i
o] ndikator Kinerja Program atuan 2024 Target Realisasi Capaian Statys
(%) Capaian
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
1 nglah transmigran yang KK 1 3 0 0
ditempatkan

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; V¥ : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinnaker Kabupaten Purbalingga, 2025
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4)
a)

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pemerintahan bidang transmigrasi triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 1 program
dan 1 indikator. Dapat dilihat bahwa indikator tersebut belum menunjukkan
progress capaian dikarenakan pengiriman transmigran untuk ditempatkan di daerah
lain belum dilaksanakan. Hal tersebut juga menyesuaikan kebijakan kuota
pengiriman transmigrasi yang di plotting dari provinsi. Kinerja indikator program
tersebut perlu dioptimalkan pada triwulan berikutnya untuk dapat mencapai target

yang diharapkan.

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Sekretariat Daerah

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada Sekretariat Daerah
sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di
bawah ini.

Tabel 11.32.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sekretariat Daerah

No

TW 12025

Indikator Kinerja Program

Satuan

Realisasi

2024 Target

Realisasi

Capaian
(%)

Status
Capaian

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase ketersediaan
laporan
capaian kinerja

persen

100 100

25

25

Persentase temuan
pengelolaan anggaran yang
ditindaklanjuti

persen

100 100

18,14

18,14

Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
administrasi umum dan jasa
penunjang urusan
pemerintahan daerah

persen

100 100

Persentase pengelolaan
administrasi aset milik
daerah sesuai ketentuan

persen

100 100

Persentase pengadaan
barang milik daerah

persen

100 100

86

86

Persentase pemeliharaan
barang milik daerah

persen

100 100

38

38

Persentase Ketercapaian
Administrasi Keuangan
operasional kepala daerah
dan wakil kepala daerah
dan kerumahtanggaan
sekretaris daerah

persen

100 100

25

25

Persentase Ketercapaian
fasilitasi kerumahtanggaan
sekretaris daerah

persen

100 100

20

20

berita yang mendapat
respon publik

persen

100 100

10

Rata-rata nilai pelaporan
dan pengukuran SAKIP OPD

angka

69,17 69

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
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TW | 2025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Rata-rata capaian kinerja
11 | program rumpun persen 94,94 100 NA NA L 2
pemerintahan
12 Rata-rata capaian kinerja persen 111,69 100 NA NA .
program rumpun kesra
Persentase peraturan
13 daerah yang ditindaklanjuti persen 100 100 0 0 v
Program Perekonomian dan Pembangunan
Persentase kenaikan
14 deviden dari sektor BUMD persen 4,62 7,09 0 0 v
Capaian realisasi kegiatan
15 | rumpun ekonomi dan persen 86,43 100 NA NA L 4
pembangunan
Tingkat maturitas o
16 kelembagaan UKPBI kriteria 9 9 9 100 .

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Setda Kabupaten Purbalingga, 2025

b)

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan sekretariat
daerah triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 3 program dan 16 indikator. Dari 16
indikator, 1 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai, 11 indikator perlu
upaya keras dan 3 indikator belum tersedia datanya. Disamping indikator program
penunjang urusan pemerintah daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD, indikator
yang perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025 vyaitu Persentase
peraturan daerah yang ditindaklanjuti dan Persentase kenaikan deviden dari sektor
BUMD.

Pada indikator Persentase peraturan daerah, masih belum mencapai target
karena belum terdapat perda yang ditindaklanjuti dengan perbup dari keseluruhan
perda yang akan ditetapkan dan harus ditindaklanjuti dengan perbup. Sampai
dengan triwulan | tahun 2025, beberapa masih dalam tahapan pembahasan
substansi dengan dewan. Sedangkan pada indikator persentase kenaikan deviden
dari sektor BUMD, masih belum menunjukkan progress capaian karena masih
tingginya kebutuhan penyertaan modal Pemkab Purbalingga kepada BUMD untuk
memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal sesuai ketentuan OJK. Bahkan pada
tahun 2024 terjadi ketidaktercapaian kenaikan deviden dari sektor BUMD
disebabkan karena terjadi kerugian pada BUMD (Perumda Puspahastama).
Diperlukan pemenuhan kebutuhan modal untuk Perumda Puspahastama agar
dapat mengendalikan harga gabah tingkat petani serta pengendalian inflasi melalui
subsidi kebutuhan pokok masyarakat/sembako. Pada indikator yang masih
membutuhkan Upaya keras perlu perhatian khusus agar pada triwulan berikutnya
akan mengalami kemajuan yang lebih optimal.

Sekretariat Dewan
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Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada Sekretariat Dewan
sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di

bawah ini.
Tabel 11.33.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sekretariat Dewan
TW 12025
. L Realisasi
No Indikator Kinerja Program Satuan caisas| L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
y | Persentase ketersediaan persen 100 100 22,22 22,22 v
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 25 25 v
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 81,25 100 25 25 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 | administrasi aset milik persen 100 100 20,83 20,83 v
daerah sesuai ketentuan
Persentase pengadaan
5 . persen 100 100 0 0 v
barang milik daerah
g | Persentase pemeliharaan persen 100 100 28,87 28,87 v
barang milik daerah
Cakupan layanan keuangan
7 dan administrasi DPRD persen 100 100 35,83 35,83 v
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Cakupan fasilitasi
8 pelayanan persidangan dan persen 99,04 100 25,57 25,57 v
perundang-undangan
Cakupan fasilitasi
9 pelayanan penganggaran persen 100 100 35,42 35,42 v
dan pengawasan

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Setwan Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan sekretariat
dewan triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 2 program dan 9 indikator. Dari 9
indikator seluruhnya perlu upaya keras dalam pencapaiannya baik dalam program
penunjang urusan pemerintah daerah yang di dalamnya terdapat kegiatan rutin
pada OPD maupun program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pada indikator cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-
undangan dan cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan sudah
ada progress realisasi namun dengan capaian yang masih rendah, dimana dokumen
yang dihasilkan baik dalam fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan
maupun fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan masih banyak yang
belum selesai dilaksanakan. Diharapkan pada triwulan berikutnya akan mengalami

kemajuan yang lebih optimal.
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5)

Urusan Perencanaan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan perencanaan

sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di

bawah ini.

Tabel 11.34.

Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Perencanaan

No

Indikator Kinerja Program

Satuan

Realisasi
2024

TW 2025

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Status
Capaian

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab

upaten/Kota

1

Persentase ketersediaan
laporan capaian kinerja

persen

100

100

25

25

Persentase temuan
pengelolaan anggaran yang
ditindaklanjuti

persen

100

100

25

25

Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
administrasi umum dan jasa
penunjang urusan
pemerintahan daerah

persen

100

100

25

25

Persentase pengelolaan
administrasi aset milik
daerah sesuai ketentuan

persen

100

100

25

25

Persentase pengadaan
barang milik daerah

persen

100

100

6

Persentase pemeliharaan
barang milik daerah

persen

100

100

25

25

Program Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah

7

Tingkat keterisian data IKK,
SDG'’s, indikator program

persen

83,36

83,6

Persentase ketersediaan
dokumen evaluasi dan
pelaporan triwulanan tepat
waktu

persen

100

100

100

100

Tingkat ketepatan waktu
dan kesesuaian prosedur
Dokumen perencanaan

persen

100

100

NA

NA

Program Koordinasi dan Sinkronisasi

Perencanaan Pembangunan Daer

10

Persentase keselarasan
program Renstra dengan
RPJMD dan program Renja
dengan RKPD bidang
Pemerintahan dan
pembangunan manusia

persen

94,33

98,23

94,33

96,03

11

Persentase keselarasan
program Renstra dengan
RPJMD dan program Renja
dengan RKPD bidang
Ekonomi

persen

100

96,75

100

103,36

12

Persentase keselarasan
program Renstra dengan
RPJMD dan program Renja
dengan RKPD bidang

persen

96,88

96,49

96,88

100,40
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TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi )
(%) Capaian
infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; 'V : Perlu Upaya Keras, 9 Data Belum Tersedia
Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan

perencanaan triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 3 program dan 12 indikator.
Dari 12 indikator, 4 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai, 7 indikator
perlu upaya keras dan 1 indikator yang belum tersedia data. Disamping indikator
program penunjang urusan pemerintah daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD,
indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2025 yaitu Tingkat
keterisian data IKK, SDG’s, indikator program. Indikator program tersebut
merupakan tindak lanjut dari kegiatan Satu Data Purbalingga dimana sampai dengan
triwulan | tahun 2025 keterisian data tahun berjalan belum dilaksanakan secara
menyeluruh. Tahap awal yang baru dilakukan yaitu perencanaan data untuk
menentukan elemen data apa saja yang akan dihitung keterisian datanya. Oleh
karena itu diharapakan indikator yang perlu upaya keras dalam pencapaiannya
dapat ditingkatkan kinerja pada triwulan berikutnya sehingga dapat mencapai
target yang diharapkan.

Sedangkan pada indikator tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur
dokumen perencanaan, dalam prosedur penyusunan dokumen dan aktivitas
perencanaan mulai dari Konsultasi Publik, Musrenbang maupun penetapan RKPD
dengan ketepatan waktunya dapat tercapai di bulan Juni, sehingga dalam indikator
tersebut belum tersedia datanya.

b)  Urusan Keuangan

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan keuangan sampai
dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel 11.35.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Keuangan
TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1 | Persentase ketersediaan persen 100 100 20 20 v
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 0 0 v
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 25 25 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah
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TW 2025

Realisasi

No Indikator Kinerja Program Satuan i
) e 2024 Target Realisasi Capaian Statys
(%) Capaian

Persentase pengelolaan

4 administrasi aset milik persen 100 100 100 100 °
daerah sesuai ketentuan

5 | Persentase pengadaan persen 100 100 30 30 v
barang milik daerah

6 Persentasie. pemeliharaan sersen 100 100 55 55 v
barang milik daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat keselarasan APBD

7 terhadap RKPD persen 100 100 10 10 v

3 Tingkat kepuasan pengguna angka 89 9 0 0 v
pelayanan perbendaharaan
Tingkat ketepatan waktu

9 penyusunan angka 100 100 NA NA L 4
pertanggunjawaban APBD
Tingkat ketepatan waktu

10 | penyaluran dana transfer persen 100 100 NA NA 2
dan BTT

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rekomendasi kebijakan

11 | teknis keuangan bidang dokumen 5 5 0 0 v

aset daerah

Program Pengelolan Pendapatan Daerah

12

Persentase pertumbuhan

pajak daerah persen 7,68 5 6,01 120,2

13

Cakupan database wajib

pajak yang valid persen 100 100 100 100

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; 'V : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Bakeuda Kab. Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan keuangan
triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 3 program dan 12 indikator. Dari 12 indikator,
3 indikator telah tercapai, 7 indikator perlu upaya keras dan 2 indikator belum

tersedia datanya. Disamping indikator program penunjang urusan pemerintah

daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD, indikator yang perlu upaya keras untuk
mencapai target tahun 2025 vaitu Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD, Tingkat
kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan dan Rekomendasi kebijakan teknis

keuangan bidang aset daerah.

Pada indikator Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD dan Tingkat
kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan, kedua indikator tersebut belum

ada update perhitungan sehingga realisasinya belum dapat mencapai target.

Kemudian pada indikator rekomendasi kebijakan teknis keuangan bidang aset

daerah juga belum ada progressnya karena ketersediaan laporan rekonsiliasi aset

pada triwulan 1 juga belum tersedia. Diharapakan indikator yang perlu upaya keras

dalam pencapaiannya tersebut dapat ditingkatkan kinerja pada triwulan berikutnya

sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.
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c) Urusan Kepegawaian

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan kepegawaian

sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di

bawah ini.
Tabel 11.36.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Kepegawaian
TW 12025
No Indikator Kinerja Program Satuan Realisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi )
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
y | Persentase ketersediaan persen 100 100 75 75 >
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 25 25 v
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 25 25 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 administrasi aset milik persen 100 100 0 0 v
daerah sesuai ketentuan
5 Persentase pengadaan ercen 0 100 55 55 v
barang milik daerah P
6 Persentas.e. pemeliharaan oersen 100 100 55 55 v
barang milik daerah
Program Kepegawaian Daerah
Indeks kualifikasi aspek
7 | perencanaan, angka 0,17 0,14 NA NA IS
pengadaan,dan sistem
informasi
3 Indeks. kua||f|!<a5| aspelf angka 0,06 0,05 NA NA
mutasi, rotasi, promosi
9 Indeks kinerja dan disiplin angka 0,21 0,16 NA NA V'S
10 | Indeks kompetensi angka 0,19 0,18 NA NA 2
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; 'V : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : BKPPD Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan

kepegawaian triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 2 program dan 10 indikator.

Dari 10 indikator, 1 indikator akan tercapai, 5 indikator perlu upaya keras dan 4

indikator belum tersedia data. Indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai

target tahun 2025 vaitu indikator pada program penunjang urusan pemerintah

daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD. Sedangkan pada indikator yang belum

tersedia data vyaitu indeks kualifikasi aspek perencanaan, pengadaan,dan sistem

informasi, indeks kualifikasi aspek mutasi, rotasi, promosi, indeks kinerja dan disiplin

dan indeks kompetensi, baru dapat dihitung pada akhir tahun nanti, sehingga

sampai dengan triwulan | tahun 2025 ini belum tersedia angkanya
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d)  Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan pendidikan dan

pelatihan sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana
terlihat di bawah ini.

Tabel 11.37.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan
TW 12025
Realisasi
N Indikator Kinerja P Sat i
o ndikator Kinerja Program atuan 2024 Target Realisasi Capaian Statys
(%) Capaian
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Cakupan Kebijakan
1 Penyelenggaraan persen 100 90 60 66,67
Pengembangan SDM
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; V¥ : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Dinnaker Kabupaten Purbalingga, 2025
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pendidikan
dan pelatihan triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 1 program dan 1 indikator
dengan capaian akan tercapai, dimana indikator cakupan kebijakan
penyelenggaraan pengembangan SDM pada program pengembangan sumber daya
manusia telah terlaksana. Hal tersebut terkait dengan rumusan kebijakan yang
dilaksanakan seperti penyelenggaraan diklat latsar dan diklat teknis lainnya.
Diharapkan indikator tersebut dapat dipertahankan kinerjanya pada triwulan
selanjutnya, sehingga target tahun 2025 tercapai.
e)  Urusan Penelitian dan Pengembangan
Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan penelitian dan
pengembangan sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel
sebagaimana terlihat di bawah ini.
Tabel 11.38.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Penelitian dan Pengembangan
TW 12025
Realisasi
N Indik Kinerja P i
o] ndikator Kinerja Program Satuan 2024 Target Realisasi Capaian Statys
(%) Capaian
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
1 | Cakupan inovasi dan invensi persen 100 38,57 0 0 v
yang didesiminasikan

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan penelitian

dan pengembangan triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 1 program dan 1
indikator dimana indikator tersebut belum ada progress capaian sehingga perlu
upaya keras untuk pencapaiannya. Hal tersebut dikarenakan diseminasi terhadap
hasil inovasi belum dilaksanakan sampai dengan triwulan I. Perlu adanya perhatian
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f)

khusus terkait capaian kinerja indikator tersebut sehingga diharapkan pada triwulan
berikutnya akan mengalami kemajuan yang lebih optimal.

Urusan Pengawasan

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan pengawasan
sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di

bawah ini.
Tabel 11.39.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pengawasan
TW | 2025
. L Realisasi
No Indikator Kinerja Program Satuan calisasi L Capaian Status
2024 Target Realisasi )
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
) | Persentase ketersediaan persen 100 100 25 25
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 25 25
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 25 25
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 administrasi aset milik persen 100 100 25 25
daerah sesuai ketentuan
5 Persentase pengadaan ereen 100 100 55 55
barang milik daerah P
6 Persentas.e. pemeliharaan oersen 100 100 55 95
barang milik daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Persentase nilai potensi
7 kerugian daerah/negara persen 73,09 80 72,01 105,90
yang berhasil ditarik
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Nilai Indeks Manajemen
8 Resiko (MRI) angka 2,878 2,8 NA NA
9 | Nilai MCP Korsubgah angka 97,05 9% NA NA

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Inspektorat Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan
pengawasan triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 3 program dan 9 indikator. Dari
9 indikator, 1 indikator telah tercapai, 6 indikator perlu upaya keras dan 2 indikator
belum tersedia datanya. Indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai target
tahun 2025 yaitu indikator pada program penunjang urusan pemerintah daerah
dimana berisi kegiatan rutin OPD. Sedangkan pada indikator yang belum tersedia
data yaitu Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI) yang merupakan nilai release BPKP,

Nilai MCP Korsubgah karena merupakan nilai release KPK.
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6)
a)

Unsur Pemerintahan Umum
Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada kesatuan bangsa dan

politik sampai dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana

terlihat di bawah ini.

Tabel 11.40.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Kesatuan Bangsa dan Politik
TW 12025
. - Realisasi
No Indikator Kinerja Program Satuan caisas| . Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
y | Persentase ketersediaan persen 100 100 25 25 v
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 100 100 25 25 v
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 100 100 0 0 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 administrasi aset milik persen 100 100 25 25 v
daerah sesuai ketentuan
Persentase pengadaan
5 . persen 100 100 0 0 v
barang milik daerah
g | Persentase pemeliharaan persen 100 100 32,26 32,26 v
barang milik daerah
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Cakupan masyarakat yang
10.000
7 memperoleh peningkatan per 0,37 31,90 0,07 0,22 v
penduduk
wawasan kebangsaan
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika

serta Budaya Politik

Cakupan masyarakat yang

memperoleh Pendidikan per 10.000
1
8 Politik Dan Pengembangan penduduk 3,58 31,90 0 0 v
Etika Serta Budaya Politik
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
g | Persentaseormasyang persen 74,32 30 5,63 20,89 v
terbina
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Cakupan masyarakat yang
memperoleh Pembinaan
10 | Dan Pengembangan per 10.000 25,81 31,90 1,93 6,05 v
. penduduk
Ketahanan Ekonomi Dan
Sosial Budaya
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
17 | Jumlah potensikonflik potensi 76 35 11 31,43 v
sosial yang terpantau
Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Kesbangpol Kabupaten Purbalingga, 2025
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Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan kesatuan
bangsa dan politik triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 6 program dan 11
indikator. Dari 11 indikator seluruhnya masih perlu upaya keras dalam pencapaian
target tahun 2025. Disamping indikator program penunjang urusan pemerintah
daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD, indikator yang perlu upaya keras untuk
mencapai target tahun 2025 vyaitu Cakupan masyarakat yang memperoleh
peningkatan wawasan kebangsaan, Cakupan masyarakat yang memperoleh
Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Persentase ormas
yang terbina, Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Dan
Pengembangan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya dan Jumlah potensi konflik
sosial yang terpantau

Walaupun sudah ada progress capaiannya, namun dengan capaian yang
rendah. Pada dasarnya sudah ada kegiatan yang dilaksanakan mulai dari sosialisasi
dalam rangka memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan, pendidikan politik,
dan pengembangan etika serta budaya politik, serta pembinaan dan pengembangan
ketahanan ekonomi dan sosial budaya. Begitu pula pada fasilitasi penanganan
konflik sosial juga belum terlaksana dengan efektif. Perlu adanya perhatian khusus
terkait capaian kinerja indikator tersebut sehingga diharapkan pada triwulan
berikutnya akan mengalami kemajuan yang lebih optimal.

7)  Unsur Kewilayahan
a) Kecamatan
Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada kecamatan sampai
dengan triwulan | tahun 2025 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.
Tabel 11.41.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Kecamatan
TW 12025
. L Realisasi
No Indikator Kinerja Program Satuan eaisasl L Capaian Status
2024 Target Realisasi .
(%) Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1 | Persentase ketersediaan persen 99,59 100 46,39 46,39 v
laporan capaian kinerja
Persentase temuan
2 pengelolaan anggaran yang persen 93,97 100 53,37 53,37 >
ditindaklanjuti
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
3 administrasi umum dan jasa persen 98,23 100 43,70 43,70 v
penunjang urusan
pemerintahan daerah
Persentase pengelolaan
4 | administrasi aset milik persen 99,32 100 37,29 37,29 v
daerah sesuai ketentuan
5 | Persentase pengadaan persen 27,78 100 27,94 27,94 v
barang milik daerah
g | Persentase pemeliharaan persen 99,80 100 40,01 40,01 v
barang milik daerah
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TW 2025

Realisasi

No Indikator Kinerja Program Satuan i
J & 2024 Target Realisasi Capaian Statys
(%) Capaian
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Nilai evaluasi pelayanan 3,1-
7 publik angka 4,66 5,00 NA NA 2

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Persentase keaktifan

8 persen 97,12 100 44,07 44,07 v
lembaga desa

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah laporan kejadian
gangguan ketentraman dan
ketertiban umum yang
dilaporkan

dokumen 12 12 2,17 18,06 v

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Cakupan potensi konflik

10 yang dilaporkan

persen 100 100 19,91 19,91 \ 4

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Cakupan desa yang
11 | melaksanakan tertib persen 85,61 52-54 25,89 49,79 v
administrasi

Ket: ® : Telah Tercapai; W : Akan Tercapai; Y : Perlu Upaya Keras, ®: Data Belum Tersedia
Sumber : Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan kecamatan
triwulan | tahun 2025 di atas terdapat 6 program dan 11 indikator. Dari 11 indikator,
1 indikator akan tercapai, 9 indikator yang perlu upaya keras dan 1 indikator belum
tersedia datanya. Disamping indikator program penunjang urusan pemerintah
daerah dimana berisi kegiatan rutin OPD, indikator yang perlu upaya keras untuk
mencapai target tahun 2025 vyaitu Persentase keaktifan lembaga desa, Jumlah
laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan,
Cakupan potensi konflik yang dilaporkan dan Cakupan desa yang melaksanakan
tertib administrasi. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung
indikator-indikator tersebut telah dilaksanakan samapi dengan triwulan | tahun
2025, namun memang belum optimal secara keseluruhan sehingga capaiannya
masih rendah. Kinerja indikator program tersebut perlu dioptimalkan pada triwulan
berikutnya agar target yang diharapkan dapat tercapai.

Dari keseluruhan hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD sampai dengan
Triwulan | tahun 2025 terhadap 337 indikator program di atas, rekapitulasi
capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11.62.  Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Program Kabupaten Purbalingga
s.d Triwulan | Tahun 2025

No Capaian Indikator Jumlah Persentase (%)

1 | Telah Tercapai 38 11,28

2 | Akan Tercapai 27 8,01

3 | Perlu Upaya Keras 245 72,70

4 | Data Belum Tersedia 27 8,01
Total 337 100
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Apabila dilihat dari realisasi anggaran pada setiap program, dapat disimpulkan
bahwa sebagian besar program dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan |
tahun 2025, masih banyak yang belum terlaksana. Secara total hanya sebesar 25%
dari total anggatan pagu indikatif dalam RKPD Tahun 2025. Hal tersebut
menunjukkan bahwa diperlukan percepatan pelaksanaan program untuk
penyerapan anggaran yang tersedia.
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Berdasarkan keseluruhan hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD sampai dengan triwulan | tahun 2025 dan realisasi anggaran pada setiap

programnya, terdapat beberapa implikasi yang timbul yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan daerah tahun 2025. Dari implikasi tersebut

dibutuhkan kebijakan atau tindalan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor yang menjadi penyebabnya. Secara

lebih jelasnya telaahan hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD sampai dengan triwulan | tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.42.

Telaahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Triwulan | Tahun 2025

Urusan yang

No. Membutuhkan Intervensi Faktor Penyebab Implikasi yang Timbul Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran
1. Urusan Pemerintahan Nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,03 tahun Kesempatan bersekolah ke jenjang pendidikan Peningkatan kualitas layanan Pendidikan Non-
Bidang Pendidikan dan laju peningkatan yang sangat kecil yaitu dengan tinggi masih kecil Formal/Kesetaraan/ Vokasi
rata-rata 0,01 setiap tahunnya, menunjukkan harapan Belum tercukupinya tenaga pendidikan yang ada Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan
anak usia 7 tahun di Kabupaten Purbalingga saat ini pada fasilitas pendidikan (khususnya SD dan SMP) distribusi dan komposisi tenaga pendidik
hanya dapat merasakan pendidikan selama hampir 12 dapat mempengaruhi kualitas belajar mengajar Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang
tahun atau kira-kira setara kelas 3 SMA saja. memadai dan renovasi bangunan sekolah yang belum
Kurangnya pemerataan guru di seluruh wilayah layak untuk mendukung proses pembelajaran
Kabupaten Purbalingga menjadikan persentase SD dan
SMP dengan rasio guru diatas 20 masih besar dan belum
dalam kondisi yang ideal
2. Urusan Pemerintahan Walaupun Kabupaten Purbalingga telah berada pada Apabila tenaga kesehatan tercukupi akan dapat Penguatan tenaga kesehatan

Bidang Kesehatan

UHC (Universal Health Coverage), namun masih adanya
angka AKI, AKB dan AKABA menunjukkan bahwa
perlunya penguatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) untuk tindakan awal sebagai upaya
preventif baik dengan penguatan SDM maupun sarpras
Belum terdatanya PIRT yang dilakukan pembinaan dan
pengawasan walaupun ada kemudahan dalam proses
perijinannya

Masih dibutuhkan bimbingan dan dukungan dari tenaga
kesehatan yang kontinyu, serta partisipasi aktif
masyarakat untuk mau ikut serta dalam pelaksanaan
program kesehatan dan pengelolaan sumber daya
kesehatan di tingkat desa

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada
faskes 1

Apabila tidak dilakukan pengawasan maka tidak
akan terwujud prinsip-prinsip dasar keamanan
pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
dalam menerapkan CPPB-IRT (Cara Produksi
Pangan yang baik untuk menghasilkan produk
pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan
tuntutan konsumen

Pengelolaan sumber daya kesehatan di tingkat
desa akan dapat meningkatkan kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat di tingkat desa sehingga
dapat mengelola dan memenuhi kebutuhan
kesehatan mereka sendiri

Peningkatan kelas layanan puskesmas

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
bagi masyarakat termasuk penguatan sistem rujukan
Pengawasan hak konsumen atas keamanan dalam
mengkonsumsi pangan industri rumah tangga
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
(Pemberian kesejahteraan kader posyandu)
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui
sinergitas pembiayaan kesehatan murah dan
terjangkau
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3. Urusan Pemerintahan Masih ada kerusakan jalan kabupaten dimana Kondisi jalan yang rusak tidak dapat memberikan Penguatan pembangunan infrastruktur jalan
Bidang Pekerjaan Umum penanganan jalan yang telah dilakukan tidak sebanding aksesibilitas yang nyaman dan aman bagi Peningkatan dan rehabilitasi bangunan pemerintah
dan Penataan Ruang dengan tingkat kerusakan yang terjadi sehingga masyarakat Revitalisasi program infrastruktur yang mangkrak
membutuhkan ketersediaan anggaran yang mencukupi Apabila kondisi bangunan pemerintah kurang baik melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholders
dan sumber daya manusia dalam pelaksanaannya akan mempengaruhi stigma negatif masyarakat Penyusunan rencana tata ruang yang mengakomodir
sehingga pekerjaan fisik dapat terlaksana sesuai target sehingga pelayanan publik menjadi kurang optimal dinamika dan perubahan perkembangan kawasan dan
Kurangnya perawatan dan pemeliharaan karena tidak Ketidaksesuaian ruang akan mempengaruhi dapat digunakan secara operasional dalam
ada prioritas anggaran untuk memfasilitasi kemampuan daya dukung dan daya tampung lahan pemanfaatan dan pengendalian ruang
perbaikan/renovasi bangunan pemerintah yang ada yang dapat mempengaruhi degradasi lingkungan
Dinamika perkembangan kawasan peruntukan budidaya
sehingga diperlukan penyesuaian terhadap
perencanaannya sehingga terdapat kesesuaian terhadap
pemanfaatan dan pengendalian ruangnya
4, Urusan Pemerintahan Kebutuhan akan air minum bagi masyarakat harus Terpenuhinya kuantitas dan kualitas pemenuhan Peningkatan akses air bersih
Bidang Perumahan tercukupi setiap tahunnya karena menjadi kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum Peningkatan akses sanitasi masyarakat
Rakyat dan Kawasan dasar dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Akses sanitasi yang kurang memadai akan Integrasi program antar instansi dalam pengelolaan air
Permukiman Kurangnya teknologi inovasi dan dukungan kemampuan mempengaruhi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) limbah
finansial dalam penyediaan sarana prasarana sanitasi masyarakat Optimalisasi pembangunan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST
Residu sampah rumah tangga dapat dikurangi terlebih Penanganan sampah akan dapat dilakukan secara Dukungan armada persampahan dan sarana
dahulu melalui pengolahan dalam TPS 3R sebelum berkelanjutan sehingga dapat memperpanjang pengelolaan sampah yang memadai
masuk ke TPA umur TPA dan menghindari adanya kondisi darurat Keterlibatan stakeholder di luar pemerintah daerah
Proporsi anggaran untuk penanganan kawasan kumuh sampah dalam penanganan kawasan kumuh
yang terbatas sehingga hanya beberapa luasan kawasan Apabila tidak ada penanganan terhadap kawasan Komitmen dan integrasi antar instansi yang terkait
kumuh saja yang dapat tertangani kumuh perkotaan maka akan mempengaruhi dalam penanganan kumuh
Masih terdapat rumah yang tidak layak huni wilayah image perkotaan yang kumuh dan kurang baik Penyediaan Rumah Layak Huni (RTLH)
pedesaan Peningkatan penanganan Rumah Layak Huni
(RTLH) dapat mempenngaruhi keseluruhan jumlah
total rumah yang ada dapat menjadi rumah yang
layak dan berkelanjutan
5. Urusan Pemerintahan Masih diperlukannya penyelesaian pelanggaran K3 Penurunan angka kriminalitas sehingga kehidupan Penguatan aparat Trantibum

Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

khususnya yang terkait dengan penjaringan PGOT
(Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar),
penjaringan PKL yang berjualan tidak pada tempatnya,
razia anak sekolah, penjaringan minuman keras,
penjaringan penggunaan rokok illegal dan razia reklame

menjadi tertib, aman dan nyaman

Penegakan perda akan dapat dilakukan secara
keseluruhan

Tingkat waktu tanggap (respons time rate)
penanganan kebakaran akan meningkat sehingga

Tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan
ketertiban, ketenteraman dan keamanan

Penguatan aparat penanganan kebarakan

Mobilisasi sarana prasarana kebakaran dan SDM yang
memadai dalam menjangkau pelayanan kebakaran di
seluruh wilayah
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Ketersediaan SDM yang kompatibel dan memiliki pemenuhan SPM bidang tantribum dapat e Peningkatan sarana prasarana penanggulangan
sertifikasi bencana kebakaran, keterbatasan sarana terpenuhi dengan optimal bencana
prasarana penanganan kebarakan serta ketersedian PMK Penanganan terhadap bencana tidak tertangani
(Pos Melayani Kebakaran) yang hanya berjumlah 3 pos dengan cepat untuk meminimalisir korban dan
untuk melayani bencana kebakaran di 18 kecamatan dampak yang terjadi
yang ada
Ketersediaan sarana prasarana pelayanan
penanggulangan bencana untuk mendukung tanggap
bencana

6. Urusan Pemerintahan Masih ada keterbatasan kemampuan dalam memberikan Penanganan PPKS yang tidak optimal akan e Penguatan kapasitas PSKS
Bidang Sosial pendampingan sosial sesuai dengan masalah dan berdampak pada masalah kemiskinan yang e Fasilitasi dan bantuan kepada PPKS
kebutuhan Penyandang Masalah Kejahteraan Sosial semakin kompleks e Pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas
(PPKS) yang ditanganinya baik dari segi SDM maupun Pemenuhan kesejahteraan terhadap penyandang terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,
finansial disabilitas, anak dan lansia yang masih belum gelandangan dan pengemis
Keterbatasan SDM dan kurangnya peran penyedia optimal akan berdampak pada tingkat e Pemenuhan kebutuhan untuk korban bencana
layanan sosial dan kolaborasi antar pemangku kesejahteraan masyarakat yang semakin timpang
kepentingan dalam penanganan pelayanan terhadap Korban bencana yang menerima bantuan sosial
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut yang tertangani akan berdampak postif pada
usia terlantar, gelandangan dan pengemis erpenuhinya kuantitas dan kualitas pemenuhan
Belum tercukupinya korban bencana yang menerima Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial
bantuan sosial selama masa tanggap darurat
dikarenakan kurangnya peran dan kepedulian
stakeholders (pemerintah, swasta dan masyarakat)
dalam penanganannya
7. Urusan Pemerintahan Mekanisme layanan antarkerja lintas daerah masih Pencari kerja tidak dapat memasuki lowongan e Penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan
Bidang Tenaga Kerja belum maksimal pekerjaan karena kemampuan dan ketrampilan ekonomi kreatif
Jumlah lowongan kerja masih belum dapat mewadahi yang terbatas e Membangun kolaborasi job-fair bersama perusahaan
jumlah pencari kerja yang ada Penduduk usia produktif yang akan meningkat nasional dan daerah untuk penyerapan angkatan kerja
Belum semua pencari kerja mendapatkan pelatihan kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan e Peningkatan Program Kartu Pra Kerja Purbalingga
lowongan pekerjaan yang memadai akan e Sinergitas pelatihan ketrampilan produktif dan
menimbulkan kenaikan tingkat pengangguran pendirian pusat kreatif (creative center) dan startup
terbuka center
8. Urusan Pemerintahan Realita budaya patriarki yang masih melekat di Kekerasan bersifat hidden crime, apabila semakin e Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan

Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

masyarakat yang menyebabkan terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT)

banyak kekerasan terhadap perempuan maka akan
menunjukkan kualitas pembangunan keluarga yang
masih rendah

terhadap perempuan
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e Kondisi internal orangtua/keluarga, masalah hubungan Belum optimalnya upaya secara preventif dan Peningkatan upaya penyuluhan hukum kepada
sosial baik dalam keluarga atau masyarakat serta represif untuk melindungi anak masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap
pengaruh nilai sosial kebudayaan dalam lingkup Data gender dan anak apabila dapat tersedia perempuan
masyarakat sangat mempengaruhi adanya kekerasan dengan informatif dan tersaji dengan baik akan Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan
terhadap anak dapat memudahkan dalam upaya terhadap anak
e Pengelolaan data gender dan anak belum didukung pencegahan/mitigasiserta pengawasan terhadap Peningkatan upaya penyuluhan hukum kepada
dengan sarpras dan SDM yang handal sehingga masih kekerasan perempuan maupun anak masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap anak
belum terlaksana dengan baik Desa/kelurahan yang tidak layak anak Peningkatan komitmen kepala daerah dan organisasi
e Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan perangkat daerah yang terlibat untuk dapat
desa/kelurahan layak anak dan belum maksimalnya mengembangkan kabupaten layak anak
petugas pemerintah desa dan masyarakat dalam Pembentukan Desa Ramah Anak
melakukan sosialisasi tentang kebijakan desa layak anak
9. Urusan Pemerintahan e Masih kurangnya kemampuan sumberdaya manusia Lumbung pangan sebagai tempat untuk lokasi Peningkatan akses pangan utamanya bagi kelompok
Bidang Pangan dalam pengelolaan lumbung pangan, optimalisasi penyimpanan hasil pertanian akan menjadi banyak rentan
sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas yang mangkrak apabila tidak terkelola dengan baik Penetapan lahan pangan lestari/ abadi yang tidak
kelembagaannya Pemenuhan konsumsi pangan yang belum sesuai boleh dialih fungsi pada kawasan budidaya, sedangkan
e Masih terbatasnya sumber daya manusia dalam dengan AKG akan mempengaruhi kurangnya pada kawasan non budidaya adalah memperketat
menghitung sampel untuk perhitungan angka konsumsi tingkat kesejahteraan hidup masyarakat perijinan alih fungsi lahan
pangan dan perhitungan PSAT aman Tidak akan terbentuk desa rentan pangan yang
dapat menyediakan ketersediaan pangan sebagai
bentuk antisipasi apabila terjadi bencana
10. Urusan Pemerintahan e Belum adanya kesepakatan harga antara pemilik tanah Permasalahan pertanahan terkait dengan sengketa Peningkatan fasilitasi mediasi sengketa tanah agar
Bidang Pertanahan dengan harga yang ditetapkan appraisal sehingga tanah, proses ganti rugi, maupun pemanfaatan dapat tertangani
permasalahan bidang tanah belum terselesaikan tanah pemda apabila tidak dapat tertangani akan Peningkatan upaya secara persuasi dan teknis untuk
e Masih ada beberapa masyarakat yang enggan berdampak pada maslah yang berkepanjangan dapat membuka akses jalan tanah Pemda sehingga
memanfaatkan tanah Pemda dengan alasan kurang sehingga tidak dapat tertuntaskan memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat yang
menguntungkan secara ekonomi memanfaatkannya
11. Urusan Pemerintahan e Kualitas air dan udara mempunyai hasil pengukuran yang Dengan adanya pemantauan akan dapat Pemantauan kualitas air dan udara secara kontinyu
Bidang Lingkungan Hidup dinamis setiap saat, sehingga pemantauan air dan udara mengantisipasi pencemaran udara dan air yang Pengawasan terhadap pencemaran air dan udara
perlu diakumulasi dan dirata-ratakan di akhir tahun agar menganggu kualitas lingkungan hidup Kepemilikan lahan milik pemkab yang dapat dialih
kualitasnya dapat dihitung secara keseluruhan Kebutuhan RTH di kawasan perkotaan yang belum fungsi menjadi RTH untuk mencukupi kebutuhan
e Prioritasi anggaran terhadap peningkatkan RTH belum sesuai standar berdampak pada kondisi luasan RTH
maksimal dan belum adanya upaya melibatkan penghijauan lingkungan menjadi kurang seimbang Pembangunan RTH untuk meningkatkan persentase
stakeholder lain dalam upaya penanganan RTH Masih banyak timbulan limbah medis yang tidak RTH Publik
khususnya di kawasan perkotaan terolah padahal limbah medis penting untuk Manajemen pengelolaan limbah B3
Pengawasan kontinyu terhadap izin lingkungan
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Kapasitas pengolahan limbah medis yang dilakukan oleh dikelola karena terkait dengan dampak lingkungan e Manajemen pengelolaan sampah yang optimal
semua pihak swasta dan semua rumah sakit dengan dan kesehatan
insenerator berizin masih belum sebanding dengan Apabila tidak terdapat pengawasan maka antisipasi
limbah yang dihasilkan oleh fasyankes adanya dampak lingkungan hidup tidak dapat
Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin terkendali
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Apabila volume sampah khususnya rumah tangga
merupakan hal rutin setiap tahunnya dapat terkurangi sebelum menuju pada TPA, maka
Faktor internal seperti: belum jelasnya desain akan dapat mengurangi dampak terhadap
pengelolaan sampah maupun desain Standar lingkungan
Operasional Prosedur (SOP) pendirian bank sampah
serta kurangnya sarana prasarana bank sampah.

Sedangkan faktor eksternal terjadi karena keterbatasan
kompetensi pengelola bank sampah, kurangnya sinergi
antar pemangku kepentingan dan masih kurangnya
partisipasi masyarakat
12. Urusan Pemerintahan Belum semua lapisan masyarakat memahami Kurangnya optimalisasi kualitas layanan e Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui
Bidang Administrasi penggunaan teknologi informasi khususnya dalam administrasi kependudukan dengan inovasi manajemen digitalisasi sistem layanan administrasi
Kependudukan dan layanan administrasi kependudukan pelayanan dan aktivasi IKD (Identitas kependudukan
Pencatatan Sipil Kependudukan Digital) sehingga belum dapat
dikembangkan secara massif
13. Urusan Pemerintahan Keterbatasan sumber daya manusia yang akan Penyelenggaraan penataan desa belum optimal e Optimalisasi potensi desa melalui pengembangan desa
Bidang Pemberdayaan berpartisipasi dalam pembangunan desa serta sarana Desa menjadi kurang berkembang dan minim tematik
Masyarakat dan Desa dan prasarana infrastruktur publik maupun informasi mengenai sharing knowledge dengan e Peningkatan peran serta masyarakat melalui
pemerintahan desa yang belum memadai desa lain penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam
Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pembangunan daerah
memfasilitasi kerjasama desa, kurangnya koordinasi e Peningkatan tertib administrasi tatakelola
dalam pemenuhan administrasi pemerintahan desa, pemerintahan desa
serta kurangnya inovasi dalam rangka pembinaan . Peningkatan sarana dan prasarana desa
lembaga kemasyarakatan e Digitalisasi desa
14, Urusan Pemerintahan Semakin banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang Dengan ber-KB akan dapat menurunkan angka e Peningkatan cakupan pelayanan KB

Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

ingin menunda memiliki anak

Kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah
kesehatan dan takut efek samping

Akses tempat pelayanan KB yang belum menjangkau ke
seluruh peserta KB dan kualitas pelayanannya yang
belum sesuai dengan harapan masyarakat

kematian ibu dan permasalahan kesehatan
perempuan lainnya

e Penguatan program ber-KB
e Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi ber-KB secara
kontinyu
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15. Urusan Pemerintahan Belum optimalnya struktur jaringan trayek menyebabkan Angkutan yang ada saat ini belum bisa diandalkan Revitalisasi terminal
Bidang Perhubungan frekuensi perpindahan moda yang tinggi sehingga dan kurang tepat waktu sehingga belum Penentuan trayek angkutan yang lebih efektif dan
masyarakat merasa belum ada feeder service yang memberikan faktor kenyamanan dan kemudahan efisien
memadai untuk menghantarkan mereka ke titik tujuan Kelengkapan jalan yang belum memadai akan Peningkatan fasilitas kelengkapan jalan
akhir menimbulkan kesemrawutan jalan baik karena
Perlunya pemerataan perlengkapan jalan kondisi baik kemacetan ataupun gangguan keselamatan
pada seluruh ruas jalan kabupaten yang ada pengendara
16. Urusan Pemerintahan Pendataan pada OPD yang memiliki website aktif belum Implementasi aplikasi informatika baik secara Penyediaan SDM yang menguasai teknologi informasi
Bidang Komunikasi dan keseluruhan dilakukan. kuantitas maupun kualitas masih kurang memadai Peningkatan digitalisasi pelayanan publik dalam sistem
Informatika Kurangnya inovasi dan keterbatasan SDM aparatur yang teknologi informasi yang terintegrasi
dapat mengembangkan aplikasi informatika untuk Peningkatan inovasi pelayanan publik
pelayanan publik
17. Urusan Pemerintahan Masih terbatasnya prioritasi anggaran untuk pelatihan SDM koperasi yang kurang berkualitas akan Peningkatan kompetensi SDM koperasi
Bidang Koperasi, Usaha SDM koperasi mempengaruhi kemampuan memahami jati diri Fasilitasi link and match untuk UMKM lokal dengan
Kecil dan Menengah Kurang optimalnya upaya untuk melakukan proses dan menerapkan pelatihan SDM koperasi yang pemain nasional dan global untuk meningkatkan akses
sertifikasi/perizinan telah dilakukan pasar dan pendapatan
Masih rendahnya tingkat literasi para pelaku UMKM Tanpa adanya sertifikasi maka identitas usaha akan Penyelenggaraan program inkubator dan akselerator
dengan digitalisasi kesulitan untuk mengurus perizinan lanjutan, wirausaha baru
sertifikasi, fasilitasi pendampingan, serta akses
pembiayaan dan pasar
Kemudahan akses permodalan UMKM tidak dapat
terpenuhi
18. Urusan Pemerintahan Terbatasnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dan Kurangnya kepeminatan investor untuk Percepatan realisasi investasi dengan melakukan
Bidang Penanaman logistik pendukung pada kawasan peruntukan industri berinvestasi di Kabupaten Purbalingga kolaborasi investasi dan peningkatan infrastruktur
Modal Proses updating data dan informasi perizinan dan non Proses perizinan dapat terhambat yang dapat Penyediaan SDM berkualitas dan peningkatan sistem
perizinan membutuhkan SDM yang berkualitas dan mempengaruhi kemanan dan kenyamanan inovasi pelayanan publik
sistem informasi yang memadai masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan
kemudahan berusaha
19. Urusan Pemerintahan Terbatasnya dukungan anggaran dan fasilitas olahraga Prestasi olahraga dengan sumber daya manusia Peningkatan fasilitasi keikutsertaan prestasi olahraga

Bidang Kepemudaan dan
Olahraga

bagi para atlet, kurangnya minat masyarakat terhadap
cabor tertentu sehingga membuat sponsor sulit untuk
terlibat dalam mendukung olahraga secara keseluruhan,
serta lemahnya sistem pengembangan atlet muda
Kurangnya kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan
aktivitas pemuda dalam organisasi kepemudaan yang

terlatih semakin berkurang

Partisipasi aktif para pemuda dalam organisasi
semakin minim sehingga regenerasi para pemuda
dapat terhambat

baik tingkat regional maupun nasional
Peningkatan fasilitasi pemuda bertalenta tinggi dan
berprestasi
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dapat memberikan kesempatan pemuda dalam
melakukan kepemimpinan individu, domestik, dan publik
20. Urusan Pemerintahan Kurangnya kesadaran masyarakat terutama generasi Kesadaran masyarakat untuk pelestarian budaya e Dukungan sarana perlengkapan kesenian
Bidang Kebudayaan muda akan pelestarian budaya semakin tergerus perkembangan jaman e Peningkatan kerjasama multisektoral dengan pelaku
Kurangnya even kebudayaan yang dapat mengaktualisasi Belum optimalnya pengelolaan kawasan cagar seni budaya
tradisi ataupun seni yang ada; serta budaya
Kurangnya sarana perlengkapan pendukung yang dapat
mendorong kegiatan seni
Penetapan status kawasan cagar budaya yang belum
jelas serta terbatasnya kemampuan daerah terhadap
pemeliharaan cagar budaya yang mempunyai biaya
konservasi tinggi
21. Urusan Pemerintahan Kurangnya jumlah pustakawan, minimnya pengadaan Angka literasi yang masih rendah e Penyediaan sarana perpustakaan untuk mendukung
Bidang Perpustakaan bahan pustaka, serta minimnya minat baca masyarakat kegiatan literasi
22. Urusan Pemerintahan Kurangnya manajemen kualitas air dalam pengelolaan Pengembangbiakan dan budidaya perikanan air e Pengembangan klaster perikanan budidaya
Bidang Perikanan budidaya perikanan dan terbatasnya teknologi untuk tawar menjadi kurang maksimal
pengolahan ikan
23. Urusan Pemerintahan Kurangnya promosi dan kelengkapan sarana dan Kawasan wisata menjadi tidak menarik bagi e Pengembangan sinergitas pelaku wisata dan
Bidang Pariwisata prasarana wisata, kurangnya SDM yang berkualitas untuk wisatawan pendukung wisata
pendampingan masyarakat dalam pengembangan Dengan adanya komitmen terhadap e Dukungan penyelenggaraan event nasional dan
pariwisata serta masih kurang diperhatikannya aspek pengembangan pariwisata maka pariwisata yang Internasional
lingkungan hidup di daerah wisata yang ada berbasis potensi lokal akan lebih berkembang e Peningakatan kapasitas pelaku wisata dan ekonomi
Perlunya penerapan yang aplikatif sesuai dengan kreatif
pelatihan yang telah diperoleh serta komitmen dan e Optimalisasi Tourism Information Center (TIC)
konsistensi untuk pengembangan pariwisata yang e Penguatan dan pengembangan desa wisata
berbasis potensi lokal
24, Urusan Pemerintahan Ketersediaan air dan infrastruktur pertanian yang belum Menghambat kelancaran usaha tani e Perbaikan sarpras pertanian dan jaringan irigasi teknis
Bidang Pertanian memadai, SDM dan kelembagaan pertanian yang masih Penyakit hewan dan penyediaan pangan asal saluran sekunder, tersier dan non teknis
lemah serta akses petani terhadap modal dan pasar hewan yang aman, sehat, utuh dan halal dapat e Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan
lemah terkendali
Total penyakit hewan yg didata oleh dinas maupun yg
praktek mandiri perlu dilakukan secara kontinyu setiap
tahunnya
25. Urusan Pemerintahan Masih minimnya sarana prasarana kelengkapan pasar, Keberadaan pasar rakyat menjadi tidak layak usaha | e Rehabilitasi pasar rakyat dan desa

Bidang Perdagangan

manajemen pengelolaan pasar yang belum terkelola
dengan baik dan terbatasnya SDM pengelola pasar

apabila tidak ditangani lebih lanjut

e Peningkatan produk ekspor yang lebih berdaya saing
dengan memanfaatkan industri kecil yang ada
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Urusan yang

No. Membutuhkan Intervensi Faktor Penyebab Implikasi yang Timbul Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran
Penurunan permintaan dan kurangnya diversifikasi Berkurangnya nilai ekspor yang akan
negara tujuan ekspor mempengaruhi berkurangnya operasional
perusahaan
26. Unsur Pendukung Urusan Masih tingginya kebutuhan penyertaan modal Pemkab Belum sesuainya rasio kecukupan modal sesuai Peningkatan deviden dari sektor BUMD
Pemerintahan Purbalingga kepada BUMD ketentuan OJK Peningkatan kemampuan SDM dalam hal pengadaan
Minimnya SDM yang paham terhadap proses pengadaan Maturitas kelembagaan UKPBJ belum tercapai barang dan jasa
secara optimal
27. Unsur Penunjang Urusan Belum optimalnya konsistensi dan komitmen OPD dalam Data menjadi kurang berkualitas dan tidak dapat Peningkatan komitmen OPD dalam mengupdate data
Pemerintahan melakukan inputing data dipertanggungjawabkan penggunaannya Peningkatan intensitas sosialiasi mengenai
Perlunya peningkatan kualitas SDM dalam perencanaan Kurang optimalnya perencanaan, pengendalian perencanaan, monitoring dan evaluasi
Kelemahan regulasi di bidang perpajakan, kurangnya dan evaluasi pembangunan daerah Peningkatan intensitas sosialiasi mengenai perpajakan
kesadaran dan pengetahuan wajib pajak untuk taat Pertumbuhan pajak daerah menjadi belum optimal Peningkatan implementasi unit kerja untuk
pajak, database perpajakan yang belum lengkap dan Penerapan Sistem Merit ASN belum optimal mewujudkan akuntabilitas
akurat, serta lemahnya penegakan hukum berupa Pengawasan yang belum mengarah pada poses Digitalisasi layanan publik serta dukungan penciptaan
pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas digitalisasi lingkungan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan
Keterbatasan kemampuan finansial dan SDM untuk berbasis teknologi informasi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam
lingkungan ASN
Pengawasan belum sepenuhnya berbasis teknologi
informasi
28. Unsur Pemerintahan Keterbatasan sumberdaya yang kompeten dalam Wawasan kebangsaan tidak dapat tersampaikan Peningkatan sosialisasi wawasan kebangsaan yang
Umum melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan dan kepada masyarakat dilakukan secara kontinyu
keterbatasan anggaran dalam proses pelaksanaan
sosialisasi tersebut
29. Unsur Kewilayahan Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Pelayanan publik menjadi tidak optimal sehingga Peningkatan komitmen pimpinan dan organisasi

camat dalam Penyelenggara Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) belum sepenuhnya didukung
dengan peraturan yang bersifat teknis operasional
sehingga terdapat kewenangan perizinan yang belum
terlaksana di kecamatan

masyarakat menjadi kurang percaya terhadap
pelayanan di kecamatan

Optimalisasi pelayanan publik dan reformasi struktur
pemerintahan hingga ke tingkat RT
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2.3. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah
Permasalahan merupakan suatu kondisi di mana terjadi satu kesenjangan

atau gap dari antara apa yang diharapkan dengan realisasi sesungguhnya.

Permasalahan ini menjadi dasar dalam merumuskan berbagai alternatif

pemecahannya. Rumusan permasalahan pembangunan dihasilkan berdasarkan

analisis terhadap indikator kinerja berdasarkan masing-masing urusan pada
telaahan hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD sampai dengan triwulan | tahun

2025 di atas, kemudian menjadi permasalahan pokok pembangunan. Dari

permasalahan tersebut dianalisis akar masalah yang akan menjadi isu strategis

selanjutnya.
Beberapa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yang
masih relevan dalam dua puluh tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

A.  Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya:

1.  Angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 mengalami
penurunan sebesar 0,81 persen dimana ini adalah angka penurunan tertinggi
di Jawa Tengah yang membuat angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga
keluar dari 5 besar termiskin. Namun, masih ada 1,17 persen kemiskinan
ekstrem yang perlu diselesaikan agar mendekati target O persen. Kemiskinan
yang terjadi di Kabupaten Purbalingga merupakan masalah kompleks dan
bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan
ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh permasalahan sumber daya manusia
seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Karakteristik
penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga sebagian besar merupakan
penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan sampai dengan SD/SMP
dan penduduk yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal. Disamping
fokus terhadap pengentasan kemiskinan, lebih lanjut ialah berkaitan dengan
bagaimana menciptakan masyarakat yang resilience terhadap kemiskinan.

2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan
parameter yang menunjukkan akses Pendidikan masyarkat di Kabupaten
Purbalingga. Capaian RLS dan HLS masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah
dan nasional. Disamping itu, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang
berkualifikasi pendidikan tinggi juga masih kecil persentasenya. Bahkan masih
ada Anak Tidak Sekolah (ATS) pada anak umur 13-15 tahun. Kondisi tersebut
disebabkan oleh belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan
pendidikan.

3. Disamping itu, RLS dan HLS Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan
disetiap tahun, hanya hanya pertumbuhan nilai tersebut memiliki nilai
pertumbuhan yang menurun, yang berarti bahwa jika dibandingkan dengan
jumlah penduduk yang terus meningkat dikhawatirkan akan terus mengalami
penurunan.
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4. Walaupun nilai IPM Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan namun laju
pertumbuhannya kecil. Apabila dilihat dari kompositnya, Usia Harapan Hidup
(UHH) masih berada pada angka 74,19 tahun dimana posisi relatif di Provinsi
Jawa Tengah menempati peringkat ke-3 terbawah. Disamping itu, Rata-Rata
Lama Sekolah (RLS) berada pada 7,36 tahun yang menunjukkan bahwa
penduduk bersekolah di Kabupaten Purbalingga rata-rata mencapai tujuh
tahun atau sampai kelas 1 SMP dimana posisi relatif RLS tersebut menempati
peringkat ke-9 terbawah di Provinsi Jawa Tengah. Begitu pula dengan Harapan
Lama Sekolah (HLS) berada pada 12,03 tahun yang menunjukkan bahwa
warga Purbalingga berpeluang untuk melanjutkan sekolahnya hingga 12
tahun lamanya atau sampai lulus SMA dan lanjut ke Diploma 1. RLS tersebut
menempati peringkat ke-4 terbawah di Provinsi Jawa Tengah. Dari posisi
komposit IPM tersebut menunjukkan permasalahan terkait sumber daya
manusia yang disebabkan belum optimalnya akses layanan kesehatan dan
pendidikan di Kabupaten Purbalingga.

5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 dan usia 13-15 tahun hampir
memenuhi capaian SPM (100 persen), namun APS usia 16-18 tahun masih
menunjukkan perkembangan yang masih sangat rendah. Masih ada penduduk
di Kabupaten Purbalingga yang belum/tidak bersekolah khususnya pada
jenjang usia 16-18 tahun. Faktor penyebabnya dilihat dari supply-demand side
yaitu kurangnya penyediaan layanan pendidikan, terbatasnya ketersedian
sarana prasarana pendidikan dan perkembangan teknologi serta kurangnya
keinginan/kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan.

6. Kualitas pendidikan yang dilihat dari skor kemampuan literasi pada jenjang SD
dan SMP di Kabupaten Purbalingga menunjukkan kondisi baik. Sementara itu
skor kemampuan numerasi pada jenjang SD dan SMP tersebut termasuk
dalam kategori sedang. Belum optimalnya kemampuan literasi numerasi
tersebut disebabkan oleh banyak hal seperti kurangnya pembiasaan untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal literasi numerasi,
kurangnya pembiasaan membaca baik di sekolah maupun di rumah dan
kemajuan teknologi informasi

7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Purbalingga
berada pada angka 7 dimana predikat tersebut termasuk kategori rendah
sehingga perlu adanya upaya untuk peningkatan literasi masyarakat. Perlu
adanya pengaktifan kembali perpustakaan-perpustakaan desa maupun
kelurahan. Jika memungkinkan untuk dikikutsertakannya pemuda sebagai
agen literasi.

8. Masih terdapat kasus kematian ibu yang ditunjukkan dari Angka Kematian lbu
(AKI) pada tahun 2024 sebesar 95,28. Sementara itu jumlah kematian ibu
berada pada kisaran 11 kasus yang sebagian besar terjadi akibat adanya
pendarahan dan eklamsia serta penyakit degeneratif jantung pada ibu hamil.
Disamping itu, kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena remaja yang
mengalami kehamilan diluar nikah yang menyebabkan kondisi ibu belum siap
untuk memiliki anak.

Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 II-69



9. Masih adanya permasalahan stunting yang terjadi karena malnutrisi pada ibu
dan anak. Penyebab secara tidak langsung terjadinya stunting yaitu rumah
tangga rawan pangan, pola asuh tidak tepat serta akses pelayanan kesehatan.
Disamping itu, stunting juga dapat disebabkan karena literasi masyarakat akan
pola hidup dan asuh anak yang kurang sehingga menganggap bahwa stunting
terjadi hanya karena Kesehatan saja.

10. Masih adanya kasus penyakit menular dan tidak menular yang perlu
mendapat perhatian di Kabupaten Purbalingga. Adapun untuk Kasus penyakit
menular ialah kasus tuberkulosis (TBC). Walaupun treatment coverage TB
meningkat, namun pengobatan secara tuntas sampai sembuh sangat
diperlukan untuk memutus penularan TBC di masyarakat. Hal tersebut juga
perlu didukung oleh perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat itu
sendiri. Sementara itu, penyakit tidak menular yang memerlukan perhatian
ialah terkait kasus Hipertensi, dimana kasus ini merupakan penyakit tidak
menular yang paling banyak diderita masyarakat Kabupaten Purbalingga dan
terus mengalami peningkatan.

11. Persentase kepesertaan JKN sudah mencapai 100% dimana seluruh penduduk
sudah tercover BPJS Kesehatan. Namun permasalahan dan tantangan ke
depannya yaitu belum meratanya fasilitas kesehatan yang memadai terutama
di pelosok desa, dimana masyarakat harus menuju ke faskes yang sebagian
besar berada di kawasan perkotaan terlebih dahulu dalam memanfaatkan
layanan JKN yang dimiliki. Kondisi tersebut tentu saja akan menambah biaya
masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan.

12. Risiko bencana di Kabupaten Purbalingga berupa ancaman bencana tanah
longsor, gempa, angin dan kebakaran. Diantara beberapa kabupaten sekitar
yang ada di kawasan Barlingmacakeb, Kabupaten Purbalingga mempunyai
tingkat kerawanan bencana vyang tertinggi kedua setelah Kabupaten
Banyumas dimana secara lokasi berada pada lereng Gunung Slamet. Adanya
risiko bencana tersebut juga belum didukung oleh pemasangan sistem
peringatan dini (Early Warning System/EWS) di wilayah rawan bencana,
edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana dan kapasitas
sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana.

13. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan masih
ditemukannya kondisi jalan yang rusak dan rusak berat. Penanganan terhadap
kondisi jalan baik itu jalan kabupaten maupun jalan desa sangat berkaitan juga
dengan fluktuasi anggaran dana alokasi penanganan jalan. Lambat laun,
kondisi jalan yang rusak secara langsung dapat berpengaruh pada aksesibiltas
dan kelancaran distribusi barang dan jasa.

14. Kebutuhan infrastruktur dasar belum secara merata diakses oleh masyarakat
yaitu air bersih dan sanitasi aman. Belum semua desa/kelurahan
mendapatkan alokasi air minum perpipaan dan non perpipaan yang aman dan
dilakukan pengujian. Begitu pula dengan kondisi sanitasi, belum terdapat IPLT
untuk mewadahi pengolahan lumpur tinja saat ini, sehingga kondisi rumah
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tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Purbalingga masih sangat
kecil.

B.  Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan urusan

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya:

1. Tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan seiring dengan
bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Purbalingga. Kondisi
tersebut disebabkan oleh belum terciptanya sinergitas kebutuhan dan
penyediaan keterampilan calon tenaga kerja yang ada karena lapangan
pekerjaan yang tersedia dengan penyerapan tenaga kerja tidak sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki. Peran sektor Pendidikan dalam menyiapkan anak
didiknya agar sesuai dengan kebutuhan industri semakin penting dan perlu
sinergitas diantara keduanya. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan penilaian
hasil kerja siswa yang berasala dari sekolah negeri dan swasta. Oleh karena
itu, berbagai jenis pelatihan dan sertifikasi perlu didorong kembali dan
disebarluaskan kepada masyarakat.

2. Lahan sawah mengalami penurunan secara luasan dalam kurun waktu 10
tahun terakhir dimana ada beberapa lahan sawah yang telah dijadikan
kawasan terbangun ataupun diurug menjadi tanah pekarangan. Sementara itu
luasan bukan lahan sawah (kebun campur maupun tegalan) dan lahan bukan
pertanian (perumahan permukiman (perkampungan), fasilitas perkantoran
maupun perdagangan) mengalami kenaikan. Perubahan tata guna lahan
tersebut dapat menyebabkan degradasi lahan dan berkurangnya lahan
produktif pertanian.

3. Masih adanya pencemaran air yang ditunjukkan pada Indeks Kualitas Air baik
pada kegiatan pemukiman (feses, urin dan detergen) dan pertanian (pestisida
dan pupuk kimia) yang melebihi baku mutu pada sungai dengan status cemar
ringan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dalam rumah tangga serta
pemakaian pupuk kimia yang tinggi pada lahan pertanian dimana muara
residu pupuk tersebut menuju ke sungai. Kondisi tersebut akan dapat
menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak untuk kehidupan
serta penurunan kualitas lingkungan.

4.  Sebesar 8,63 persen penduduk Kabupaten Purbalingga mengkonsumsi
pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat,
aktif dan produktif. Hal tersebut akan berpengaruh pada akses pangan dan
ketahanan pangan masyarakat karena belum optimalnya pemenuhan hak
dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat serta
pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang belum optimal.

5. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tren emisi GRK naik sebesar 6% dimana
salah satu sektor yang berkontribusi menghasilkan emisi paling tinggi yaitu
sektor energi yang didominasi dari kegiatan transportasi, industri manufaktur
dan residential. Peningkatan emisi GRK tersebut akan berdampak pada
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perubahan iklim seiring dengan belum diimbangi dengan upaya yang optimal
untuk menurunkan emisi GRK.

6. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan
peningkatan, sementara itu laju kenaikan penanganan sampah di Kabupaten
Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun relatif kecil. Kondisi tersebut
menunjukkan volume timbulan sampah yg ditangani baik itu yang berasal dari
TPA, Bank Sampah, TPS 3R, KSM dan Pengepul Rosok, masih kecil jumlahnya
dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah yang ada. Kondisi tersebut
terjadi karena masih belum optimalnya manajemen penanganan sampah,
terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih
rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Dengan adanya
kenaikan jumlah penduduk, apabila tidak ditangani secara inklusif
permasalahan sampah lambat laun dapat menjadikan penurunan kualitas
lingkungan.

7. Masih terdapat 11 desa dengan status desa berkembang dengan potensi dan
sumber daya yang ada dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi belum
mencapai desa maju dan mandiri. Hal tersebut disebabkan kemampuan desa
dalam mengelola potensi untuk kemajuan desa dalam ketahanan sosial,
ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan belum tergali.

8.  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Purbalingga
mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari predikat cukup
menjadi sangat baik. Namun terdapat tantangan dan permasalahan yang
harus dihadapi ke depannya, yaitu masih rendahnya penyusunan kebijakan
terhadap keamanan informasi dengan menuntaskan draft perbup tentang
SMKI serta lemahnya pada aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi
SDM.

9. Kualitas pelayanan transportasi perlu ditingkatkan. Terdapat penurunan rasio
konektivitas angkutan jalan di Kabupaten Purbalingga yang disebabkan oleh
menurunnya tingkat ketersediaan moda transportasi khususnya angkutan
umum, sementara jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga
semakin meningkat. Kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya
kemacetan di beberapa titik ruas jalan karena tingginya volume kendaraan
yang melintas pada waktu tertentu.

10. Tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Purbalingga semakin menurun
dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Salah satu dimensi IKG ialah keterwakilan
perempuan di parleman masih kecil sehingga peranan perempuan dalam
pengambilan keputusan dan kegiatan sosial ekonomi masih kurang.

11. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga pasca covid-19 masih
mengalami penurunan, bahkan di tahun 2023 menurun dari 5,41 di tahun
2022 menjadi 4,51. Walaupun di tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi
4,55 namun laju pertumbuhannya masih tergolong kecil. Fluktuasi laju
pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi karena perkembangan ekonomi
global yang menyebabkan pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi.
Kondisi tersebut ditandai dengan lemahnya daya beli akibat kesulitan
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finansial. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan
pengurangan tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan jumlah
pengangguran.

12. Jumlah total UMKM di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dalam
kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun, beberapa kesulitan yang menjadi
kendala bagi UMKM adalah kurangnya pemodalan, akses pasar dan distribusi
pemasaran serta digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM.
Pembangunan kewirausahaan di Kabupaten Purbalingga juga menjadi
permasalahan dimana rasio kewirausahaan semakin menurun dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya
pertumbuhan UMKM dan sinergitas membangun UMKM yang berdaya saing.

13. Perlu adanya peningkatan pembinaan dan pendampingan atlet berpotensi
sejak dini. Disamping itu juga perlu didukung dengan sarana infrastruktur
olahraga yang tepat. Hal tersebut bertujuan agar dapat memastikan atlet
tumbuh dan berkembang dengan baik di Kabupaten Purbalingga.

14. Apabila dilihat dari kondisi kebudayaan yang ditunjukkan pada beberapa
komponen yang ada, menunjukkan bahwa adanya penurunan kondisi budaya
di Kabupaten Purbalingga dilihat dari masih kecilnya persentase penetapan
cagar budaya yang ada dan objek pokok kebudayaan daerah yang dilestarikan,
berkurangnya minat masyarakat terhadap museum, serta masih rendahnya
tingkat pemanfaatan perpustakaan dan taman baca masyarakat. Kondisi
tersebut juga dikarenakan semakin berkurangnya regenerasi budayawan dan
seniman penggiat pelestarian cagar budaya maupun warisan budaya tak
benda perhatian pemerintah yang kurang terhadap pelestarian budaya dan
kesenian, serta pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pelestarian
budaya dan seni belum optimal.

C.  Urusan Pemerintah Pilihan
Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan urusan

pemerintahan pilihan diantaranya:

1.  Sektor pertanian merupakan salah satu kontribusi dalam pembentukan PDRB
Kabupaten Purbalingga. Walaupun secara laju pertumbuhannya cenderung
stabil, beberapa permasalahan yang terjadi yaitu permasalahan pupuk dan
hama tanaman serta integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk
pertanian. Permasalahan dan tantangan lain yang terjadi yaitu masih
rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian karena banyak yang
hanya menjadi buruh tani dengan kepemilikan lahan yang kecil serta semakin
menurunnya keikutsertaan generasi muda untuk menjadi petani.

2. Walaupun bukan merupakan sektor basis, namun sektor industri pengolahan
memberikan share yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten
Purbalingga. Namun terdapat tantangan yang terjadi pada sektor industri
pengolahan di Kabupaten Purbalingga. Industri yang ada saat ini sebagian
besar merupakan industri padat karya yang kondisinya sangat terpengaruh
oleh perekonomian global apabila terjadi penurunan ekspor dan pasar
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domestik dikuasai oleh barang impor. Hal tersebut akan mengakibatkan
kinerja yang melambat. Bahkan efek dari pandemi covid-19 pada tahun 2020
dan 2021 menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang mengalami pemutusan
hubungan kerja. Disamping itu, permasalahan sektor industri juga terjadi
karena belum optimalnya kawasan peruntukan industri di Kabupaten
Purbalingga karena ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik
pendukung industri juga menjadi permasalahan tersendiri yang akan
mempengaruhi perkembangan sektor industri ke depannya.

Sektor perdagangan di Kabupaten Purbalingga memberikan kontribusi besar
terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga dimana sektor perdagangan juga
menempati urutan ketiga dalam PDRB setelah lapangan usaha industri dan
pertanian. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dan
tantangan yang dapat mempengaruhi kontribusi sektor perdagangan yaitu
belum optimalnya ekspor unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya
mengendalikan tingkat inflasi, serta sistem distribusi produk perdagangan.
Pada dasarnya Kabupaten Purbalingga mempunyai beberapa kawasan wisata
yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan destinasi
tujuan wisata. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rasio PDRB sektor
penyediaan akomodasi makan dan minum (pariwisata) di Kabupaten
Purbalingga cenderung stabil dan meningkat, namun persentasenya kecil.
Beberapa permasalahan yang terjadi di sektor pariwisata yaitu belum
optimalnya promosi pariwisata, kurangnya sarana prasarana dan aksesibiltas
pada destinasi wisata yang menjadi daya tarik pariwisata, kapasitas SDM
pelaku pariwisata yang masih renda serta belum optimalnya kemitraan untuk
pengembangan destinasi pariwisata.

D. Unsur Penunjang

1.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Purbalingga dinilai cukup baik
dimana ada peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Masih terdapat
tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan ke depannya vyaitu
belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang
bersih, akuntabel dan dinamis, masih lemahnya kapasitas sumber daya
aparatur dan belum optimalnya transformasi digital tata kelola pemerintahan,
serta pola kolaborasi dimana pemerintah belum sepenuhnya mampu menjadi
kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama.

Secara lebih rinci permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten

Purbalingga dapat dilihat pada pemetaan tabel berikut ini.
Tabel 11.63.  Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga

No Akar Masalah Masalah Masalah Pokok

1 | Rendahnya tingkat pendidikan dari kelompok rentan miskin

2 | Belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan Pendidikan Kualitas manusia
pendidikan sehingga capaian RLS dan HLS belum maksimal serta berkualitas yang yang belum
persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi | belum merata optimal
pendidikan tinggi masih kecil
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No

Akar Masalah

Masalah

Masalah Pokok

Kurangnya penyediaan layanan pendidikan, terbatasnya
ketersedian sarana prasarana pendidikan dan perkembangan
teknologi serta kurangnya keinginan/kemampuan masyarakat
untuk mengakses pendidikan

Kurangnya pembiasaan untuk menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan soal literasi numerasi, kurangnya pembiasaan
membaca baik di sekolah maupun di rumah, perlunya re-aktivasi
perpustakaan desa maupun kecamatan, dan kemajuan teknologi
informasi sehingga kemampuan literasi numerasi belum optimal

Masih terdapat jumlah kasus kematian ibu yang disebabkan
jumlah kelahiran hidup yang menurun, kasus pendarahan dan
eklamsia serta penyakit degeneratif jantung pada ibu hamil

Terjadinya stunting karena malnutrisi pada ibu dan anak, rumah
tangga rawan pangan, pola asuh tidak tepat serta akses pelayanan
kesehatan dan lingkungan tidak adekuat

Masih adanya kasus penyakit menular yaitu tuberkulosis (TBC)
dan penyakit tidak menular yaitu hipertensi yang belum tuntas
penanganannya

Belum meratanya fasilitas kesehatan yang memadai terutama di
pelosok desa, dimana masyarakat harus menuju ke faskes yang
sebagian besar berada di kawasan perkotaan terlebih dahulu
dalam memanfaatkan layanan JKN yang dimiliki

Derajat kesehatan
yang masih rendah

Masih adanya kantong-kantong kemiskinan yang belum
terselesaikan penanganannya

10

Pemberian jaminan sosial yang belum tepat sasaran, tata kelola
kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat
serta tata kelola dan kelembagaan data untuk penentuan sasaran
penerima manfaat yang belum efektif

Perlindungan sosial
yang belum optimal

11

Semakin berkurangnya regenerasi budayawan dan seniman
penggiat pelestarian cagar budaya maupun warisan budaya tak
benda perhatian pemerintah yang kurang terhadap pelestarian
budaya dan kesenian

12

Pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pelestarian budaya
dan seni belum optimal

13

Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan
sosial ekonomi masih kurang

Pergeseran nilai-nilai
sosial budaya

14

Pengurangan tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan jumlah
pengangguran

Pelambatan dan
penurunan aktivitas
ekonomi

15

Belum terciptanya sinergitas kebutuhan dan penyediaan
keterampilan calon tenaga kerja yang ada karena lapangan
pekerjaan yang tersedia dengan penyerapan tenaga kerja tidak
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

Daya saing
angkatan kerja
masih rendah

16

Belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian
baik dikarenakan permasalahan pupuk dan hama tanaman, serta
integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian.

17

Masih rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian
karena banyak yang hanya menjadi buruh tani dengan
kepemilikan lahan yang kecil.

Generasi muda enggan untuk terlibat dalam sektor pertanian, dan
lebih memilik sektor lainnya

Penurunan
kontribusi sektor
pertanian

18

Pengaruh perekonomian global menyebabkan sektor ekspor
menurun mengakibatkan kinerja industri pengolahan melambat

Kontribusi sektor
industri yang kurang
kondusif

19

Belum optimalnya ekspor unggulan daerah, pengendalian harga
dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, serta sistem distribusi
produk perdagangan

Kontribusi sektor
perdagangan yang
belum optimal

Pembangunan
ekonomi yang
belum merata
dan optimal
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No Akar Masalah Masalah Masalah Pokok
20 | Belum optimalnya promosi pariwisata, kurangnya sarana
prasarana dan aksesibiltas pada destinasi wisata yang menjadi Kontribusi sektor
daya tarik pariwisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata yang masih | pariwisata yang
renda serta belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan belum optimal
destinasi pariwisata
21 | Kurangnya pemodalan, akses pasar dan distribusi pemasaran Pengembangan
serta digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM sektor ekonomi
22 | Belum optimalnya pertumbuhan UMKM dan sinergitas kreatif yang belum
membangun UMKM yang berdaya saing. berdaya saing
23 | Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan
daerah yang bersih, akuntabel dan dinamis, masih lemahnya
kapasitas suvmtv)evr daya aparatur dan pelum optimalnya Belum optimalnya Belum
transformasi digital tata kelola pemerintahan, serta pola L. . )
o ) reformasi birokrasi terwujudnya
kolaborasi dimana pemerintah belum sepenuhnya mampu
. ) ) - tata kelola
menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan :
pemerintahan
bersama )
24 | Masih rendahnya penyusunan kebijakan terhadap keamanan ) . vang baik
. . . Kurangnya inovasi
informasi serta lemahnya pada aspek manajemen pengetahuan .
dan kompetensi SDM pelayanan publik
25 | Bencana terjadi karena belum didukung oleh pemasangan sistem
peringatan dini (early warning system/EWS) di wilayah rawan Daya dukung
bencana, edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan lingkungan masih
bencana dan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan rendah
kedaruratan bencana
26 | Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup
bersih dalam rumah tangga
27 Pemakalah pupuk kimia yang tinggi F)ada Iahan.pertaman dimana Penurunan kualitas Kuahtas
muara residu pupuk tersebut menuju ke sungai lingkungan lingkungan
28 | Belum optimalnya manajemen penanganan sampah, terbatasnya hidup yang
jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih mengalami
rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah degradasi
29 | Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan secara Berkurangnya akses
berkelanjutan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan pangan dan
kebutuhan pangan dan gizi yang belum optimal ketahanan pangan
masyarakat
30 | Belum adanya upaya yang optimal untuk menurunkan emisi GRK Terjadinya
perubahan iklim dan
emisi karbon
31 | Fluktuasi anggaran dana alokasi penanganan jalan
32 | Menurunnya tingkat ketersediaan moda transportasi khususnya
angkutan umum, sementara jumlah kendaraan bermotor semakin
) Infrastruktur
meningkat
33 | Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana air bersih dan pgngembangan
L wilayah belum
sanitasi. merata
34 | Kemampuan desa dalam mengelola potensi untuk kemajuan desa
dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara Pengembangan
berkelanjutan belum tergali wilayah yang
35 | Perubahan tata guna lahan dimana beberapa lahan sawah telah belum optimal
dijadikan kawasan terbangun ataupun diurug menjadi tanah
pekarangan
36 | Belum optimalnya kawasan peruntukan industri di Kabupaten Penataan ruang

Purbalingga karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur
konektivitas dan logistik pendukung industri. Disamping itu juga
terjadi karena implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang
yang belum optimal.

yang belum optimal
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2.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD sampai dengan triwulan |
tahun 2025, isu strategis pembangunan Kabupaten Purbalingga yang menjadi prioritas
penyelesaian yaitu sebagai berikut.

A.  Transformasi Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Manusia menjadi modal dalam pembangunan karena memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi utama
pembangunan. Manusia yang berkualitas dapat memegang peran utama dalam
proses transformasi suatu wilayah karena dapat membawa implikasi yang sangat
penting dalam beberapa aspek yang menopang pertumbuhan dan perkembangan
wilayah.

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2045 diproyeksikan
akan meningkat dengan jumlah penduduk usia produktif (15 — 65 tahun) menjadi
yang terbesar. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Purbalingga
untuk dapat mengoptimalkan potensi manusia atau penduduk tersebut melalui
perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia
dini, anak-anak dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk
menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, penting dilakukan investasi yang berkelanjutan dalam
pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan ketahanan sosial budaya terhadap
manusia yang menjadi subjek pembangunan. Dalam konteks pembangunan
pendidikan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar diperlukan bagi
seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Kemudian dalam konteks
kesehatan masyarakat, perwujudan tingkat harapan hidup yang tinggi baik untuk
laki-laki dan perempuan menjadi dampak keberhasilan bagi pembangunan. Tentu
saja hal tersebut perlu ditopang dengan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan
yang merata dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan
derajat kesehatan yang tinggi.

Dalam hal perlindungan sosial, tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan
ekonomi diperlukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Purbalingga yang
sehat, cerdas, kreatif, unggul dan berdaya saing. Apabila kebutuhan dasar terlayani
dengan baik didukung dengan perlindungan sosial yang merata maka angka
kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga dapat teratasi.
Demikian juga, pembangunan social budaya melalui ketahanan sosial kebudayaan
dan kerukunan umat beragama juga didasari oleh edukasi dan literasi keluarga yang
dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk menciptakan hubungan yang
harmonis. Hal tersebut karena pengaruh globalisasi dan modernisasi ke depannya
dapat memberikan ancaman terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat yang perlu
diantisipasi dengan membangun ketahanan budaya masyarakat Kabupaten
Purbalingga.

B.  Pembangunan Ekonomi Inklusif
Pembangunan ekonomi di Kabupaten Purbalingga perlu didasarkan pada
pertumbuhan (growth) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah
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dengan mengedepankan potensi sumberdaya lokal. Dilihat dari laju pertumbuhan
ekonomi menurut sektor dalam PDRB ADHK, sektor primer berupa pertanian
cenderung mengalami kenaikan namun dengan peningkatan yang kecil. Sementara
itu, sektor sekunder berupa industri pengolahan ketika pandemi covid-19
mengalami kontraksi dan penurunan yang signifikan kemudian dapat merangkak
naik. Sementara itu, sektor tersier berupa perdagangan besar dan eceran serta jasa
cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan sangat signifikan terjadi pada sektor jasa
transportasi dan pergudangan, seiring dengan meningkatnya distribusi maupun
ekspedisi barang antar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga saat ini berada pada
pemulihan kinerja ekonomi pasca pandemi covid-19. Pembangunan ekonomi
inklusif merepresentasikan tantangan ke depan bahwa transformasi pembangunan
perekonomian diarahkan pada sektor-sektor perekonomian berbasis kekuatan
sumber daya manusia dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pembangunan ekonomi inklusif ke depannya diperlukan sebagai
pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi
seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dan mengurangi kesenjangan antar
kelompok dan wilayah. Disamping itu juga tidak mengesampingkan pembangunan
ekonomiyang berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang
lebih hijau dan ramah lingkungan sebagai upaya menerapkan ekonomi hijau.

C. Transformasi dan Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan pilar utama dalam pelaksanaan
pembangunan dan penyediaan layanan publik. Tata kelola pemerintah menjadi isu
yang penting dalam harmonisasi hubungan antar pemerintah dan kelembagaan.
Tata kelola pemerintah yang belum optimal dapat menjadi kendala utama dalam
penyediaan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Birokrasi yang terikat
dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang
cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Guna mewujudkan
pelayanan yang responsive, maka diperlukan kolaborasi dan partisipasi dalam
pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat yang ada
di Kabupaten Purbalingga.

Transformasi tata kelola birokrasi ini menjadi penting guna meningkatkan
kepercayaan masyarakat. Guna mewujudkan trenformasi tersebut, birokrasi yang
agile yang mampu beradaptasi dalam segala situasi disrupsi saat ini dengan tetap
dapat memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat serta didukung
keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik. Hal tersebut sangat
relevan dan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Purbalingga 20 tahun mendatang, mengingat penerapan Reformasi
Birokrasi di Kabupaten Purbalingga pada saat ini bersifat formal dan secara
substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
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D. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Optimalisasi
Ketahanan Pangan

Isu strategis pembangunan di Kabupaten Purbalingga selanjutnya yang
membutuhkan perhatian serius adalah pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain mempercepat aspek pertumbuhan,
penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih
mengedepankan pada prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya
tampung lingkungan.

Seiring dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan
ekonomi, permintaan terhadap penggunaan lahan akan meningkat khususnya
untuk kawasan hunian. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perkembangan
penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga terdapat kenaikan pada lahan
terbangun baik itu untuk perumahan permukiman (perkampungan), fasilitas
perkantoran maupun perdagangan, sementara lahan sawah semakin menurun
luasannya. Apabila dibiarkan terus menerus, maka akan berdampak pada
produktivitas lahan pertanian. Disamping itu juga, meningkatnya jumlah penduduk
akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan sampah dan emisi gas rumah
kaca. Kedua dampak lingkungan tersebut lebih lanjut akan mempengaruhi daya
dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat terwujud
apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan.
Disamping itu, pendidikan kesadaran berupa literasi kepada masyarakat Kabupaten
Purbalingga tentang alternatif pelestarian lingkungan dengan melakukan aktivitas
yang lebih ramah lingkungan khususnya terkait dengan ketahanan air, pengelolaan
sampah, dan penyediaan ruang terbuka hijau juga menjadi daya dukung terhadap
keberlanjutan lingkungan. Lebih lanjut dengan terjaganya sumber daya alam dan
lestarinya lingkungan hidup akan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana
alam dan perubahan iklim.

E.  Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Berkelanjutan

Pemerataan akses dan kualitas infrastruktur merupakan tantangan penting
yang harus diatasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Purbalingga membutuhkan peningkatan akses dan kualitas infrastruktur
untuk transportasi guna meningkatkan keterhubungannya antara Pusat Kegiatan
Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) serta
interaksi dengan kabupaten sekitar. Konektivitas wilayah memiliki peran yang
sangat penting dalam mengoptimalkan potensi wilayah yang ada di Kabupaten
Purbalingga baik dari sektor primer berupa pertanian, sektor sekunder berupa
industri pengolahan maupun sektor tersier berupa perdagangan dan jasa. Makin
meningkatnya ketersediaan jalan dan sistem transportasi umum akan memudahkan
masyarakat dalam menjangkau pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Purbalingga.

Disamping itu, untuk mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan beberapa
aspek yang perlu diperhatikan juga ketersediaan air bersih, sanitasi dan jaringan
listrik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masih ada beberapa daerah di
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Kabupaten Purbalingga yang masih kesulitan dalam mengakses air bersih dan
sanitasi yang layak, sehingga mempengaruhi aspek kesehatan dan kebersihan
masyarakat. Keberadaan infrastruktur juga perlu dipastikan terkait pemerataan
akses dan kualitas infrastruktur, peningkatan sarana prasarana air bersih, sanitasi,
listrik, serta koordinasi yang lebih baik antar pemerintah adalah langkah-langkah
kunci untuk menciptakan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan

Tantangan lainnya yaitu pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah
dalam jangka panjang juga akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan
dengan kelengkapan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal.
Pemanfaatan ruang akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan akan hal tersebut.
Tantangan ke depannya adalah upaya pengendalian pemanfaatan ruang untuk
memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang
pembangunan secara berkelanjutan. Hal tersebut sangat relevan dan menjadi
tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga 20
tahun mendatang, mengingat implementasi dan konsistensi penerapan kesesuaian
pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga memiliki rencana pola ruang wilayah
yang beragam dan cukup strategis.
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BAB Il
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan konsep kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah adalah salah
satu instrument dasar yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan
daerah. Dalam kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tersebut telah
menggambarkan secara umum kondisi dan analisis statistik sekaligus juga karakteristik
perekonomian dan keuangan pada tahun anggaran sebelumnya (tahun n-2) dan prediksi
perekonomian pada tahun anggaran berjalan (tahun n-1). Kebijakan pemerintah
Kabupaten Purbalingga dalam memprediksi perekonomian daerah juga mencakup untuk
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Indonesia 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto
(PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139,0 triliun dan PDB per kapita mencapai
Rp78,6 juta atau USD4.960,3. Perekonomian nasional tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03
persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar
5,05 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan
Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi
pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang
Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen. Selama tahun 2024 kelompok
provinsi di Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial
dengan kontribusi sebesar 57,02 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat
pertumbuhan 4,92 persen

Laju perekonomian tahun 2025 diharapkan tumbuh 5,2 persen, yang utamanya
ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang
mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Program Makan Bergizi Gratis akan
memiliki Efek Pengganda antara lain :

Alokasi belanja program MBG dapat mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga
kerja dan mendorong pertumbuhan upah tenaga kerja. MBG yang terdesentralisasi
menggunakan sumber pangan dan bahan baku lokal sehingga biaya distribusi lebih murah
agar mengurangi nilai impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta UMKM.

Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat
meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Laju inflasi pada
tahun 2024 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi
tahun 2024 pada rentang 2,26 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang
kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya
sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan
tembakau sebesar 1,90 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,16 persen;
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kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,59 persen;
kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,04
persen; kelompok kesehatan sebesar 1,93 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan
budaya sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,94 persen; kelompok
penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,48 persen; dan kelompok
perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,02 persen. Sementara kelompok
pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, vyaitu: kelompok transportasi sebesar
0,30 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27 persen.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus
berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar
tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus
mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu,
perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus
membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor
Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk
pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun
demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang
lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam
negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang
lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current
account pada posisi NPl. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai
tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp16.000 per
USD.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 yang ditetapkan dalan APBN 2025 hasil
pembahasan dengan DPR R, antara lain, Nilai Tukar Rupiah sebesar Rp16.000,00/USS,
tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0 persen dan lifting minyak 605 (ribu bph).
Untuk asumsi ICP dan lifting gas tetap masing-masing USS82 per barel dan 1.050 (ribu
bsmph). Dengan stabilitas ekonomi yang terus dijaga pada tahun 2025, proyeksi
pertumbuhan ekonomitahun 2025 diperkirakan dapat mencapai 5,2%. Perkiraan tersebut
cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural
untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap
mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian
nasional ke depan. Inflasi disepakati dapat ditekan pada angka 2,5% pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2024—
2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel Ill. 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Nasional Tahun
2024-2025
Indikator Realisasi 2023 Realisasi 2024 APBN 2025
Pertumbuhan Ekonomi 5,05 5,03 5,2
Inflasi 2,61 2,26 2,5
Nilai Tukar (Rp. /USS) 15.255 15.847 16.000
Tingkat Suku Bunga SUN 10 6,68
7,1 7
Tahun
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Indikator Realisasi 2023 Realisasi 2024 APBN 2025
Harga Minyak Mentah 78,43
Indonesia (USS/barel)
Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2025, Kementrian Keuangan

71,61 82

Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2025 direncanakan sebesar Rp3.005,1
triliun, yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. Target tersebut telah
memperhitungkan berbagai faktor termasuk kapasitas ekonomi, iklim investasi, dan daya
saing usaha dalam menakar basis perpajakan. Target Penerimaan Perpajakan tahun 2025
ditopang oleh reformasi perpajakan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan
wajib pajak, mulai berjalannya sistem Coretax dan sistem perpajakan yang compatible
dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global. PNBP
dicapai dengan reformasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), optimalisasi dividen
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata
kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. PNBP juga
sebagai instrumen regulatory untuk mendorong ekonomi, mendukung dunia usaha, serta
meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Belanja Negara dalam APBN 2025 disepakati sebesar Rp3.621,3
triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun
(termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun Belanja Non-KL pada Belanja Pemerintah Pusat) serta
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp919,9 triliun. Belanja Kementerian/Lembaga
(K/L) tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun untuk mendukung keberlanjutan program
prioritas, dan pelaksanaan program unggulan Pemerintahan baru di bidang pendidikan,
kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan
investasi, dan pengarusutamaan gender. Program Prioritas pada Tahun 2025, antara lain
meliputi Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah, dan
pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan dapat meningkatkan Indeks Modal Manusia
(IMM) agar mencapai 0,56. Selain itu, Ketahanan Pangan seperti program pemberdayaan
petani dan nelayan diharapkan dapat memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan
Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 pada tahun 2025.

Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun, untuk mendukung akselerasi
pertumbuhan ekonomi melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah,
pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan investasi di daerah, dan
keterlibatan dalam global supply chain. TKD juga didorong untuk memperkuat keuangan
daerah dengan peningkatan belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif,
dan penguatan local taxing power, dan mempercepat konvergensi antardaerah.

Pembiayaan Anggaran antara lain terkait Defisit APBN Tahun Anggaran 2025
ditetapkan sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal sebesar
Rp616,2 triliun. Dengan besaran defisit yang moderat tersebut, Pemerintah bersama
dengan DPR telah menyepakati APBN 2025 masih membutuhkan pembiayaan utang
sebesar Rp775,9 triliun untuk dapat dikelola dengan efisien dan efektif. Pembiayaan utang
tersebut dikelola secara prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas
manageable. Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun, dilaksanakan
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secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN)
kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tata kelola yang baik agar efisien
dan produktif.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya
ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga
menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana
pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan
pembangunan daerah. Kabupaten Purbalingga mengalami kontraksi ekonomi
sebesar -1,18 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19.
Namun, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan
pemulihan dengan mencapai angka 3,19 persen, dan terus meningkat pada
tahun 2022 hingga mencapai 5,41 persen.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga
mengalami sedikit penurunan menjadi 4,51 persen. Meskipun demikian, di
tahun 2024, angka pertumbuhan ekonomi kembali mengalami sedikit
peningkatan ke 4,55 persen. Dibandingkan dengan daerah sekitar,
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 masih di
bawah Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan Ekonomi (persen)

20

15

10

—
0 S 541 451 455
3.19
-1.18

-10
2020 2021 2022 2023 2024
Nasional -2.07 3.7 5.31 5.05 5.03
Jawa Tengah -2.65 3.33 5.31 4.98 4.95
=== Purbalingga -1.18 3.19 5.41 451 4.55

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 — 2025
Gambar 3. 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun
2020-2024

Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari
laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dalam kurun waktu
2020-2024. Diawali dari tahun 2020 dengan kontraksi sebesar -1,18 karena
dampak pandemi Covid-19, mempengaruhi perkembangan beberapa sektor
perekonomian di Kabupaten Purbalingga khususnya sektor industri (-0,24%),
akomodasi (-1,81%), konstruksi (-2,91%), perdagangan (-4,08%) dan
transportasi (-30,09). Kemudian di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi
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Kabupaten Purbalingga mulai kembali merangkak naik ke angka 3,19 dan di
tahun 2022 tumbuh positif ke angka 5,41. Kondisi ini menunjukkan
kemampuan daerah dalam pemulihan kinerja ekonomi pasca covid-19.
Namun pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kembali turun di angka 4,51,
dengan penurunan signifikan pada sektor pertanian (1,04%) sedangkan sektor
industri naik (5,1%). Di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami
kenaikan menjadi 4,55 dan sektor pertanian juga mengalami kenaikan sebesar
1,86 persen. Namun sektor industri pengolahan turun menjadi 4,25 persen.
Secara rinci pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB
atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha seperti pada tabel
berikut.

Tabel lll. 2. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020- 2024 (%)

Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,91 1,2 4,28 1,04 1,86
B. Pertambangan dan Penggalian 0,71 4,64 -3,23 1,05 3,08
C. Industri Pengolahan -0,24 3,8 3,76 5,1 4,25
D. Pengadaan Listrik dan Gas 3,24 5,98 4,03 5,28 9,46
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,81 4,39 0,94 4,92 5,83
E. :
Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi -2,91 6,95 1,42 5,43 10,84
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi -4,08 5,68 3,91 5,37 5,35
Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan -29,78 2,69 71,89 6,93 4,42
l. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -1,81 4,44 12,58 13,52 3,77
J Informasi dan Komunikasi 10,11 5,76 2,52 10,03 6,67
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,62 2,24 0,74 2,41 0,65
L. Real Estate -0,01 2,21 2,71 6,72 4,99
M.N. Jasa Perusahaan -2,83 3,05 5,5 7,23 7,48
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan -0,23 -0,38 1,4 4,61 11,02
0. Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan -0,22 0,21 2,22 5,94 7,10
. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,15 0,21 2,24 5,57 5,42
R.S.T.U | Jasa lainnya -6,16 0,67 11,63 6,86 4,41
PDRB (ADHK) -1,18 3,19 5,41 4,51 4,55

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 — 2025

b.  Produk Domestik Regional Bruto
Struktur ekonomi adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga
berlaku menurut lapangan usaha. Apabila dilihat dari struktur ekonomi
menurut lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5
tahun terakhir, terjadi pergeseran kontribusi lapangan usaha vyaitu dari
pertanian ke industri pengolahan.
Tiga besar sektor yang menunjukkan kontribusi tertinggi berdasarkan
PDRB ADHB selain pertanian dan industri yaitu perdagangan. Sektor
perdagangan mengalami kenaikan dan cenderung stabil karena adanya
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upaya-upaya yang mendongkrak perdagangan yang ada di Kabupaten
Purbalingga. Sektor-sektor yang mengalami kenaikan menunjukkan bahwa
sektor tersebut cenderung memiliki daya tahan vyang bagus dalam
menghadapi Isu Global maupun Pandemi Covid-19. Selama kurun waktu
tahun 2020-2024, PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari Rp. 25.081,59
milyar pada tahun 2020 menjadi Rp. 33.357,33 milyar pada tahun 2024.

Secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut

Tabel llI. 3. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 (miliar rupiah)
Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024
A | Pertanian, Kehutanan, dan 678161 | 6.997,82 | 7.569,77 | 7.994,83 | 8433,03
Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian 1.141,34 1.205,93 1.190,90 1.226,14 1.258,70
C. Industri Pengolahan 6.919,91 7.408,95 8.018,18 8.832,36 9.430,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas 12,88 13,58 14,23 15,15 16,77
Pengadaan Air, Pengelolaan
E. Sampah, Limbah dan Daur 25,59 27,15 28,17 29,99 34,01
Ulang
F. Konstruksi 1.529,49 1.683,03 1.801,32 1979,67 2.228,69
Perdagangan Besar dan Eceran;
G. Reparasi Mobil dan Sepeda 3.099,09 3.320,85 3.620,50 3934,08 4.218,88
Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 569,38 601,23 1.093,23 1.263,22 1.332,58
.| Penvediaan Akomodasi dan 591,09 628,74 731,58 829,56 873,13
Makan Minum
J. Informasi dan Komunikasi 512,57 543,69 558,81 619,95 665,72
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 561,97 597,64 652,77 680,40 705,34
L. Real Estate 265,69 274,25 286,92 309,83 330,62
M.N Jasa Perusahaan 50,42 52,66 57,89 64,15 70,04
Administrasi Pemerintahan,
0. Pertahanan dan Jaminan Sosial 662,60 653,00 677,61 726,10 827,18
Wajib
P. Jasa Pendidikan 1.577,35 1.595,66 1.654,74 1.759,79 1.902,08
Q éij;esehatan dan Kegiatan 302,95 304,82 313,64 338,25 362,40
RSTU | Jasalainnya 477,66 484,80 565,57 621,05 667,22
PDRB (ADHB) 25.081,59 | 26.393,81 | 28.820,82 | 31.224,55 | 33.357,33

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 — 2025

Sedangkan PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) Tahun 2010 menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari Rp.
17.731,44 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp. 20.422,61 milyar pada tahun
2024.

Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 -6



Tabel lll. 4.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan
Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019- 2024 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024
a. | Pertanian, Kehutanan, dan 440520 | 445813 | 4.649,11 | 4.697,49 | 4.785,07
Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian 709,83 742,76 718,75 726,29 748,64
C. Industri Pengolahan 4.565,71 4.745,58 4.923,99 5.175,34 5.395,40
D. Pengadaan Listrik dan Gas 11,19 11,86 12,34 12,99 14,22
Pengadaan Air, Pengelolaan
E. Sampah, Limbah dan Daur 21,92 22,88 23,09 24,23 25,64
Ulang
F. Konstruksi 1.076,08 1.150,83 1.167,12 1.230,55 1,363,95
Perdagangan Besar dan
G. Eceran; Reparasi Mobil dan 2.328,01 2.460,15 2.556,26 2.693,50 2.837,55
Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 459,29 473,71 814,26 870,68 909,13
I Penyediaan Akomodasi dan 459,35 479,73 540,09 613,11 636,20
Makan Minum
J. Informasi dan Komunikasi 529,11 559,58 573,70 631,25 673,37
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 382,04 390,61 393,48 402.97 405,60
L. Real Estate 217,36 222,17 228,20 243,53 255,70
M.N Jasa Perusahaan 33,72 34,74 36,66 39,31 42,24
Administrasi Pemerintahan,
0. Pertahanan dan Jaminan 449,83 448,12 454,41 475,38 527,76
Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 950,80 952,76 973,92 1.031,77 1.105,04
Q Jasg Kesehatan dan Kegiatan 209,37 209,62 214,32 226,25 238,51
Sosial
R.S.T.U | Jasa lainnya 365,76 368,21 411,02 439,28 458,59
PDRB (ADHK) 17.174,55 | 17.731,44 18.690,73 19.533,86 20'422'?
Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 — 2025
C. PDRB per Kapita
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu

daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil
bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi
dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu
orang penduduk per tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk
akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai
PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor
produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per
satu orang penduduk. Setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB
atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.
Dalam kurun waktu 2020-2024, PDRB per kapita menunjukkan peningkatan,
seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2020, PDRB perkapita
di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 25.081.000 kemudian meningkat
mencapai Rp 32.150.000 di tahun 2024.
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d. Inflasi

Inflasi pada tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga mengikuti inflasi 6
kota di Jawa Tengah, dimana yang paling dekat adalah Kota Purwokerto
dengan nilai inflasi (YoY) sebesar 1,51 lebih rendah dibanding tahun
sebelumnya yang sebesar 2,61. Bila dilihat dari perkembangannya, setiap
tahunnya inflasi mengalami tren perubahan kenaikan dan penurunan. Pada
tahun 2020 inflasi berada di 1,9 namun kemudian naik menjadi 2,18 di tahun
2021 dan naik signifikan lagi di tahun 2022 menjadi 6,49. Kenaikan tersebut
terjadi karena adanya kenaikan harga pada sebagian besar indeks kelompok
pengeluaran. Selanjutnya inflasi dapat turun di tahun 2023 menjadi 2,61 dan
Kembali turun di tahun 2024 menjadi 1,51.

Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Kota
Purwokerto termasuk Kabupaten Purbalingga antara lain yaitu beras, rokok
kretek, rokok filter, cabai merah, tarif kereta api, dan cabai rawit. Tren yang
sama juga terjadi pada laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Untuk
tahun 2024, laju inflasi di Kabupaten Purbalingga masih di bawah Nasional dan
Provinsi Jawa Tengah.

Laju Inflasi

2020 2021 2022 2023 2024
==o==Pyrbalingga 1.9 2.18 6.49 2.61 151
—¥— Jawa Tengah 1.59 1.7 5.63 2.83 1.67
=== Nasional 1.68 1.87 551 2.6 1.57

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2021-2025

Gambar 3. 2. Perbandingan Inflasi Kab. Purbalingga dengan Provinsi
dan Nasional Tahun 2020-2024

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 diperkirakan akan
sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global, nasional dan
kebijakan regional. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai
dengan tahun 2025. World Bank memproyeksikan ekonomi global tumbuh 2,7
persen pada tahun 2025-2026. Hal yang sama juga disampaikan IMF dalam World
Economic Outlook (WEOQO) edisi April 2025, IMF memperkirakan perekonomian
global akan stagnan di tingkat 2,7 persen pada tahun 2025 yang merupakan titik
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terendah dalam beberapa dekade. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global
dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti meningkatnya
ketegangan perdagangan/perang dagang dan penyesuaian pasar keuangan, tingkat
suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan
pemerintah dalam mendukung perekonomian, peningkatan tensi geopolitik yang
memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas.

Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global juga dipicu oleh faktor
demografi yang kurang menguntungkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
memproyeksikan bahwa rasio ketergantungan atau dependency ratio secara umum
di berbagai negara akan terus meningkat akibat dari fenomena populasi yang
menua (ageing population). Beberapa negara maju, seperti negara-negara Eropa
dan Jepang saat ini memiliki dependency ratio lebih dari 50 persen. Dalam kondisi
dimana angka kelahiran menunjukkan tren yang terus menurun, fenomena tersebut
dapat memicu prospek pertumbuhan ekonomi global yang melemah karena
turunnya permintaan global. Penurunan angka kelahiran dan ageing population
dapat memicu pengurangan angkatan kerja yang dapat menurunkan produktivitas
suatu negara. Ageing population juga meningkatkan kebutuhan belanja untuk
menjamin ketersediaan dana pensiun, fasilitas kesehatan yang memadai, serta
jaring pengaman sosial.

Di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global, terdapat
beberapa tren utama yang memberikan peluang bagi pasar negara berkembang.
Tren tersebut utamanya bersumber dari rekonfigurasi rantai pasok global,
digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (Al) yang pesat, serta
dekarbonisasi ekonomi. Dalam jangka menengah, tren tersebut berpotensi
mendongkrak produktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di
negara-negara berkembang. Di sisi lain, isu ageing population di negara maju juga
dapat memberikan peluang bagi negara berkembang yang pada umumnya memiliki
penduduk usia produktif yang besar. Namun demikian, optimalisasi peluang
tersebut sangat tergantung pada kecepatan dan konsistensi implementasi
reformasi struktural pada masing-masing negara.

Kondisi perekonomian Purbalingga juga tidak lepas atas peran dan arah
perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan Jawa Tengah tahun 2025
diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan
Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan
Lebih Berkarakter”, dengan target sasaran dan proyeksi Indikator Kinerja Utama
Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, yaitu :

PDRB per kapita sebesar 47,60 juta rupiah;

Angka Kemiskinan sebesar 9,28 — 8,08 %;

Rasio Gini sebesar 0,362;

Pertumbuhan Ekonomi 4,90 — 5,60 %;

Inflasi pada angka 2,5+ 1 %;

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,20 — 4,60 %;
Nilai Tukar Petani sebesar 107,52;

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99;

© N O U W e
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9.

10.
11.
12.
13.
14.

Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 60,24;

Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13;

Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,50;

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,56;

Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4 %; dan

Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan

dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

1.

Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan
dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong
pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal
dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan
perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas
wilayah;

Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi
produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar
bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan
infrastruktur dasar;

Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas
kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas
sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta
meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas
tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja
dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI),
pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan
kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta
kompensasi yang memadai;

Memperhatikan proyeksi ekonomi makro nasional dan makro Provinsi Jawa

Tengah di atas, serta memperhatikan tantangan dan potensi perekonomian daerah,

maka sasaran makro pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun

2025 diproyeksikan sebagai berikut :

a.

Ekonomi Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu tumbuh antara 4,5-15,3
persen dengan pendapatan per kapita berkisar antara Rp. 35.000.000,00 — Rp.
36.000.000,00. Kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga difokuskan pada
upaya peningkatan konektivitas dan peningkatan kualitas infrastruktur
kewilayahan, penguatan ekonomi kerakyatan, reformasi birokrasi, dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia se-optimal mungkin
memanfaatkan exit tol penghubung pantura, pembangunan universitas baru
dan proyek nasional lainnya; dan pengembangan investasi yang mampu
menyerap tenaga kerja terampil.

Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka dibawah, 14,06 — 12,86
persen, yang akan diupayakan melalui: 1) pengurangan beban pengeluaran
bagi masyarakat miskin; melalui pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok
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antara lain pangan, papan yang layak, air minum layak, sanitasi layak serta
perlindungan kesehatan dan pendidikan untuk semua dengan menggerakkan
potensi sosial capital dan 2) peningkatan pendapatan masyarakat melalui
pengembangan kegiatan perekonomian daerah. melalui sinergitas antara
program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, perguruan
tinggi dan masyarakat.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan pada kisaran 4,96 — 4,79 persen.
Tantangan yang perlu diperhatikan adalah adanya peningkatan kualitas SDM
utamanya bagi penduduk usia produktif, serta belum optimalnya serapan
tenaga kerja.

d. Inflasi dijaga berada dibawah 3 persen, dengan menjaga distribusi barang-
barang strategis dan revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa.

e. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan dapat mencapai 71,63. Upaya
pencapaiannya ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan
dengan mengutamakan gerakan promotif dan preventif, peningkatan
pelayanan Pendidikan dengan menggerakkan potensi sosial masyarakat
dalam mencegah putus sekolah dan mendorong anak tetap sekolah.

Proyeksi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga tersebut, disusun
dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang berkembang, serta
realisasi indikator makro tahun 2022 samapi 2024 serta proyeksi tahun 2025
selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel llI. 5. Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten
Purbalingga
Realisasi Proyeksi
No. | Indikator Makro Satuan
2022 2023 2024 2025
PDRB perkapita . 35.000 -
1 Rp.R 28.2 . 2.1
(HB) p.Ribu 8.260 30.309 32.150 36.000
, | Pertumbuhan Persen 5,41 4,51 4,55 45-53
Ekonomi
3 Tingkat Inflasi Persen 6,49%* 2,61 1,51 <3
Pertumbuhan <1
4 Penduduk Persen 1,2 1,04 1,078
5 Penduduk Miskin Persen 15,3 14,99 14,18 14,06-12,86
6 | Tnekat Persen 5,23 5,61 4,96 4,96-4,79
Pengangguran
7 IPM Angka 69.54 70,51 70,97 71,63

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah hal-hal yang terkait dengan pendapatan, belanja,

pembiayaan dan tata kelolanya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Pengelolaan

Keuangan

Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dijalankan

dengan mendasarkan pada undang-undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan
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antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara; serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan pedoman pelaskanaanaanya

menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan

keuangan daerah yang dijabarkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah.

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan
pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang
berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program
kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah
dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan
publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran
berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah
terkelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk
melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang
relevan. Selain hal tersebut mendasarkan inpres 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kebijakan keuangan daerah diarahkan sebagai
berikut :

a). Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersiaf seremonial, kajian, studi banding,
pencetakan, publikasi, dan seminar

b). Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen)

c). Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran
honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga
Satuan Regional.

d). Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memeiliki output yang
terukur

e). Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta
tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi
anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya

f).  Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang,
maupun jasa kepada kementrian / Lembaga

g). Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun anggaran 2025 yang bersumber dari
dana transfer ke Daerah.

3.2.1.Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.2.3 Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2025 Induk
Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 diproyeksikan
sebesar Rp. 2.096.465.786.000-, Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten
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Purbalingga yang ditempuh untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tersebut,

antara lain:

1)  Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah, pendapatan asli daerah diproyeksikan sebesar Rp.
400.401.594.000,-. Adapun kebijakan untuk mempertahankan dan
meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah adalah :

a) Penyesuaian kerangka regulasi pajak dan retribusi mendasarkan pada UU
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan
perkembangan perekonomian daerah;

b) Updating data base wajib dan obyek pajak / retribusi pada aplikasi
pendapatan daerah dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi
terkini, sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak / retribusi;

c) Penguatan sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB antara Kabupaten
dan Provinsi, hal ini untuk memberikan kepastian penerimaan kepada
pemerintah kabupaten dengan tidak menambah beban Wajib Pajak

d) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah yang lebih efisien;

e) Meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi
Pendapatan Daerah;

f) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah;

g) Optimalisasi manajemen kas daerah.

2)  Pendapatan Transfer, pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi
diproyeksikan turun jika dibandingkan dengan tahun 2024, menjadi sebesar
Rp. 1.682.609.692.000,-. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi
anggaran transfer terutama pada DAU Spesifik Infrastruktur dan DAK. Adapun
kebijakan dalam upaya meningkatkan belanja transfer adalah :

a) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi
penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

b) Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi
Umum dan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak melalui pembaharuan data yang
valid.

c) Peningkatan tatakelola keuangan daerah dan peningkatan kinerja
pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar agar dapat meningkatkan
insentif fiskal.

3)  Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
diproyeksikan sebesar Rp. 13.454.500.000,-, Adapun kebijakan dari
pendapatan lain-lain adalah mengupayakan peningkatan alokasi dana hibah
yang tidak mengikat.

3.2.2.4 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Kebijakan pendapatan daerah tidak lepas dari kerangka ekonomi daerah
dan proyeksi ekonomi daerah pada tahun 2025. Beberapa lapangan usaha yang
memeiliki pengaruh signifikan terhadap pajak dan retribusi daerah adalah lapangan
usaha perdagangan dan lapangan usaha makan minum yang akan berpengaruh
terhadap retribusi parikir dan pajak restoran. Dua sektor ini pada 3 tahun terakhir
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menunjukan peningkatan yang siginifikan, utamanya lapangan usaha makan dan

minum yang pertumbuhanya meningkat. Mencermati perkembangan ekonomi dan

berbagai perkembangan eksternal dan internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga

di tahun 2025, maka kebijakan perubahan pendapatan daerah meliputi :

a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi
pemungutan pajak dan retribusi daerah dan Penyiapan penerapan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang berkonsekwensi
terhadap pajak dan retribusi daerah,

b. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi (penghimpunan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan
pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap
melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya
peningkatan pendapatan daerah).

C. Menyesuaikan Pendapatan Transfer dengan Inpres 1 tahun 2025 tentang
Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

d. Penyiapan readiness criteria sesuai persyaratan yang dibutuhkan dana alokasi
khusus serta sumber dana provinsi dan pusat;

e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya
manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

f. Mengupayakan peningkatan pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

Berdasarkan kebijakan pendapatan pada perubahan RKPD Tahun 2025
tersebut, pendapatan Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan mencapai Rp.
2.090.894.674.000,-. Sumbangan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat Bagian Dana Perimbangan berupa Dana Transfer Umum dan Dana
Transfer Khusus, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah yang terdiri
atas Pendapatan bagi hasil dan Bantuan Keuangan, sehingga total besarnya
mencapai Rp. 1.641.025.841.000,- atau 78,5 persen dari total Pendapatan Daerah.
Sedangkan Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan sumbangan kepada
pendapatan daerah sebesar Rp. 436.414.333.000,- atau 20,9 persen. Adapun
Bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Pendapatan Hibah dan lain-
lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
menyumbang pendapatan daerah sebesar Rp. 13.454.500.000,- atau 0,6 persen.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun
2025 sebagaimana dalam tabel berikut ini:
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Tabel lll. 6. Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 s.d Tahun 2025 (dalam rupiah)
Kode Uraian REALISAS| 2022 REALISASI 2023 Realisasi 2024 audeted APBD 2025 Pe"‘b:g;g RKPD

4 PENDAPATAN DAERAH
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 306,197,569,020 341.080.114.455 353.388.335.105,35 400.401.594.000 436.414.333.000
4.1.01 | Pajak Daerah 73,252,952,786 79.870598.081 86.005.311.246,00 158.837.000.000 158.103.000.000
4.1.02 | Retribusi Daerah 14,737,903,034 18.477.793.831 184.531.795.418,97 165.519.199.000 198.906.551.000
4.1.03 gf;iisl::k:gne")'aa” Kekayaan Daerah yang 19,664,097,904 20.501.788.972 21.449.060.132,00 22.847.965.000 22.359.265.000
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah 198,542,615,296 222.229.933.571 61.402.168.308,38 53.197.430.000 57.045.517.000
42 PENDAPATAN TRANSFER 1,701,873,475,073 1.715.757.338.360 1.754.027.191.497,00 1.682.609.692.000 1.641.025.841.000
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1,556,922,664,870 1.568.882.001.491 1.609.358.984.005,00 1.576.870.655.000 1.544.544.170.000
4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah 144,950,810,203.00 146.875.336.869 144.668.207.492,00 105.739.037.000 96.481.671.000
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 14,813,585,840 14.813.585.840 810.506.807,00 13.454.500.000 13.454.500.000
4301 | Pendapatan Hibah 14,813,585,840 14.813.585.840 810.506.807,00 13.454.500.000 13.454.500.000

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan i )

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pendapatan 2,022,884,629,933 2.066.961.116.999 2.108.226.033.409,35 2.096.465.786.000 2.090.894.674.000
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3.2.2.Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025 Induk

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 secara umum
diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan
kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan
Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan, Pendukung
Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut diarahkan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana
diarusutamakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan
pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik
dan reformasi birokrasi. Selain itu, Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar
dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah
ditetapkan.

Berdasarkan sasaran yang dicapai Kabupaten Purbalingga pada tahun
sebelumnya, maka kebijakan umum belanja Kabupaten Purbalingga pada Tahun
2025 diprioritaskan pada:

a. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat
yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah
ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan
efektivitas;

b. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka perlindungan sosial;

C. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Akses pendidikan untuk
semua dan Layanan kesehatan dengan membangun kualitas layanan yang
baik;

d. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat;

e. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi;

f. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Pendidikan

keagamaan dan tempat ibadah dalam meningkatkan kesehatn mental serta
untuk mewujudkan Purbalingga yang berakhlak mulia;

g. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas
Infrastruktur konektivitas wilayah dan lingkungan;

h. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Gerakan
membangun desa;

i. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Inovasi pelayanan
publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah.
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3.2.2.2 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025

Berdasarkan sasaran yang dicapai Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024

dan triwulan 1 tahun 2025 serta program kerja dari visi-misi Bupati -Wakil Bupati

periode 2025-2029, maka kebijakan umum belanja Kabupaten Purbalingga pada
Tahun 2025 diprioritaskan pada:

a.

Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat
yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang
kelancaran  pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah
ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan
efektivitas;

Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik
dan melaksanakan prioritas kepala daerah 2025-2029 utamanya “alus dalane
kepenak ngodene”;

Membiayai program dan kegiatan dalam rangka akses pendidikan untuk
semua dan Layanan kesehatan dengan membangun kualitas layanan yang
baik;

Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi;

Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Inovasi pelayanan
publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah.;
Membiayai program dan kegiatan dalam rangka perlindungan sosial;
Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat;

Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Pendidikan
keagamaan dan tempat ibadah dalam meningkatkan kesehatan mental dan
masyarakat yang berakhlakul karimah;

Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong gerakan
membangun desa;

Belanja daerah Kabupaten Purbalingga tahun Perubahan 2025 sebesar Rp.

2.145.543.922.000,- terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan
belanja transfer. Adapun kebijakan masing-masing komponen belanja tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1)

Belanja Operasi

Belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp. 1.593.427.543.500,- atau naik dari

tahun 2025 induk yang sebesar Rp. 1.575.463.172.000,-. Belanja operasi dibagi

kedalam beberapa komponen yakni :

a) Belanja Pegawai, Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa
gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai
ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta
Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan
dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Pelaksanaan
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Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bertujuan untuk

meningkatkan motivasi dan kinerja ASN.

b)  Belanja Barang dan Jasa, Belanja barang dan jasa digunakan untuk
menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang
dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan
atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan
program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna
pencapaian sasaran prioritas daerah dalam bentuk belanja barang,
belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja
Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat.

c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
(a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dianggarkan dalam

APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib
dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja hibah
diberikan kepada: i. Pemerintah Pusat; ii. Badan Usaha Milik
Negara iii. Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia; iv. Partai Politik. Pemberian
hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada
Kepala Daerah. Dalam hal Pemberian hibah kepada partai politik
merupakan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik
yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Belanja Bantuan Sosial, Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja
bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan berupa uang dan/atau barang kepada: i. individu; ii.
keluarga; iii. kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami
risiko sosial; iv. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi
individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami
keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. Sifat
pemberian hibah dilaksanakan tidak secara terus menerus dan
selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan.

2)  Belanja Modal

Belanja modal diproyeksikan sebesar Rp. 141.994.633.500,00,-, belanja ini

digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset
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tetap dan aset lainnya. Belanja modal terdiri atas belanja modal peralatan dan
mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan
irigasi, belanja modal aset tetap lainnya; (f) belanja aset lainnya.

3)  Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar Rp. 2,000,000,000,- digunakan
untuk pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana
alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan
sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

4)  Belanja Transfer
Belanja transfer diproyeksikan sebesar Rp. 408.121.745.000,- merupakan
pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja
Transfer dihitung berdasarkan kemampuan daerah. Pemberian bantuan
keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang
bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah
desa penerima bantuan. Bantuan keuangan vyang bersifat khusus
peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan
pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Apabila dibandingkan antara total rencana pendapatan Kabupaten
Purbalingga tahun 2025 Perubahan sebesar Rp. 2.090.894.674.000,- dengan total
rencana belanja Kabupaten Purbalingga tahun 2025 Perubahan yang sebesar Rp.
2.145.543.922.000,- maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp. (54.649.248.000),-
. Defisit ini akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 55.711.748.000,-
setelah dimanfaatkan untuk penyertaan modal sebesar Rp. 1.062.500.000 ,-.
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Tabel Ill. 5.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 s.d Tahun 2025 (dalam rupiah)

Kode Uraian REALISASI APBD 2023 REALISASI 2024 APBD 2025 PERUB’;OHZASN RKPD
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 1.508.049.203.836 1.637.045.212.580,15 1.575.463.172.000 1.593.427.543.500
5.2 BELANJA MODAL 139.110.836.234 104.346.734.234,00 118.716.328.000 141.994.633.500
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 423.658.756 355.255.690,00 2.000.000.000 2.000.000.000
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga 423.658.756 355.255.690,00 2.000.000.000 2.000.000.000
54 BELANJA TRANSFER 421.467.594.600 422.520.185.800,00 414.223.786.000 408.121.745.000
5.4.01 | Belanja Bagi Hasil 9.442.342.600 8.996.031.800,00 17.285.068.000 10.714.839.000
5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan 412.025.252.000 413.524.154.000,00 396.938.718.000 397.406.906.000
Jumlah Belanja 2.069.056.840.926 2.164.267.388.304,15 2.110.403.286.000 2.145.543.922.000
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3.2.3.Kebijakan Pembiayaan
3.2.2.1 Kebijakan Pembiayaan Tahun 2025 Induk

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 diarahkan dalam rangka
menutup defisit anggaran yang direncanakan. Sumber utama pada penerimaan
pembiayaan Kabupaten Purbalingga adalah SiLPA. SiLPA tersebut dengan kontribusi
utama adalah sisa belanja, baik karena efisiensi ataupun penyebab lain. Namun
demikian, diharapkan dalam realisasinya SiLPA dapat turun dengan asumsi dari acres
gaji yang tidak dipakai dan sisa belanja yang turun dari tahun ke tahun.

Dalam hal keuangan daerah diperkirakan surplus diutamakan untuk
penyertaan modal dan investasi daerah lainnya yang mendukung pelayanan publik
dan penerimaan pendapatan. Sebaliknya, apabila APBD diperkirakan defisit,
ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat
bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan
kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Kebijakan Pembiayaan harus terkait pula dengan penyelesaian
permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-
potensi daerah. Pemanfaatan potensi-potensi daerah melalui pos pembiayaan
diantaranya adalah melalui Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.
Pembiayaan ini dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan potensi BUMD sebagai
profit center yang dimiliki pemerintah daerah. Alokasi pembiayaan untuk penyertaan
modal diberikan sesuai dengan rencana pengembangan usaha masing-masing
BUMD yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Apabila terdapat
surplus pembiayaan dapat menyediakan dana cadangan.

3.2.2.2 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025
Kebijakan umum pembiayaan daerah dalam Perubahan Tahun Anggaran

2025 diarahkan untuk:

1)  Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran / SiLPA Tahun Anggaran 2024.
Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukan adanya
pelampauan penerimaan pembiayaan dari SiLPA APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp. 55.711.748.000,-. SiLPA tersebut selanjutnya akan digunakan
untuk membiayai kegiatan sesuai dengan sifatnya, dimana sebagian SiLPA
merupakan SiLPA yang sifatnya terikat dan harus digunakan untuk membiayai
kegiatan yang sesuai dengan peruntukan awalnya. Sedangkan SiLPA yang tidak
terikat akan digunakan untuk membiayai belanja sesuai prioritas dan tingkat
kemendesakan.

2)  Penyertaan Modal kepada BUMD. Dalam upaya memperkuat peran serta
BUMD agar mampu memberi kontribusi dan peran yang lebih besar dalam
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk didalamnya
dalam upaya peningkatan PAD.

Proyeksi Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut ini:
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Tabel lll. 6.

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 s.d Tahun 2025

code Uratan REALISASI RAPBD REALISAS| 2024 RKPD 2025 APED 2025 PERUBAHAN RKPD
2023 2025

6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.1.01 | o2 Lebih Perhitungan 75,000,000,000 | 106.667.059.579,85 15.000.000.000 15.000.000.000 55.711.748.000
Anggaran Tahun Sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan - 6.116.537.817,00 - - -
Jumlah Penerimaan 75,000,000,000 | 112.783.597.396,85 15.000.000.000 15.000.000.000 55.711.748.000
Pembiayaan

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan - 36.945.391,00 - - -

6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah 4,362,500,000 1.000.000.000,00 - 1.062.500.000 1.062.500.000

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - -
Jumlah Pengeluaran 4,362,500,000 1.036.945.391,00 . 1.062.500.000 1.062.500.000
Pembiayaan
Pembiayaan Netto 70,637,500,000 | 111.746.652.005,85 15.000.000.000 13.937.500.000 54.649.248.000
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2025
merupakan pelaksanaan tahun ke-empat dari dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 5 Tahun 2021. Namun seiring dengan telah terpilihnya Bupati-Wakil Bupati
periode tahun 2025-2030, maka saat ini berada pada masa transisi dari dokumen RPJMD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ, tanggal
11 Februari 2025 tentang Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah
segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam
perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025. Kemudian berdasarkan Nota
Kesepakatan antara Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga dengan DPRD Kabupaten
Purbalingga Nomor 100.37/NK/04/IV/2025 dan Nomor 170/02 Tahun 2025 mengenai
Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, telah disepakati
beberapa hal antara lain visi dan misi serta tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025-2029, pedoman penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun
2025, dan acuan penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 sampai dengan
RPIMD tersebut ditetapkan.

Oleh karena itu, dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten
Purbalingga dalam dokumen perubahan RKPD 2025 ini didasarkan pada beberapa hal
yaitu:

1)  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengakibatkan pergeseran pemotongan dan
pergeseran alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan
melaksanakan prioritas kepala daerah 2025-2030 utamanya “Alus Dalane Kepenak
Ngodene”;

2)  Capaian pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya sebagai bahan
evaluasi dalam menentukan target untuk tahun berikutnya, sehingga perumusan
sasaran dan prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025 dilakukan dengan mendasarkan pada: a). Hasil evaluasi capaian kinerja
RKPD sampai dengan Triwulan | Tahun 2025 disandingkan dengan target kinerja
tahun 2025 yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026; b). Identifikasi
permasalahan pembangunan daerah; c). Rancangan kerangka ekonomi daerah dan
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kerangka keuangan daerah tahun 2025 termasuk juga memperhatikan dinamika
lingkungan strategis yang berkembang; d). Mempertimbangkan keberlanjutan
program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian sasaran
Pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Purbalingga terpilih hasil Pilkada
serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 dan telah ditetapkan
dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun
2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024, Visi pembangunan
Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 “AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF
UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”. Visi tersebut berfokus pada
percepatan pembangunan di berbagai sektor melalui kerjasama yang erat antara
pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan kesejahteraan
yang berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga. Makna yang termuat dalam Visi tersebut
dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang mampu sejajar dengan daerah
lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu
bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi
tangguh untuk tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa
Tengah. Prinsip pembangunan didasarkan pada pertumbuhan (growth) sektor-
sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah sebagai kekuatan. Melalui strategi
dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri serta dengan upaya yang
sungguh-sungguh pada pembangunan ekonomi, diharapkan agar ketergantungan
terhadap pihak lain secara bertahap dapat dikurangi.

b.  Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang mampu memberikan
pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam
pendidikan; kesehatan; perlindungan sosial; ketenteraman, ketertiban umum
masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas.
Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik
berdasarkan gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan sehingga
memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

C. Purbalingga Kolaboratif adalah Purbalingga yang mampu membangun kerjasama
yang erat dengan melakukan collaborative government hexahelix antara
pemerintah daerah, sektor swasta/pelaku usaha, organisasi non pemerintah,
masyarakat/komunitas, akademisi dan media massa. Kolaboratif merupakan suatu
proses yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan untuk dapat mewujudkan
tujuan Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera. Kolaboratif dilakukan agar
pembangunan dapat melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan kemitraan yang
inklusif dalam rangka meningkatkan kualitas program dan kegiatan untuk mengatasi
masalah publik yang kompleks. Pelaksanaan kerjasama dilakukan secara
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terbuka/akuntabel dan transparan untuk melaksanakan kebijakan dan program
publik bagi pemenuhan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu
kolaboratif dilakukan secara inovatif dengan memanfaatkan digitalisasi dan
perkembangan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun
2025-2029, telah ditetapkan Misi pembangunan daerah yaitu rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.
Adapun Misi Bupati Purbalingga Terpilih tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Misi 1: Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Untuk mampu membangkitkan ekonomi rakyat yang implementasinya
diwujudkan dengan peningkatan daya saing small scale enterprise melalui
pemberdayaan ekonomi lokal khususnya pada UMKM yang ada di Kabupaten
Purbalingga. Dengan pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan UMKM vyang bergerak pada simpul-simpul perekonomian dalam
industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif.
UMKM yang tumbuh bukan hanya UMKM eksisting saja namun juga dapat
menumbuhkan wirausaha baru dan UMKM dengan tetap berorientasi pada
kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan
iklim kondusif, kolaborasi investasi dan penciptaan lapangan kerja terutama di
sektor jasa dan ekonomi kreatif.

Upaya membangkitkan ekonomi rakyat juga diwujudkan dengan memperkuat
daya saing komoditas unggulan serta mendorong peningkatan produksi dan nilai
tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Daya saing ekonomi lokal yang
semakin tumbuh akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita
riil masyarakat yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kemakmuran
rakyat. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga akan menurunkan tingkat
pengangguran karena adanya penyerapan jumlah angkatan kerja.

b.  Misi 2: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Dalam rangka peningkatan daya saing infrastruktur yang implementasinya
diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dalam
rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur juga didukung dengan proyek
berbasis kemitraan publik-swasta melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholders di
tingkat nasional, provinsi maupun antar daerah.

Peningkatan daya saing infrastruktur juga diiringi dengan peningkatan kualitas
lingkungan hidup dan perubahan iklim yang implementasinya diwujudkan dengan
upaya konservasi, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya
penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini dimaksudkan agar tercipta pembangunan
yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan.
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C. Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan
efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang implementasinya diwujudkan
dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan
diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata
manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang
efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan responsif
diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara
pemerintah dengan masyarakat.

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi tersebut juga harus berbasis inovasi
dan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman karena digitalisasi layanan
publik akan mampu mempermudah efisisensi dan aksesibilitas pelayanan
pemerintah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga dapat berkontribusi pada
peningkatan kemandirian fiskal daerah karena dengan dukungan aparatur negara
yang berkualitas dapat membantu daerah dalam mengelola keuangan daerah serta
membantu daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat.

d.  Misi 4: Unggulkan Kualitas SDM

Untuk mewujudkan kualitas SDM yang unggul, implementasinya diwujudkan
dengan peningkatan kualitas manusia yang diukur dari aspek-aspek lahiriah seperti
tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Penguatan dalam aspek pendidikan akan
membentuk karakter dan membangun keadaban serta etos kerja dan integritas
SDM yang memadai. Disamping itu penguatan kesehatan juga dapat berkontribusi
pada peningkatan kualitas SDM, karena masyarakat yang sehat dapat bekerja,
belajar, dan berinovasi dengan lebih baik.

Agar Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029
lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka Visi dan Misi tersebut dijabarkan
secara operasional dalam tujuan dan sasaran. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten
Purbalingga yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah “ MEWUJUDKAN
PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA”. Purbalingga yang Mandiri dapat
diartikan bahwa Kabupaten Purbalingga mampu sejajar dengan daerah lain
mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga dapat bersaing dengan sehat
melalui optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Selanjutnya, Perekonomian Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi tangguh untuk
tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan
Purbalingga yang Sejahtera diarahkan untuk mewujudkan Pemerintahan yang mampu
menyelenggarakan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik
dalam pendidikan; kesehatan; perlindungan sosial; ketenteraman, ketertiban umum
masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas. Hasil
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pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik berdasarkan
gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan sehingga memberikan
kemakmuran bagi masyarakat. Untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah
Kabupaten Purbalingga selama tahun 2025-2029 digunakan indikator kinerja; Pendapatan
Perkapita (ADHB), Angka Kemiskinan, Penurunan Emisi GRK Kumulatif, Indeks
Pembangunan Manusia, Indeks Reformasi Birokrasi, Rasio Pendapatan Asli Daerah
terhadap PDRB. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan
Sasaran Pembangunan Daerah yang akan diwujudkan sebagai berikut:

Sasaran 1: Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata

Dalam rangka mewujudkan tujuan daerah, sasaran pertama yang ingin diwujudkan
adalah perekonomian yang maju dan merata sebagai bagian dari misi Bangkitkan Ekonomi
Rakyat yang diukur dengan Indikator kinerja: Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Ketimpangan
Pendapatan (Gini Ratio), Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Ketahanan Pangan

Sasaran 2: Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas

Pencapaian sasaran pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan
diarahkan pada peningkatan infrastruktur yang berkualitas dengan tolak ukur
keberhasilan Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah.

Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Nyaman

Pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut diarahkan pada peningkatan
kualitas air, udara dan tutupan lahan serta tata kelola sampah. Keberhasilan pencapaian
sasaran pembangunan ini ditandai dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH).

Sasaran 4: Terwujudnya Birokrasi yang Inovatif, Prima dan Berintegritas

Sasaran pembangunan daerah ini diarahkan untuk peningkatan tatakelola
pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola
pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur
pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif,
struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan
responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara
pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan ini diukur
dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP dan Indeks Integritas Nasional.

Sasaran 5: Terwujudnya Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan

Sasaran desa yang inklusif dan berkelanjutan merupakan upaya pembangunan yang
ditujukan untuk kemandirian desa dengan tolak ukur keberhasilan Indeks Desa

Sasaran 6: Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul serta Ketahanan Sosial yang
Adaptif

Sasaran ini merupakan langkah krusial dalam upaya perwujudan purbalingga
mandiri dan sejahtera, fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta
ketahanan sosial. Tolak ukur keberhasilan sasaran pembangunan ini adalah Capaian Rapor
Pendidikan Kabupaten, Usia Harapan Hidup, serta Indeks Pembangunan Keluarga.
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Sasaran 7: Meningkatnya Kehidupan yang Harmonis

Pada sasaran pembangunan ini, pembangunan diarahkan pada penciptaan
keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan
dari sasaran pembangunan ini dilihat dari kinerja Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas.

Adapun indikator dan target kinerja tujuan serta sasaran Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025 secara lengkap terdapat pada tabel berikut.

Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 V-6



Tabel IV.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga serta Target Tahun 2025 pada RKPD Tahun 2025

NO SASARAN

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA

SATUAN

2023 |

2024

TARGET KINERJA 2025

Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan

Kualitas Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi Angka 66,20 81,96 78
Sasaran :
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Nilai SAKIP Angka 67.02 68,10 78

daerah

Misi 2 : Mendorong Kehidupan Masyarakat Religius yang Beriman dan Bertagwa Kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta Mengembangkan Paham Kebangsaan Guna Mewujudkan Terciptanya Rasa Aman dan

Tenteram dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara K

esatuan Republik Indonesia

TUJu.an : Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas per 10.000 187 0,78 14
Tertib dan Toleran penduduk
Sasaran :
Angka Konflik Sosial per 10.000 0,05 0,02 0,06
) ) . penduduk
1. Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum 10,000
Angka Kriminalitas per =4 1,82 0,77 1,43
penduduk
Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Angka Kemiskinan Persen 14,99 14,18 12,5-13,5
Sasaran :
Indeks Ketahanan Pangan Skor 78,05 78,47 83,30
Cakupan Akses Air Minum Layak Persen 96,00 96,52 93,67
1. Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat Cakupan Sanitasi Layak Persen 94,03 95,37 92,75
Cakupan Kawasan Permukiman Tidak Persen 99,12 99,38 99 46
Kumuh Perkotaan
5 I\/Iem.ngkatkan per!mdungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Cakupan PPKS ygng Mendapatkan Persen 92,34 93,81 85,70
Kesejahteraan Sosial (PPKS) Program Pemerintah
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Utamanya Melalui Peningkatan Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat
Tujuan: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia Indeks Pembangunan Manusia Angka 70,51 70,97 70,46
dan Kesetaraan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 93,51 93,74 94,15

Sasaran :
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA 2025
2023 2024

1. Meningkatnya kualitas pendidikan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 12,02 12,03 12,38

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup Tahun 73,98 74,19 73,5

3 z/rlgllmgkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan Kabupaten Layak Anak Nilai 621,35 732,65 710

Misi ke-5 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat dengan Mendorong Simpul-Simpul Perekonomian Utamanya Dalam Industri Pengolahan dan Manufaktur, Pertanian,
Perdagangan, Jasa, Pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif dengan Tetap Beroriantasi Pada Kemitraan dan Pengembangan Potensi Lokal Serta Didukung dengan Penciptaan lklim Kondusif Untuk

Pengembangan Usaha, Investasi dan Peciptaan Lapangan Kerja

Tujuan: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah Pertumbuhan Ekonomi Persen | 4,51 4,55 5-6
Sasaran :
1. Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah Nilai PDRB Per Kapita Rupiah /jiwa 30.390.000 32.090.000 29.685.932
2. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 5,61 4,96 <5

Misi ke-6 : Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan Melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa Indeks Desa Membangun Angka | 0,7784 | 0,7901 | 0,82
Sasaran :
1. Meningkatnya status kemandirian desa Perser‘1t-ase Desa Dengan Kategori Desa Persen 89,29 95,09 50,00
Mandiri dan Maju
Misi ke-7 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Wilayah / Infrastruktur dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan
Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah Angka 77,22 69,19 82,28
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Angka 66,87 67,10 67,85
Sasaran :
Indeks Jalan Mantap Angka 78,83 68,38 85,3
1. Meningkatnya kualitas infrastruktur Ratio Konektivitas Angkutan Jalan Persen 75,61 70,00 100
Persentase Luas Oncoran Air Irigasi Persen 72 73 76
2. Optimalnya pemanfaatan ruang Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang Persen 95,29 94,49 91
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Angka 66,87 67,10 67,85
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Tabel IV.2.

Perubahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga serta Target Tahun 2025 pada Perubahan RKPD Tahun 2025

BASELINE TARGET TAHUN
NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
2024 2025
TUJUAN DAERAH
Pendapatan Perkapita (ADHB) Ribu Rupiah 32.090 35.000 - 36.000
Angka Kemiskinan Persen 14,18 14,06 - 12,86
. . . . Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB Persen 1,06 1,07
Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera Penurunan Emisi GRK Kumulatif tonCO%q 448.472,89 522.952,69
Indeks Pembangunan Manusia Angka 70,97 71,63
Indeks Reformasi Birokrasi Angka 81,96 82,5
SASARAN DAERAH
Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,55 4,5-53
. ) . Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Angka 0,314 0,31
= Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Angka 4,96 4,96 - 4,79
Indeks Ketahanan Pangan Angka 78,47 80,32
2. Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah Angka 64,66 66,09
3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Nyaman Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Angka 75,28 77,05
. . ) o . . Nilai SAKIP Angka 68,1 70,01
4. Terwujudnya Birokrasi yang Inovatif, Prima dan Berintegritas Indeks Integritas Nasional Angka 7718 73
5. Terwujudnya Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan Indeks Desa Angka 76,24 78,84
Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten Persen 84,04 86,01
6. Terwujudnya Kualita§ Manusia yan.g Ungeul Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 74,19 74,23
serta Ketahanan Sosial yang Adaptif
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Angka 63,05 62,43 - 63,94
7. Meningkatnya Kehidupan yang Harmonis Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas F;eermlj%ggl? 0,78 0,75
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4.2. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanaan reses, selanjutnya

ditelaah dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten

Purbalingga Tahun 2025 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dalam aspek
politis. Berkaitan dengan saran dan pendapat berupa Pokok-pokok Pikiran DPRD
berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat tersebut, telah disediakan

kamus usulan yang diarahkan sebagaimana prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten
Purbalingga. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dimasukkan ke dalam e-planning
melalui aplikasi SIPD. Dari hasil analisis atas penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD yang
disampaikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 vyaitu sejumlah 1.130 usulan yang
sebelumnya dalam dokumen induk RKPD Tahun 2025 berjumlah 1.178 usulan.

Adapun 3 (tiga) jenis kamus usulan pokok-pokok pikiran DPRD terbesar adalah: 1)
Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan/Drainase/Jembatan Desa dengan jumlah 312 usulan; 2)
Bantuan Peralatan Usaha Kepada Usaha Mikro dengan jumlah 121 usulan; dan 3) Fasilitasi
permodalan bagi pelaku UMKM dengan jumlah 98 usulan. Selanjutnya rekapitulasi

pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel IV.3.
Rekapitulasi Perubahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025
Jumlah Jumlah
Prioritas Kabupaten / OPD Pengampu / Jenis Usulan Usulan Usulan
Murni Perubahan
Prioritas 1 : Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat 43 65
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 5 5
Pelatihan bidang perikanan 2 2
Penguatan ketahanan pangan desa 3 3
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 36 57
Pembangunan jaringan air bersih/Sumur Bor di pedesaan 12 14
Pengadaan Bronjong 7 8
Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan 6 11
Rehabilitasi rumah tidak layak huni 9 22
Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal desa 1
Togor dan Jaringan Listrik Desa 1
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 5 3
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sarpras LKSA / Panti Asuhan / Panti Rehabilitasi 2 3
Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Manusia 106 141
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 76 110
Pembangunan Gedung PAUD 7 11
Pembangunan ruang kelas/Gedung Penunjang SD/MI| 12 15
Pembangunan ruang kelas/Gedung Penunjang SMP/MTs 5 5
Pemeliharaan benda/tempat cagar budaya 1 1
Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll) 15 17
Pengadaan sarana prasarana pembelajaran di SD/MI 8 11
Pengadaan sarana prasarana pembelajaran di SMP/Mts 2 2
Pengadaan sarana prasarana pembelajaran PAUD 12 15
Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik 3 3
Rehabilitasi Gedung PAUD 5 9
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Jumlah Jumlah
Prioritas Kabupaten / OPD Pengampu / Jenis Usulan Usulan Usulan
Murni Perubahan
Rehabilitasi ruang kelas SD/MI 6 21
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 29 30
Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat 23 24
Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga 5
Penyuluhan dan pelatihan bidang pemuda 1
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1
Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa 1
Prioritas 3 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 332 380
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 217 222
Bantuan peralatan kepada koperasi 2 2
Bantuan peralatan usaha kepada usaha mikro 120 121
Fasilitasi perijinan untuk UMKM 1 1
Fasilitasi permodalan bagi pelaku UMKM 94 98
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 1
PEMBANGUNAN/REHAB PASAR KECAMATAN 1 1
DINAS PERTANIAN 114 157
Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas 38 65
Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik 14 15
Fasilitasi permodalan bagi petani 1
Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani) 6
Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani 24 26
Pengembangan kelompok di bidang budidaya pertanian/ peternakan 31 41
Prioritas 4 : Peningkatan Pelayanan Publik 480 430
BADAN KEUANGAN DAERAH 333 429
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa 9 12
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa 2 2
Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa 250 312
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa 46 66
Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa 16 25
Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai 9 12
Revitalisasi makam desa 1 0
SEKRETARIAT DAERAH 147 1
Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan 147 1
Prioritas 5 : Penguatan Desa 55 45
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 55 45
Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa 55 45
Prioritas 6 : Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan 146 69
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 143 65
Pelebaran jalan kabupaten 1 1
Pelebaran jembatan kabupaten 1 1
Pembangunan drainase jalan kabupaten 4 4
Pembangunan jalan kabupaten 6 6
Pembangunan jaringan air bersih/Sumur Bor di pedesaan 1 0
Pembangunan jaringan irigasi sekunder 2 1
Pembangunan jembatan gantung 3 3
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Jumlah Jumlah
Prioritas Kabupaten / OPD Pengampu / Jenis Usulan Usulan Usulan
Murni Perubahan
Pembangunan jembatan kabupaten 1 1
Pembangunan talud jalan kabupaten 6 5
Pemeliharaan jalan poros desa 81 5
Pemeliharaan jalan kabupaten 28 29
Pemeliharaan jaringan irigasi sekunder 1 1
Perbaikan drainase jalan kabupaten 7 7
Rehabilitasi saluran irigasi sekunder kewenangan kabupaten 1 1
DINAS PERHUBUNGAN 3 4
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan 3 4
Kabupaten
USULAN YANG DIBATALKAN/DIKEMBALIKAN 16 15
TOTAL 1.178 1.130

4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025 tidak terlepas dari

hasil pembangunan tahun berjalan sampai dengan triwulan | tahun 2025. Selain itu, juga

memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam
RPJMN Tahun 2025-2029, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat
dan Daerah, serta berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi

Jawa Tengah yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2025-2029, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan

Daerah

4.3.1.Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Visi RPIMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029
yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut

mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri

terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang

telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya sehingga berhasil

mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita

Indonesia Emas 2045. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yang

dikenal sebagai Asta Cita. Misi tersebut juga ditetapkan menjadi prioritas nasional,

yang terdiri dari:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi

syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja

yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri

kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui

peran aktif koperasi;
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Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta
penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan
penyandang disabilitas;

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya
alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,
alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas pembangunan nasional menjadikan asta cita menjadi prioritas

pembangunan nasional dengan sasaran pembangunan nasional sebagai berikut :

1)

Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju dengan
indikator dan target tahun 2025 adalah Pertumbuhan Ekonomi 5,3; GNI per
kapita meningkat menjadi 5.410 USD; Kontribusi PDB Maritim menikgat
menjadi 8,1 persen serta PDB Manufaktur meningkat menjadi 20,18 persen;
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, dengan
indikator dan target tahun 2025 adalah Global Power Index meningkat
menajdi peringkat 33;

Kemikinan menurun dan ketimpangan berkurang, dengan indikator dan
target tahun 2025 adalah Tingkat Kemiskinan turun menjadi 7,0 — 8 persen;
Rasio Gini turun menjadi 0,378 — 0,382; Kontribusi PDRB KTl meningkat
menjadi 21,4 persen;

Daya saing sumberdaya manusia meningkat, dengan indikator dan target
tahun 2025 adalah Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat menjadi 0,56;
Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission, dengan indikator
dan target tahun 2025 adalah Penurunan Intensitas Emisi GRK menjadi 35,53
persen; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 76,49.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional Jangka

Menengah serta pencapaian sasaran nasional arah pembangunan daerah sesauai
SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ, tentang Penyusunan Arah Kebijakan
Pembangunan daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, agar

memastikan prioritas tahun 2025 menjadi arah kebijakan daerah yakni :

1

A W N

)
)
)
)
)

Ul

Penguatan sumberdaya manusi, pendidikan dan kesehatan;
Program Makan Bergizi Gratis (MBG);

Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim;
Pengendalian inflasi;

Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
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6)  Dukungan swasembada pangan;

7)  Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan
dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM).

4.3.2.Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga juga disusun dengan
berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah
yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Visi dan misi Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada filosofi cita-cita
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk “NGOPENI. NGLAKONI. Jateng”.
Dengan landasan filosofis tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan daerah
Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah: “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang
Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. Pencapaian visi tersebut
dilaksanakan melalui enam misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya
Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;

2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan
Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif
dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;

4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan
berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;

5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya
lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah,
perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;

6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka
kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah.
Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan vyang partisipatif,
kolaboratif, dan terintegrasi.

Fokus arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu Meningkatkan
Kualitas Infrastruktur bagi Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat,
dengan fokus pada infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, penyediaan air untuk
petani serta teknologi dan data. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut
dijabarkan dalam empat prioritas daerah vyaitu :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan
berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan
berkualitas;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,
berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;

3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;

4, Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
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4.3.3.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 merupakan
strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang
telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025 yaitu
sebagai berikut:

PDRB per Kapita sebesar 48,53-48,66 juta rupiah;

Angka kemiskinan sebesar 9,66 — 9,00 persen;

Rasio Gini sebesar 0,362;

Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,90-5,60 persen;

Inflasi sebesar 2,5 + 1 persen;

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,81-4,42 persen;
Nilai Tukar Petani sebesar 107,52 persen;

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99;

O 0 N U A W e

Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 59,92;

o
o

Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13;

= e
N

Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,50;
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,68;

[
w

Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00 persen; dan

o
&

Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Berpedoman pada prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa
Tengah, serta Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025-2030,
maka fokus arah kebijakan Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2025 vyaitu
“Kolaborasi dan Inovasi dalam Rangka Penguatan Kapasitas Infrastruktur dan
Pelayanan Publik Sebagai Fondasi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketangguhan Sosial
yang Inklusif dengan Tetap Menjaga Kualitas Pendidikan dan Kesehatan”. Secara
holistik pembangunan Kabupaten Purbalingga didukung oleh perencanaan yang
komprehensif dari hulu sampai hilir yang diawali dengan arah kebijakan
pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi,
tertuang dalam program utama sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, melalui:

. Menciptakan proyek berbasis kemitraan publik-swasta untuk
mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan
konektivitas ekonomi;

° Revitalisasi dan realisasi program infrastruktur yang mangkrak
melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholders di tingkat
nasional, provinsi dan lintas daerah.

b. Pembangunan yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan

hidup sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya

masalah sampah, tatakelola lingkungan masyarakat marginal di

bantaran sungi dan wilayah pinggiran.

Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 V-5



2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan
Modernisasi Sektor Pertanian, tertuang dalam program utama sebagai

berikut:
a. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD, melalui:
. Kolaborasi investasi dan peningkatan infrastruktur

b. Peningkatan  kemakmuran masyarakat dengan meningkatkan
pendapatan per kapita, melalui:

. Penyelenggaraan program inkubator dan akselerator wirausaha
baru;

. Fasilitasi /link and match untuk UMKM lokal dengan pemain
nasional dan global untuk meningkatkan akses pasar dan
pendapatan;

° Memperkuat daya saing komoditas unggulan Kabupaten
Purbalingga di tingkat nasional.

C. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, melalui:

° Penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi
kreatif;

° Membangun kolaborasi job-fair bersama perusahaan nasional
dan daerah untuk penyerapan angkatan kerja.

d. Dukungan untuk wirausaha muda dan UMKM, melalui:
° Pendirian pusat kreatif (creative center) dan startup center di

setiap kecamatan untuk mendukung generasi milenial & generasi
Z (gen-MZ) dan wirausaha muda;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM
yang Unggul, tertuang dalam program utama sebagai berikut:

a. Peningkatan layanan pendidikan, melalui:
° Pemberian beasiswa untuk pelajar hingga jenjang vokasi;
) Renovasi sekolah SD dan SMP;
° Penghargaan tahunan bagi guru kreatif dan inovatif melalui

Bupati Award.
b. Peningkatan layanan kesehatan, melalui:

° Peningkatan kelas layanan puskesmas;
° Pemberian kesejahteraan kader posyandu;
° Menyediakan layananan kesehatan gratis untuk memastikan

akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

C. Pembinaan olahraga terpadu untuk generasi muda yang mencakup
pelatihan intensif, peningkatan fasilitas olahraga, dan dukungan
kompetensi untuk mengembangkan bakat dan membangun karakter
sampai tingkat kecamatan dan desa.

4. Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi,
tertuang dalam program utama sebagai berikut:

a. Kepemimpinan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat, melalui:
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° Program Open-House Bupati untuk mendengarkan langsung
aspirasi masyarakat dan memperkuat komunikasi antara
pemerintah dan masyarakat;

° Pelibatan kontribusi para tokoh masyarakat, ulama dan tokoh
agama, teknokrat dan birokrat untuk mewujudkan pemerintahan
yang inklusif dan kolaboratif.

b. Reformasi  birokrasi  dan  struktur  pemerintahan  dengan
mengoptimalkan  pelayanan  publik dan reformasi  struktur
pemerintahan hingga ke tingkat RT yang inovatif, melalui:

° Peningkatan dana operasonal RT dan penghargaan RT
berprestasi;

. Pemberian dana bergulir dan mobil operasional desa untuk
pemberdayaan masyarakat dan meningaktkan efektifitas layanan
dan kegiatan di desa.

C. Pelayanan pemerintah dan pembangunan yang kolaboratif berbasis
inovasi dan teknologi, melalui:

° Digitalisasi layanan publik dengan bekerjasama dengan lembaga
pendidikan dan lembaga inovasi nasional guna meningkatkan
efisisensi dan aksibilitas pelayanan pemerintah.

4.4. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan Prioritas
Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-
2029 dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan pedoman untuk
merumuskan prioritas, sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan
pembangunan yang dilakukan oleh daerah provinsi dan kabupaten. Prioritas Kabupaten
Purbalingga tahun 2025 harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional karena
keberhasilan pembangunan nasional akan menjadi cerminan keberhasilan dari
pencapaian pembangunan daerah. Secara lengkap sinkronisasi Prioritas Pembangunan
Kabupaten Purbalingga dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional
sebagaimana dijelaskan pada tabel berkut:

Tabel IV.4.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025

Prioritas Pembangunan
Kabupaten Purbalingga

Selaras dengan Prioritas
Provinsi Jawa Tengah

Selaras dengan
Prioritas Nasional

Prioritas 1 : Peningkatan
Infrastruktur untuk
Meningkatkan
Konektivitas Ekonomi

Prioritas 1 : Penguatan Kapasitas
Perekonomian yang Berdaya Saing
dan Berkelanjutan Berbasis Sektor
Unggulan Didukung dengan
Infrastruktur yang Merata dan
Berkualitas.

Prioritas 3 : Penguatan Ketahanan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup

Prioritas 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,
Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
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Prioritas Pembangunan
Kabupaten Purbalingga

Selaras dengan Prioritas
Provinsi Jawa Tengah

Selaras dengan
Prioritas Nasional

Prioritas 2 :
Pemberdayaan Ekonomi
Lokal Melalui
Pengembangan UMKM
dan Modernisasi Sektor
Pertanian

Prioritas 1 : Penguatan Kapasitas
Perekonomian yang Berdaya Saing
dan Berkelanjutan Berbasis Sektor
Unggulan Didukung dengan
Infrastruktur yang Merata dan
Berkualitas.

Prioritas 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui
Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,
Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Prioritas 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas,
Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri
Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di
Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

Prioritas 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan
Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan
Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Prioritas 3 : Peningkatan
Kualitas Pendidikan dan
Kesehatan untuk
Membangun SDM yang
Unggul

Prioritas 2: Penguatan Kualitas
Sumber Daya Manusia yang Lebih
Pintar, Sehat, Bugar, Berkarakter,
dan Adaptif Secara Inklusif dan
Merata.

Prioritas 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan,
Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan
Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan
Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

Prioritas 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk
Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan
Pemberantasan Kemiskinan.

Prioritas 4 : Digitalisasi
Pelayanan Publik untuk
Meningkatkan Efisiensi
dan Transparansi

Prioritas 4 : Penguatan Tata Kelola
Pemerintahan yang Lebih Adaptif
dan Kolaboratif.

Prioritas 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi,
dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Prioritas 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk
Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan
Pemberantasan Kemiskinan.

Prioritas 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.

Prioritas 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang
Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta
Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk
Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.
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BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025

Kebijakan perubahan pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025
diproyeksikan sebesar Rp. 2.090.894.674.000 yang bersumber dari PAD sebesar Rp.
436.414.333.000 dan Dana Transfer sebesar Rp. 1.641.025.841.000. Sementara itu,
kebijakan perubahan belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.
2.145.543.992.000 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta
belanja transfer. Pembiayaan daerah untuk menutup surplus antara pendapatan dan
belanja diproyeksikan sebesar Rp. 55.711.748.000. Perubahan belanja daerah tahun 2025
antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan
mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib pemerintahan
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan sesuai
dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas
pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sesuai dengan Visi Misi dan Program
Prioritas Bupati terpilih atas Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan di tahun 2024.

Perubahan Belanja daerah tahun 2025 secara rinci dijabarkan sebagai berikut: 1)
Belanja Operasi, di antaranya untuk belanja gaji pegawai dan kompensasi yang diberikan
kepada Kepala Daerah dan DPRD; belanja barang/jasa, antara lain untuk operasional
kegiatan rutin kantor; belanja hibah, antara lain untuk lembaga pendidikan umum dan
keagamaan, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik
dan lembaga sosial kemasyarakatan, kelompok UMKM, kelompok tani/budidaya; dan
belanja bantuan sosial berupa bantuan biaya pendidikan untuk siswa miskin, pemenuhan
kebutuhan pokok dan perbaikan rumah tidak layak huni; 2) Belanja Modal; 3) Belanja Tidak
Terduga untuk keadaan darurat dan mendesak; 4) Belanja Transfer berupa bagi hasil pajak
serta bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Selengkapnya proyeksi pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.1. Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2025
PERUBAHAN RKPD
KODE URAIAN 2025
4 PENDAPATAN DAERAH 2.146.606.422.000
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 436.414.333.000
4.1.01 Pajak Daerah 158.103.000.000
4.1.02 Retribusi Daerah 198.906.551.000
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 22.359.265.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 57.045.517.000
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.641.025.841.000
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.544.544.170.000
4.2.11 Dana Perimbangan 1.302.968.720.000
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PERUBAHAN RKPD
KODE URAIAN 2025

4.2.11.01 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil 35.389.350.000
4.2.11.02 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 894.757.889.000
4.2.11.03 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus 372.821.481.000
4.2.15 Dana Desa 241.575.450.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 96.481.671.000
4.2.2.01 | Pendapatan Bagi Hasil 95.754.671.000
4.2.2.02 | Bantuan Keuangan 727.000.000
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.454.500.000
4.3.01 Pendapatan Hibah 13.454.500.000
43.02 Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan -
5 BELANJA DAERAH 2.145.543.922.000
5.1 BELANJA OPERASI 1.593.427.543.500
5.1.01 Belanja Pegawai 1.037.828.891.200
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.110.408.300
5.1.03 Belanja Subsidi 31.875.000
5.1.04 Belanja Hibah 38.242.299.000
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.214.070.000
5.2 BELANJA MODAL 141.994.633.500
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.765.532.500
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.228.927.000
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 79.706.943.000
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.593.231.000
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 700.000.000
54 BELANJA TRANSFER 408.121.745.000
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 10.714.839.000
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 397.406.906.000
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 55.711.748.000
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 55.711.748.000
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.062.500.000
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 1.062.500.000

TOTAL BELANJA DAERAH + TOTAL PENGELUARAN 2.145.543.922.000

PEMBIAYAAN

Proyeksi belanja daerah tahun perubahan 2025 selanjutnya dijabarkan dalam rencana
program/kegiatan dengan pagu indikatif per OPD sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
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Tabel V.2.

Pagu Indikatif per Perangkat Daerah Tahun Perubahan 2025

KODE SKPD

SATUAN PERANGKAT DAERAH

PAGU INDIKATIF

1.01.2.22.0.00.02.0000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

746.184.702.000

1.02.0.00.0.00.01.0000

DINAS KESEHATAN

452.578.514.000

1.03.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

102.274.397.000

1.04.1.03.2.10.02.0000

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

7.844.466.000

1.05.0.00.0.00.01.0000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

8.271.339.000

1.05.0.00.0.00.02.0000

BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

3.473.154.000

1.06.2.14.2.08.06.0000

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

29.793.883.000

2.07.3.32.0.00.02.0000

DINAS TENAGA KERJA

6.698.347.000

2.09.3.25.0.00.02.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN

5.804.619.000

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

17.572.864.000

2.12.0.00.0.00.01.0000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL

6.460.437.000

2.13.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

9.687.871.000

2.15.0.00.0.00.01.0000

DINAS PERHUBUNGAN

20.016.462.000

2.16.2.20.2.21.03.0000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

8.102.226.000

2.17.0.00.0.00.01.0000

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

6.354.882.000

2.18.0.00.0.00.01.0000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

4.255.182.000

2.19.3.26.0.00.02.0000

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

10.456.439.000

2.24.2.23.0.00.02.0000

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

4.026.464.000
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KODE SKPD

SATUAN PERANGKAT DAERAH

PAGU INDIKATIF

3.27.0.00.0.00.01.0000

DINAS PERTANIAN

46.022.592.000

3.31.3.30.0.00.02.0000

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

15.898.086.000

4.01.0.00.0.00.01.0000

SEKRETARIAT DAERAH

55.350.324.000

4.02.0.00.0.00.02.0000

SEKRETARIAT DPRD

66.782.563.000

5.01.5.05.0.00.02.0000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

6.378.958.000

5.02.0.00.0.00.01.0000

BADAN KEUANGAN DAERAH

430.283.073.000

5.03.5.04.0.00.01.0000

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

6.947.739.000

6.01.0.00.0.00.01.0000

INSPEKTORAT DAERAH

12.440.980.000

7.01.0.00.0.00.01.0000

KECAMATAN KEMANGKON

1.485.275.000

7.01.0.00.0.00.02.0000

KECAMATAN BUKATEJA

1.992.268.000

7.01.0.00.0.00.03.0000

KECAMATAN KEJOBONG

1.613.626.000

7.01.0.00.0.00.04.0000

KECAMATAN KALIGONDANG

1.746.757.000

7.01.0.00.0.00.05.0000

KECAMATAN PURBALINGGA

14.919.026.000

7.01.0.00.0.00.06.0000

KECAMATAN KALIMANAH

5.158.132.000

7.01.0.00.0.00.07.0000

KECAMATAN KUTASARI

1.726.754.000

7.01.0.00.0.00.08.0000

KECAMATAN MREBET

2.031.271.000

7.01.0.00.0.00.09.0000

KECAMATAN BOBOTSARI

1.601.311.000

7.01.0.00.0.00.10.0000

KECAMATAN KARANGREJA

1.701.739.000

7.01.0.00.0.00.11.0000

KECAMATAN KARANGANYAR

1.467.550.000

7.01.0.00.0.00.12.0000

KECAMATAN KARANGMONCOL

1.655.243.000

7.01.0.00.0.00.13.0000

KECAMATAN REMBANG

1.894.263.000

7.01.0.00.0.00.14.0000

KECAMATAN BOJONGSARI

1.759.435.000

7.01.0.00.0.00.15.0000

KECAMATAN PADAMARA

2.832.713.000

7.01.0.00.0.00.16.0000

KECAMATAN PENGADEGAN

2.035.200.000
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KODE SKPD SATUAN PERANGKAT DAERAH PAGU INDIKATIF
7.01.0.00.0.00.17.0000 | KECAMATAN KARANGJAMBU 1.856.901.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 | KECAMATAN KERTANEGARA 1.448.365.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.657.530.000
Total 2.145.543.922.000

5.2 Rencana Program Prioritas Tahun 2025

Indikasi rencana program tahun 2025 disusun berdasarkan prioritas pembangunan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, yang mempertimbangkan RPJMN dan
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Rencana program prioritas yang disusun berdasarkan urusan sesuai dengan Undang-
Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Urusan
Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Kunkuren,
dan Urusan Pemerintahan Umum. Selain itu rencana program prioritas juga mengikuti
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program Prioritas dan Indikator Kinerja untuk mendukung pencapaian
tujuan pembangunan daerah dalam rancangan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025
terbagi ke dalam: 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18
(delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan
pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan
pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur
kewilayahan serta 1 (satu) urusan pemerintahan umum sebagaimana diuraikan di bawah
ini.

5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (6 Urusan
Bidang)
1.  Urusan Pendidikan (2 Program)
Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang
Pendidikan adalah dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pendidikan
dasar, PAUD, dan Pendidikan non formal/kesetaraan serta program unggulan
daerah “mageh pada sekolah”. Selain itu juga diarahkan untuk Pembangunan
sarana prasarana dan utilitas sekolah, rehabilitasi sedang/berat sarana,
prasarana dan utilitas sekolah, pengadaan perlengkapan sekolah, pemeliharaan
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rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah, penyediaan biaya personil peserta
didik sekolah dasar bagi siswa kurang mampu, penyediaan pendidik dan tenaga
kependidikan bagi satuan Pendidikan sekolah, pembinaan kelembagaan dan
manajemen sekolah, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.
Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:
1)  Program Pengelolaan Pendidikan
Program ini dilaksanakan dalam rangka serta untuk mencapai target
indikator program pada tahun 2025 yaitu: 1) Tingkat partisipasi warga
negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar:
99,85%; 2) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang
berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama: 96,77%; 3) APM
PAUD: 82%; 4) Presentase PKBM yang terakreditasi: 88,89%.
2)  Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai target
indikator program pada tahun 2025, yaitu: Persentase SD dan SMP
dengan rasio guru diatas 20: 10,38%.

2. Urusan Kesehatan (4 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang
Kesehatan adalah dalam rangka mendukung pencapaian SPM Kesehatan. Selain
itu fokus pada pelayanan kesehatan pada kegiatan peningkatan pelayanan
BLUD, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit dan puskesmas, pengadaan
prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan alat
kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan
obat dan vaksin, pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, bayi baru
lahir dan balita, pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar,
usia produktif dan wusia lanjut, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi
masyarakat, pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, serta peningkatan
kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan. Adapun program
prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program ini akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai target
indikator program pada tahun 2025, yaitu: 1) Persentase status akreditasi
fasilitas pelayanan kesehatan minimal Madya atau sederajat: 100%; 2)
Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk: 2,25 per 100.000; 3)
Prevalensi stunting (data EPPGM): 11%; 4) Angka Morbiditas: 17,6%.

2)  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu: Persentase puskesmas dengan 9 (Sembilan) jenis tenaga
kesehatan sesuai standar: 100%.

3)  Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu: 1) Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian vyang
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memenuhi standar: 96,23%; dan 2) Persentase PIRT bersertifikat yang
dilakukan pembinaan dan pengawasan: 100%.

4)  Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase Desa/Kelurahan sehat mandiri: 41,1%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (8 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah dalam rangka mendukung
pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui diantaranya
meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan pengembangan sumber daya
air yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan air irigasi pertanian;
perencanaan dan pembangunan serta pengawasan dan pemanfaatan,
rehabilitasi, renovasi, ubah suai serta pemeliharaan dan perawatan bangunan
gedung daerah kabupaten/kota; penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan
teknis sistem pengembangan jalan, survey kondisi jalan/jembatan;
pembangunan jalan; pelebaran jalan menuju standar; pemeliharaan berkala
jalan; pemeliharaan rutin jalan; pembangunan jembatan dan pemeliharaan
berkala jembatan; pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan
kontruksi; pembangunan serta peningkatan SPAM di kawasan perdesaan.
Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun

2025, yaitu: 1) Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik:

49%; 2) Persentase bendung kondisi baik: 49%.

2)  Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun

2025, yaitu: Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air

minum tahun n sebesar: 0,57%

3)  Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vyaitu: Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R
sebesar: 2,5%

4)  Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses
sanitasi tahun n sebesar: 1,34%.

5) Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik sebesar: 79
bangunan

6) Program Penyelenggaraan Jalan
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Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang
sebesar: 4,62%

7)  Program Pengembangan Jasa Kontruksi
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase jasa kontruksi yang terbina: 70%

8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang
sebanyak: 3 kawasan.

4, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (4 Program)
Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah dalam rangka mendukung

pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang pada sub bidang air limbah, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH),

pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh

kewenangan kabupaten, penyelenggaraan penyediaan sarana, prasarana dan
utilitas umum di perumahan dan permukiman untuk menunjang fungsi hunian.

Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Pengembangan Perumahan
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan: 100%

2) Program Kawasan Permukiman
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase Luas kawasan kumuh perkotaan tertangani
sebesar: 49,89%.

3)  Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar: 99,32%

4)  Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Cakupan Lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang
didukung PSU layak sebesar: 65,81%.

5.  Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (3
Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah dalam
rangka mendukung pencapaian SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, SPM pemadam kebakaran dan SPM
penanggulangan bencana. Menitikberatkan pada pencegahan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi
Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam
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pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia (HAM), penanganan atas
pelanggaran peraturan daerah dan peraturan-peraturan Bupati serta sosialisasi
penegakan Perda dan Perkada. Untuk penanggulangan bencana dititikberatkan
pada Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana
Kabupaten, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten,
pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap
bencana Kabupaten, serta pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
bencana Kabupaten, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten, pencarian,
pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten, serta penyelamatan dan
evakuasi korban bencana. Sedangkan untuk pemadam kebakaran
menitikberatkan pada respon time terhadap penanggulangan bencana
kebakaran dan kesiapsiagaan SDM Damkar dalam penanganan kebakaran dan
non kebakaran. Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun
2025 adalah:
1)  Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: 1) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan): 99,65%; dan 2) Persentase penegakkan perda:
12,96%.
2) Program Penanggulangan Bencana
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vyaitu: Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan
kebencanaan sebesar: 80,55%.
3)  Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase penanganan kejadian kebakaran: 100%

6.  Urusan Sosial (5 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang
Sosial adalah dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang Sosial. Fokus
pada peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial di wilayah
yang menjadi kewenangan Kabupaten, pemberian layanan data dan
pengaduan, penyediaan makanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu,
pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, pengoptimalan Rumah
Singgah serta Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan
rehabilitasi sosial Kabupaten, pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS), fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, penanganan khusus
bagi kelompok rentan, serta penanganan korban tindak kekerasan. Adapun
program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Pemberdayaan Sosial

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun

2025, yaitu: Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat

dalam penanganan masalah sosial sebesar 65,48%.
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2)

3)

4)

5)

Program Rehabilitasi Sosial

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya diluar panti sebesar 100%.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vyaitu: Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial
sebesar 97,78%.

Program Penanganan Bencana

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat sebesar 100%.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vyaitu: Persentase TMP dan makam leluhur vyang fasilitasi
pengelolaannya sebesar 100%.

5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (18
Urusan Bidang)
1. Urusan Tenaga Kerja (4 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang

Tenaga Kerja fokus pada pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan

bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi yang tersedia di Balai Latihan

Kerja (BLK), penyaluran ke tempat kerja / penempatan antar kerja baik pencari

kerja dalam daerah, Antar Lintas Daerah (AKAD) dan pencari kerja Antar Lintas

Negara (AKAN), serta pencegahan perselisihan hubungan industrial, dan

pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama tripartite daerah Kabupaten.

Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)

2)

3)

4)

Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja
sebesar 100%.

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu: Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja
sebesar 11,36%.

Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui
mekanisme layanan antarkerja lintas daerah sebesar 59,36%.

Program Hubungan Industrial
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Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja
yang layak dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) sebesar 93,71%

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (5 Program)
Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dalam rangka
mendukung pencapaian SPM bidang Sosial. Fokus dititikberatkan pada
sosialisasi kebijakan pelaksanaan Penggarusutamaan Gender (PUG) termasuk
Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender (PPRG), advokasi kebijakan
dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum,
sosial, dan ekonomi, pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup
daerah Kabupaten, penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan
korban kekerasan, pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap anak,
serta Pemenuhan Hak Anak (PHA) di lingkup Kabupaten. Adapun program
prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: 1) Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif
dan perempuan sebagai pengambilan keputusan di OPD: 18,33%; dan 2)
Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan rumahtangga:
51,05%.

2)  Program Perlindungan Perempuan
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per
100.000 penduduk perempuan) sebesar 2,03%.

3)  Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase data gender dan anak yang disediakan: 100%.

4)  Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Cakupan desa/kelurahan layak anak sebesar 33,89%.

5)  Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus
sebesar 34,57%; dan 2) Persentase anak yang menjadi korban kekerasan
yang ditangani sebesar 100%.

3.  Urusan Pangan (4 Program)
Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan
bidang Pangan menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur lumbung
pangan, pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan,
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pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten, pemberdayaan
masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya
lokal, penyusunan serta pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan
kerentanan pangan serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan
penyaluran cadangan pangan pada daerah kerawanan pangan, pengawasan
keamanan pangan segar dan penguatan kelembagaan keamanan pangan.

Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan
Kemandirian Pangan
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik
sebesar 56,64%.

2)  Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: persentase konsumsi pangan sesuai dengan AKG sebesar
96,3%.

3) Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase desa rentan pangan (Prioritas I, Il dan Ill) sebesar
2,09%.

4) Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman
sebesar 90,58%.

4, Urusan Pertanahan (3 Program)
Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan

bidang Pertanahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui
mediasi sebesar 100%.

2)  Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah
untuk pembangunan sebesar 100%.

3)  Program Penatagunaan Tanah
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah
daerah sebesar 0,01%.

5.  Urusan Lingkungan Hidup (9 Program)
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Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang
Lingkungan Hidup adalah dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat pada sub bidang air limbah. Menitikberatkan
pada koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran
lingkungan hidup terhadap media tanah, air dan udara, pengelolaan
laboratorium lingkungan hidup, penghentian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup dan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran, pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengawasan pencemaran Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (Limbah B3), fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban ijin
lingkungan dan/atau ijin PPLH dan pengawasan usaha atas ijin yang telah
diterbitkan, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan
hidup dan pendampingan Gerakan peduli lingkungan hidup, kampung proklim,
serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
dan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST,
sosialsisasi TPS 3R, optimalisasi TPA Kalipancur, dan pembangunan TPST.
Adapun program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun

2025, vyaitu: Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan

informasi lingkungan hidup sebesar 100%.

2)  Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Hidup

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun

2025, yaitu: Cakupan pemantauan kualitas air dan udara sebesar 100%.
3)  Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun

2025, yaitu: Persentase peningkatan luas RTH sebesar 0,006%.

4)  Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun

2025, yaitu: Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang

dikeluarkan sebesar 100%.

5)  Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun

2025, vyaitu: Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin

lingkungan dan izin PPLH sebesar 100%.

6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan

Hidup untuk Masyarakat

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun

2025, yaitu: Persentase bank sampah yang beroperasi sebesar 65,28%.
7)  Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
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Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase sekolah adiwiyata sebesar 6,21%.

8)  Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Cakupan penanganan pengaduan masyarakat terkait izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota sebesar 100%.

9) Pengelolaan Persampahan
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: cakupan area pelayanan sampah sebesar 55,56%.

6.  Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (4 Program)
Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menitikberatkan pada
pelayanan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk dan
penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan
penyenggaraan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan,
pemanfaatan dan penyajian database kependudukan serta penyelenggaraan
informasi administrasi kependudukan. Adapun program yang akan dilaksanakan
pada tahun 2025 adalah:
1)  Program Pendaftaran Penduduk
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: 1) Cakupan kepemilikan KTP elektronik: 99,06%; 2) Cakupan
kepemilikan Kartu Keluarga: 100%; dan 3) Persentase anak usia 0-17
tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA: 70%.
2)  Program Pencatatan Sipil
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: 1) Cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian sebesar
98,55%; dan 2) Cakupan kepemilikan akte perkawinan, perceraian,
pengakuan, dan pengesahan anak sebesar 100%.
3)  Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu: Persentase OPD vyang telah memanfaatkan data
kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sebesar 100%.

7.  Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa fokus pada fasilitasi penyelenggaraan
administrasi pemerintah desa, fasilitasi produk hukum desa, fasilitasi
penyusunan perencanaan pembangunan desa, pembinaan peningkatan
kapasitas aparatur pemerintah desa, fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset
desa, pembinaan pemberdayaan BUMDES dan lembaga kerja sama antar desa,
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serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang

pemberdayaan desa. Adapun program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025

adalah:

1) Program Penataan Desa
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vyaitu: Persentase desa yang difasilitasi terkait dengan
penyelenggaraan penataan desa sebesar 100%.

2) Program Peningkatan Kerjasama Desa
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase desa yg melakukan kerjasama aktif (baik antar
desa dan desa dengan pihak ketiga) sebesar 80,36%.

3)  Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa
sebesar 100%.

4)  Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan
Masyarakat Hukum Adat
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina sebesar
63,37%.

5)  Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (3 Program)
Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menitikberatkan pada
promosi dan penyediaan sarana KIE program KKBPK, penyediaan sarana
pendukung operasional PKB/PLKB dan penggerakan kader institusi masyarakat
pedesaan (IMP), pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana
penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan, peningkatan kesertaan
penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang, serta promosi dan konseling
kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan,
pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB, serta pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Adapun program yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:
1)  Program Pengendalian Penduduk
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: 1) Persentase ketersediaan dokumen kebijakan pengendalian
penduduk: 100%
2)  Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu: Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak
terpenuhi (Unmet need KB) sebesar 9,20%; dan 2) Persentase
Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 35,04%.

Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 V-1a




3)  Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Cakupan keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS: 10,39%;
dan 2) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL ber-KB
sebesar 87,69%.

8.  Urusan Perhubungan (1 Program)

Program vyang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang
Perhubungan fokus pada penyediaan dan rehabilitasi serta pemeliharaan
perlengkapan jalan-jalan di Kabupaten, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas
parkir, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala
kendaraan bermotor, pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan
umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu)
daerah Kabupaten, serta fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin
penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Adapun hanya 1 (satu) program
yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu:

1)  Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (10
kegiatan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun

2025, yaitu: Persentase layanan angkutan umum vyang aktif sebesar

71,32%; dan 2) Persentase perlengkapan jalan kondisi baik sebesar 80%.

9.  Urusan Komunikasi dan Informatika (2 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan
bidang Komunikasi dan Informatika fokus pada pengelolaan media komunikasi
publik, pelayanan informasi publik dan penyelenggaraan hubungan masyarakat,
media dan kemitraan komunitas, penyelenggaraan sistem jaringan intra
pemerintah daerah, pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan
berbasis elektronik serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya
teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dalam menunjang
pelaksanaan e-government di lingkup pemerintah daerah, serta fasilitasi desa
akses internet. Adapun program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025
adalah:

1)  Program Informasi dan Komunikasi Publik (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase OPD yang memiliki Website aktif sebesar 100%.
2)  Program Aplikasi Informatika (2 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vyaitu: Cakupan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi
informatika sebesar 100%.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah (6 Program)
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Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan
bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menitikberatkan pada pengawasan
terhadap koperasi aktif secara kegiatan operasionalnya sesuai dengan Undang-
undang koperasi dan AD/ART koperasi, pembinaan terhadap koperasi yang
kurang sehat dan memberikan penghargaan kepada koperasi yang aktif dan
sehat, pelatihan perkoperasian serta peningkatan pemahaman dan
pengetahuan perkoperasian, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM
koperasi, sedangkan di sektor UMKM fokus pada pemberdayaan UMKM,
kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, pengembangan produksi,
fasilitasi pemasaran, kemudahan akses modal, serta desain dan fasilitasi
kemasan produk UMKM. Adapun program yang akan dilaksanakan pada tahun
2025 adalah:

1)  Program Pengawasan dan Pemeriksaaan Koperasi (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase koperasi aktif sebesar 76,7%.

2)  Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vyaitu: Persentase koperasi yang sudah menerapkan standar SAK
sebesar 65%.

3)  Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vyaitu: Persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang
perkoperasian sebesar 62%.

4)  Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 14%.

5)  Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
(UMKM) (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu:  Persentase  peningkatan usaha mikro  vyang
bersertifikat/berijin sebesar 3%.

6) Program Pengembangan UMKM (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase UMKM yang difasilitasi sebesar 4,42%.

11. Urusan Penanaman Modal (5 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan
bidang Penanaman Modal fokus pada mempermudah dan meningkatkan
pelayanan perizinan dalam rangka mendorong peningkatan PMDN dan PMA
untuk investasi ke Purbalingga, serta melakukan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Adapun program yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (2 kegiatan)
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Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Score Iklim Usaha sebesar 91,5 point.

2)  Program Promosi Penanaman Modal (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Jumlah kepeminatan investasi sebanyak 3 investor

3)  Program Pelayanan Penanaman Modal (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Indeks pelayanan publik bidang investasi sebesar 4,5 point.

4)  Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vyaitu: Persentase kepatuhan perusahaan yang menyampaikan
laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sebesar 100%.

5)  Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (1
kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan

yang tersaji secara update sebesar 98%.

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga (2 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan
bidang Kepemudaan dan Olahraga fokus pada koordinasi, sinkronisasi dan
penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader Kabupaten,
penyediaan sarana dan prasarana olahraga, capaian prestasi cabang olahraga,
partisipasi dan keiukutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan, pemberian
penghargaan olahraga, pengembangan organisasi keolahragaan, serta
partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan. Program-program
yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan
Olahraga yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (2 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu: Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi sebesar
69,2%.

2)  Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (4 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu: Persentase Cabang olah raga yang berprestasi di tingkat
regional dan nasional sebesar 63,60%.

3)  Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase kelompok pramuka aktif sebesar 100%.

13. Urusan Statistik (1 Program)
Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Statistik
fokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik
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sektoral. Adapun Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 hanya 1

(satu) program yaitu:

1)  Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vyaitu: persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data
sektoral sesuai standar sebesar 100%.

14. Urusan Persandian (1 Program)
Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang
Persandian fokus pada penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah
daerah dan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah. Adapun
Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 hanya 1 (satu) program yaitu:
1)  Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (1
kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Cakupan informasi pemerintah daerah melalui santel yang
tersampaikan kepada pihak terkait sebesar 100%.

15. Urusan Kebudayaan (4 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan
bidang Kebudayaan menitikberatkan pada perlindungan, pengembangan,
pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya, pembinaan SDM, lembaga dan
pranata kebudayaan serta pengelolaan cagar budaya Kabupaten. Adapun
program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Pengembangan Kebudayaan (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu: Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi,
dikembangkan dan dimanfaatkan) sebanyak 8 objek.

2)  Program Pembinaan Sejarah (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase sejarah lokal yang dilestarikan sebesar 100%.

3)  Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (2 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang
diestarikan sebesar 19,14%.

4)  Program Pengelolaan Permuseuman (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu: Persentase benda koleksi museum yang dikelola sebesar
100%.

16. Urusan Perpustakaan (2 Program)
Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan
bidang Perpustakaan fokus pada pengelolaan dan pengembangan
perpustakaan, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan  serta
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pengembangan literasi berbasis inklusi sosial. Adapun program-program yang

akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Pembinaan Perpustakaan (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase perpustakaan aktif sebesar 5,21%.

2)  Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (2 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu: Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan
(menemukan, merawat, mengalihmediakan) sebesar 90%.

17. Urusan Kearsipan (2 Program)
Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan

bidang Kearsipan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Pengelolaan Arsip (3 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu: Persentase SKPD/Ormas/BUMD/lembaga desa yang
menerapkan pengelolaan arsip secara baku sebesar 71,25%.

2)  Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (5 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase jumlah arsip yang diselamatkan sebesar 100%.

5.2.3 Urusan Pilihan (6 Urusan Bidang)
1.  Urusan Kelautan dan Perikanan (3 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pilihan bidang
Kelautan dan Perikanan fokus pada penyediaan sarana prasarana usaha
perikanan tangkap, penjaminan ketersediaan sarana prasarana pembudidayaan
ikan, peningkatan nilai konsumsi ikan oleh masyarakat, pemberian fasilitas bagi
pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil, dan peningkatan nilai pengolahan
serta pemasaran hasil perikanan di Purbalingga. Adapun program-program yang
akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (2 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Produksi perikanan tangkap sebanyak 278 ton.

2)  Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (2 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Produksi perikanan budidaya sebanyak 6.902 ton.

3)  Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (2 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Produksi olahan ikan sebesar 2.286 ton

2. Urusan Pariwisata (3 Program)
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Program-program yang direncanakan dalam urusan pilihan bidang
Pariwisata menitikberatkan pada peningkatan jumlah kunjungan wisata,
dukungan pengembangan daya tarik destinasi pariwisata, pemeliharaan sarana
prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten, penyediaan layanan
pendaftaran usaha pariwisata dan pengelolaan investasi pariwisata, penguatan
promosi wisata purbalingga melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya,
peningkatan SDM pengelola wisata, pelaku usaha sektor pariwisata dan
pemberdayaan perekonomian kreatif pendukung pariwisata di Kabupaten
Purbalingga. Adapun program-program yang akan dilaksanakan pada tahun
2025 adalah:

1)  Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Cakupan daya tarik wisata yang dikembangkan sebesar 47%.

2)  Program Pemasaran Pariwisata (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Cakupan daya tarik wisata yang meningkat angka kunjungan
wisatanya sebesar 73,53%.

3)  Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (1
kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat
sebanyak 135 orang.

3. Urusan Pertanian (5 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pilihan bidang
Pertanian fokus pada pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana
pertanian, peningkatan kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan
Tanaman, pengawasan mutu benih/bibit, rehabilitasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi usaha tani, Jalan Usaha Tani (JUT), pembangunan dan rehabilitasi
prasarana pertanian lainnya, pengendalian dan penanggulangan penyakit
hewan dan Zoonosis, penyediaan jasa medik veteriner, pengendalian
Organisme Penganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta peningkatan kapasitas
kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, penyelenggaraan
sekolah lapang kelompok tani serta pengembangan kapasitas penyuluh lapang.
Adapun program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (3 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Rata rata (prosentase ketersediaan sarana pertanian (traktor,
pompa air, combine harvester, power threser, benih padi) sebesar 42%.

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (3
kegiatan)
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Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Luas lahan pertanian yang diolah/ dimanfaatkan sebesar
100%.

3)  Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner (4 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: 1) Prevalensi penyakit hewan sebesar 18,8%; dan 2)
Persentase daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) sebesar 86%.

4)  Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (1
kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase penanggulangan bencana pertanian sebesar 66%.

5)  Program Penyuluhan Pertanian (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu: Persentase kelompok tani (kategori madya dan utama)
sebesar 23%.

4.  Urusan Perdagangan (5 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pilihan bidang
Perdagangan fokus pada penyediaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan
dan pengendalian, pembinaan dan pemberdayaan bagi pengelola sarana
distribusi perdagangan, pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga
barang melalui koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan
pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat, pemantauan harga
dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, operasi pasar, promosi
dan misi dagang bagi produk unggulan eksport di Purbalingga, pengawasan dan
pelaksanaan metrologi legal dan tera ulang, serta promosi penggunaan produk
dalam negeri (PDN). Adapun program-program yang akan dilaksanakan pada
tahun 2025 adalah:

1)  Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase usulan ijin usaha yang diterbitkan / mendapat
rekomendasi sebesar 100%.

2)  Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (2 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase Pasar Rakyat layak usaha sebesar 47,62%.

3)  Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (3

kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Tingkat kestabilan harga bahan pokok dan penting sebesar
94,44%.

4)  Program Pengembangan Ekspor (1 kegiatan)
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Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Nilai Ekspor sebesar 2.414 miliar rupiah.

5)  Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu: Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 77,34%.

5.  Urusan Perindustrian (3 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pilihan bidang
Perindustrian fokus pada pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, penerbitan ijin usaha
industri kecil dan menengah, pendataan, pengawasan dan pembinaan kepada
pelaku industri kecil dan menengah. Adapun program-program yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat sebanyak 300 unit.

2)  Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu: Persentase usulan ijin usaha yang mendapat rekomendasi
sebesar 100%.

3)  Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vyaitu: Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
sebesar 300 industri.

6.  Urusan Transmigrasi (1 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pilihan bidang
Transmigrasi menitikberatkan pada sosialisasi, fasilitasi pemindahan dan
penempatan transmigran. Adapun program yang akan dilaksanakan pada tahun
2025 hanya 1 (satu) program yaitu:

1)  Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Jumlah transmigran yang ditempatkan sebanyak 3 KK.

5.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (2 Unsur Pendukung)
1.  Sekretariat Daerah (3 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pendukung
urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah fokus pada penataan
administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan, fasilitasi
pelaksanaan otonomi daerah, fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi
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pengelolaan Bina Mental Spiritual serta Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat,
fasilitasi  penyusunan  produk  hukum, fasilitasi bantuan  hukum,
pendokumentasian produk hukum serta pengelolaan informasi hukum .
Sedangkan pada sektor perekonomian dan pembangunan fokusnya adalah
pada koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan
BUMD, pengendalian dan distribusi perekonomian, koordinasi, sinkronisasi,
monitoring dan evaluasi kebijakan pertanian, perikanan, pertambangan dan
lingkungan hidup, pengendalian dan evaluasi program pembangunan, serta
pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Adapun program-
program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (12
kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: 1) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja sebesar
100%; 2) Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti
sebesar 100%; 3) Persentase ketersediaan layanan kepegawaian,
administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
sebesar 100%; 4) Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah
sesuai ketentuan sebesar 100%; 5) Persentase pengadaan barang milik
daerah sebesar 100%; 6) Persentase pemeliharaan barang milik daerah
sebesar 100%; 7) Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan
operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dan
kerumahtanggaan sekretaris daerah sebesar 100%; 8) Persentase
Ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretaris daerah sebesar 100%;
9) berita yang mendapat respon public sebesar 100%; dan 10) Rata-rata
nilai pelaporan dan pengukuran SAKIP OPD sebesar 69%.

2)  Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (4 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: 1) Rata-rata capaian kinerja program rumpun pemerintahan
sebesar 100%; 2) Rata-rata capaian kinerja program rumpun kesra
sebesar 100%; dan 3) Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti
sebesar 100%.

3)  Program Perekonomian dan Pembangunan (4 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Peresentase kenaikan deviden dari sektor BUMD sebesar
7,09%; 2) capaian realisasi program rumpun ekonomi dan pembangunan
sebesar 100%; dan 3) tingkat maturitas kelembagaan UKPBJ sebanyak 9
kriteria.

2.  Sekretariat DPRD (2 Program)
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Program-program yang direncanakan dalam urusan pendukung urusan
pemerintahan pada Sekretariat DPRD fokus pada penyusunan dan pembahasan
pembentukan Perda, pengawasan semua urusan pemerintahan, orientasi
DPRD, Bimbingan Teknis DPRD, penyusunan program kerja DPRD, fasilitasi
kunjungan kerja DPRD, fasilitasi reses, fasilitasi tugas pimpinan DPRD,
koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, serta penyusunan laporan
kinerja DPRD. Adapun program-program yang akan dilaksanakan pada tahun
2025 adalah:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2
kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Cakupan layanan keuangan dan administrasi DPRD sebesar
100%.

2)  Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (8 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-
undangan sebesar 100%; dan 2) Cakupan fasilitasi pelayanan
penganggaran dan pengawasan sebesar 100%.

5.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (5 Unsur Pendukung)
1. Perencanaan (2 Program)

Program-program yang direncanakan dalam unsur penunjang urusan
pemerintahan pada bidang Perencanaan fokusnya adalah pada pelaksanaan
Musrenbang, koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisis data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
berkala pelaksanaan pembangunan daerah, koordinasi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya
alam, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, serta bidang
infrastruktur dan kewilayahan. Adapun program-program vyang akan
dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
(3 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vyaitu: 1) Tingkat keterisian data IKK, SDG’s, indikator program
sebesar 83,6%; 2) persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan
pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100%; dan 3) Tingkat
ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan
sebesar 100%.

2)  Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(3 kegiatan)
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Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan
program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan
manusia sebesar 98,23%; 2) Persentase keselarasan program Renstra
dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi sebesar
96,75%; dan 3) Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD
dan program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah sebesar 96,49%.

2. Keuangan (3 Program)

Program-program yang direncanakan dalam unsur penunjang urusan
pemerintahan pada bidang Keuangan fokusnya adalah pada penyusunan KUA
dan PPAS murni/perubahan, penyusunan perda APBD murni/perubahan,
perbup penjabaran APBD murni/perubahan, penyusunan regulasi bidang
anggaran, koordinasi dan pengelolaan kas daerah, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban APBD, analisis perencanaan dan penyaluran bantuan
keuangan, pengelolaan dana darurat dan mendesak serta pengelolaan dana
bagi hasil. Pada sub bidang pengelolaan barang milik daerah fokusnya pada
perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengamanan, optimalisasi
penggunaan pemanfaatan pemindatanganan dan penghapusan, rekonsiliasi,
penyusunan laporan, pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah serta
koordinasi penyusunan Standar Harga berdasarkan jenis dan tipe barang.
Sedangkan pada sub bidang pengelolaan pendapatan daerah fokusnya pada
analisa dan pengembangan pajak daerah dan penyusunan kebijakan pajak
daerah, penyuluhan kebijakan pajak daerah, pendataan dan pendaftaran objek
pajak, pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah,
penetapan wajib pajak daerah dan penagihan pajak daerah. Adapun program-
program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Pengelolaan Keuangan Daerah (4 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD sebesar 100%; 2)
Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan sebesar 90%; 3)
Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggunjawaban APBD sebesar
100 (skala angka); dan 4) Tingkat ketepatan waktu penyaluran dana
transfer dan BTT sebesar 100 (skala angka).

2)  Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Rekomendasi kebijakan teknis keuangan bidang aset daerah
sebanyak 5 dokumen.

3)  Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase pertumbuhan pajak daerah sebesar 5%; dan 2)
Cakupan database wajib pajak yang valid sebesar 100%.
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3.  Kepegawaian (1 Program)

Program vyang direncanakan dalam unsur penunjang urusan
pemerintahan pada bidang Kepegawaian fokusnya adalah pada penyusunan
rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan
ASN, koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian serta pengelola
sistem informasi kepegawaian, kegiatan mutasi dan promosi ASN,
pengembangan kompetensi ASN, fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan,
penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Adapun program yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025 hanya 1 (satu) program vyaitu:

1)  Program Kepegawaian Daerah (4 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Indeks kualifikasi aspek perencanaan, pengadaan dan sistem
informasi senilai 0,14 (angka); 2) Indeks kualifikasi aspek mutasi, rotasi,
promosi senilai 0,05 (angka); 3) Indeks kinerja dan disiplin senilai 0,16
(angka); dan Indeks kompetensi senilai 0,18 (angka).

4.  Pendidikan dan Pelatihan (1 Program)

Program vyang direncanakan dalam unsur penunjang urusan
pemerintahan pada bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah fokus pada
pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan
administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah
penunjang, dan urusan pemerintahan umum, serta pengembangan kompetensi
bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,
kepemimpinan, dan prajabatan. Adapun program yang akan dilaksanakan pada
tahun 2025 hanya 1 (satu) program vaitu:

1)  Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Cakupan kebijakan penyelenggaraan pengembangan SDM
sebesar 90%.

5.  Penelitian dan Pengembangan (1 Program)

Program vyang direncanakan dalam unsur penunjang urusan
pemerintahan pada bidang Penelitian dan Pengembangan adalah fokus pada
penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan
pengkajian peraturan bidang pemerintahan umum, serta penelitian,
pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Adapun
program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 hanya 1 (satu) program yaitu:

1)  Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vyaitu: Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan sebesar
38,57%.
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6. Pengawasan (2 Program)

Program-program yang direncanakan dalam unsur pengawasan urusan
pemerintahan pada bidang Pengawasan adalah fokus pada pengawasan kinerja
dan keuangan pemerintah daerah, reviu laporan kinerja dan laporan keuangan,
pengawasan desa, kerjasama pengawasan internal serta monitoring dan
evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
APIP, penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah serta pengawasan
dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan
bidang fasilitasi pengawasan, pendampingan dan asistensi urusan pemerintah
daerah, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi
dan SAKIP, koordinasi monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan
korupsi, serta pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas.
Adapun program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Penyelenggaraan Pengawasan (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang
berhasil ditarik sebesar 80%

2)  Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (2 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vyaitu: Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI) sebesar 2,8 (angka);
dan 2) Nilai MCP Korsubgah sebesar 96 (angka).

5.2.6 Unsur Kewilayahan (1 Urusan)
1.  Urusan Kewilayahan (5 Program)

Program-program yang direncanakan dalam unsur kewilayahan pada
urusan Kewilayahan difokuskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang
terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan padat karya
dan swakelola pada pembangunan fisik lingkungan, peningkatan partisipasi
masyarakat dalam forum Musrenbang, pembangunan sarana dan prasarana,
pemberdayaan masyarakat, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan
nasional, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa,
fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan
desa, fasilitasi kerjasama desa dan antar desa, fasilitasi penyelenggaraan dan
ketertiban umum, fasilitasi penyusunan pelaksanaan perencanaan
pembangunan partisipatif dan koordinasi pendampingan desa diwilayahnya.
Adapun program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)  Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (2
kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Nilai evaluasi pelayanan publik sebesar 3,1 — 5,0 (angka)

2)  Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (2 kegiatan)
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3)

4)

5)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase keaktifan lembaga desa sebesar 100%.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vaitu: Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan
ketertiban umum yang dilaporkan sebanyak 12 dokumen.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Cakupan potensi konflik yang dilaporkan sebesar 100%.
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi sebesar
52-54%

5.2.7 Urusan Pemerintahan Umum (1 Urusan)
1. Kesatuan Bangsa dan Politik (5 Program)

Program-program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan umum

pada Kesatuan Bangsa dan Politik fokusnya adalah pada pelaksanaan kebijakan

di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan

umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di

daerah, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi,

sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah, penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini kerjasama intelijen,

serta penanganan konflik di daerah. Adapun program-program yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1)

2)

3)

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (1
kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, vyaitu: Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan
wawasan kebangsaan sebesar 31,90 per 10.000 penduduk.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
(1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan Politik
Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik sebesar 31,90 per 10.000
penduduk.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (1
kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Persentase ormas yang terbina sebesar 30%.
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4)  Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan
Budaya (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Dan
Pengembangan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya sebesar 31,90 per
10.000 penduduk.

5)  Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas
dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (1 kegiatan)
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun
2025, yaitu: Jumlah potensi konflik sosial yang terpantau sebesar 35
potensi.

5.3 Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025

Dalam penetapan pagu anggaran tahun 2025 selain berpedoman Rancangan Awal
RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, dan evaluasi RKPD tahun 2025 triwulan |
juga mempedomani peraturan terbaru terkait pengelolaan keuangan, diantaranya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah, serta
Peraturan Menteri Keuangan terkait Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan
Dana Otonomi Khusus dan juga ketentuan yang mengatur penggunaan Dana Alokasi Umum
(DAU) untuk tujuan strategis yang dapat meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM).
Peraturan tersebut belum terakomodir pada saat penyusunan RPJMD tahun 2021-2026.
Rincian pendanaan indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten
Purbalingga Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.
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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KAB. PURBALINGGA

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 11:23:05

TAHUN 2025
prakiraan Capaian Kinerja Dan Kerangka Prakiraan Maju Rencana Tahun
5 | Realisasi ¢ Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
Urusan / Bidang Urusan / . . Target Akhir 3 Capaian
B Indikator Program / Kegiatan / Sub N Capaian Kelompok Perangkat Daerah
No Kode Program / Kegiatan / Sub ) Periode Target RENJA .
) Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 763,369,953,000.00 708,466,039,000.00 708,242,183,000.00| 715.431.333.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 760,869,910,000.00 706,115,382,000.00 706,363,480,000.00 713.718.428.000
1 |01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 760,869,910,000.00 706,115,382,000.00 706,363,480,000.00 713.718.428.000
11 |o1|01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN |Persentase ketersediaan laporan capaian 100 persen 100 persen 622,459,974,000.00 590,442,404,000.00 592,425,271,000.00 591.792.573.000
PEMERINTAHAN DAERAH kinerja
KABUPATEN/KOTA
1 |01)01|2.01 Per Ter P - 100 persen 100 persen 1,992,000.00 8,492,000.00 8,492,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas [Organisasi 8.492.000| DINAS PENDIDIKAN
Evaluasi Kinerja Perangkat dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia Perangkat DAN KEBUDAYAAN
Daerah pendidikan, kesehatan, prestasi Daerah
olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01 01 [2.01 [0001 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen (3 Dokumen 996.00 7,496,000.00 7,128,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 7.496.000| DINAS PENDIDIKAN
Daerah Purbalingga, ~ |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 10101 |2.01 |0007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 2 Laporan 2 Laporan 996.00 996.00 996.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 996|DINAS PENDIDIKAN
Daerah Purbalingga,  |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 [o1]o1]2.02 Administrasi Keuangan Terlaksananya tertib Administrasi Keuangan |- 100 persen | 100 persen 620,865,100,000.00 589,332,314,000.00 589,332,314,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas| Organisasi 590.191.007.000| DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia Perangkat DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi Daerah
olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01)01]2.02 |0001 Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 5658 5265 620,665,465,000.00 589,105,868,000.00 591,060,929,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 589.991.372.000| DINAS PENDIDIKAN
Tunjangan ASN Orang/bulan [Orang/bulan Purbalingga, Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua DAU Tambahan  [pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, Dukungan olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua atas peran , pemuda
Kel/Desa Kebijakan (generasi milenial dan generasi Z), dan
883j
Pegawai
Pemerintah
dengan Perjanjian
Kerja
DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang
Pendidikan
DAK Non Fisik-
TPG PNSD
DAK Non Fisik-
Tamsil Guru PNSD
1 ]01]01 |2.02 {0002 |Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
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Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urasan / Bidang Urusan / ) ) Target Auhr| e Pc'::::;:" Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Pmm'_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 30 Dokumen |30 Dokumen 67,391,000.00 77,391,000.00 47,809,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 67.391.000DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01)01]2.02 |0004 inasi dan Akuntansi SKPD
Jumlah Dokumen Koordinasi dan 4 Dokumen 4 Dokumen 132,244,000.00 149,055,000.00 142,555,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 132.244.000| DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01]01|2.03 Administrasi Barang Milik Daerah | Terlaksananya administrasi Barang Milik - 100 persen 100 persen 150,485,000.00 150,485,000.00 150,485,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas [Organisasi 150.485.000| DINAS PENDIDIKAN
pada Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat Daerah daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia Perangkat DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi Daerah
olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi z), dan
penyandang disabilitas.
1 10101 |2.03 |0006 |Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 2 Laporan 2 Laporan 150,485,000.00 150,485,000.00 224,080,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 150.485.000| DINAS PENDIDIKAN
Milik Daerah pada SKPD Purbalingga, ~ |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01)01|2.05 dministrasi Ter - 100 persen 100 persen 550,000,000.00 55,932,000.00 55,932,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas [ Organisasi 550.000.000 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Perangkat Daerah daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia Perangkat DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi Daerah
olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi 2), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]01 |2.05 [0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 3 Orang 3 Orang 4,000,000.00 4,000,000.00 -[kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 4.000.000| DINAS PENDIDIKAN
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Pelatihan Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 01|01 ]2.05 |0010 |Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 100 Orang | 100 Orang 546,000,000.00 51,932,000.00 51,932,000.00|Kab. DBH Cukai Hasil |Memperkuat sumber 3. Kualitas 546.000.000| DINAS PENDIDIKAN
Peraturan Perundang-Undangan Purbalingga, |Tembakau (CHT) [daya manusia (SDM), sains, teknologi, |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |0101(2.06 Administrasi Umum Perangkat | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat |- 100 persen | 100 persen 53,273,000.00 53,273,000.00 53,273,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas| Organisasi 53.465.000| DINAS PENDIDIKAN
Daerah Daerah yang Berkualitas daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia Perangkat DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi Daerah
olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 11:23:05

1 ]01]01]2.06 |0001 |Penyediaan Komponen Instalasi
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Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urasan / Bidang Urusan / ) ) Target Auhr| e Pc'::::;:" Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Pmm'_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana N Sasaran . Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Paket Komponen Instalasi 2 Paket 2 Paket 1,824,000.00 1,824,000.00 1,824,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 1.824.000| DINAS PENDIDIKAN
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Disediakan Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01)01|2.06 |0004 i Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 6 Paket 6 Paket 25,707,000.00 25,707,000.00 23,389,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 25.707.000| DINAS PENDIDIKAN
Disediakan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01)01|2.06 |0006 i Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 12 Dokumen |12 Dokumen 797.00 1,560,000.00 1,620,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 989(DINAS PENDIDIKAN
Peraturan Perundang-Undangan yang Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Disediakan Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01]01 [2.06 {0008 |Fasilitasi j Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 5 Laporan 4,000,000.00! 3,237,000.00 3,237,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 4.000.000| DINAS PENDIDIKAN
Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1|01 |01 [2.06 |0009 [Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan i SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 10 Laporan |10 Laporan 13,265,000.00 13,265,000.00 10,009,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 2. 13.265.000| DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Pertumbuhan Ekonomi DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi Daerah yang Inklusif
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 [01]01|2.06 {0011 |Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis ik pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 2 Dokumen 2 Dokumen 7,680,000.00 7,680,000.00 7,200,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 7.680.000| DINAS PENDIDIKAN
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
pada SKPD Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |o1]o01(2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang |- 100 persen | 100 persen 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas| Organisasi 10.000.000(DINAS PENDIDIKAN
Penunjang Urusan Pemerintah  |Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia Perangkat DAN KEBUDAYAAN
Daerah pendidikan, kesehatan, prestasi Daerah
olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 [01]01 [2.07 {0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 1 Unit 10,000,000.00 10,000,000.00 14,238,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 10.000.000(DINAS PENDIDIKAN
yang Disediakan Purbalingga, ~ |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
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o prakiraan __ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan / Bidang Urusan / ) ) Target Akhir Reallfasl Capaian Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Pmm'_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana N Sasaran . Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
1 |01(01]|2.08 Jasa jang T It Jasa jang Urusan - 100 persen 100 persen 591,821,000.00 594,605,000.00 594,605,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas|Organisasi 591.821.000DINAS PENDIDIKAN
Urusan Pemerintahan Daerah  |Pemerintahan Daerah daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia Perangkat DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi Daerah
olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01)01]2.08 |0001 Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 1Laporan 1Laporan 640.00 640.00 340.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 640(DINAS PENDIDIKAN
Menyurat Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01]01]2.08 |0002 Jasa i Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 4 Laporan 4 Laporan 175,404,000.00 175,404,000.00 173,004,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 175.404.000| DINAS PENDIDIKAN
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
yang Disediakan Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01]01]2.08 |0003 Jasa Peralatan dan Per Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 1 Laporan 1 Laporan 5,785,000.00! 5,785,000.00 -|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 5.785.000| DINAS PENDIDIKAN
dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 10101 [2.08 |0004 Jasa y Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 12 Laporan |12 Laporan 409,992,000.00 412,776,000.00 416,016,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 409.992.000| DINAS PENDIDIKAN
Umum Kantor yang Disediakan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01]01|2.09 Pemeliharaan Barang Milik Terpeliharanya Barang Milik Daerah - 100 persen  |100 persen 237,303,000.00 237,303,000.00 237,303,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas | Organisasi 237.303.000( DINAS PENDIDIKAN
Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia Perangkat DAN KEBUDAYAAN
Pemerintahan Daerah pendidikan, kesehatan, prestasi Daerah
olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01 [01 [2.09 [0002 [Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 45 Unit 45 Unit 168,033,000.00 168,033,000.00 173,933,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 168.033.000| DINAS PENDIDIKAN
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Purbalingga, ~ |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Pajak dan Perizinannya Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]01 [2.09 |0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 30 Unit 30 Unit 14,194,000.00 14,194,000.00 14,194,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 14.194.000 DINAS PENDIDIKAN
Dipelihara Purbalingga, ~ |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
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Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

penyandang disabilitas.

Urasan / Bidang Urusan / ) ) Target Auhr| e Pc'::::;:" Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Pmm'_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana N Sasaran . Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
1 ]01]01 |2.09 {0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 2 Unit 2 Unit 55,076,000.00 55,076,000.00 50,838,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 55.076.000(DINAS PENDIDIKAN
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi,  |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
2 (1 |01(02 PROGRAM PENGELOLAAN Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 99,85 persen (99,85 persen 138,299,295,000.00 115,527,337,000.00 113,847,921,000.00 121.815.214.000
PENDIDIKAN tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan
dasar
1 101)02 (2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah |Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) |- 64.00 persen |64.00 persen 93,829,333,000.00 79,365,468,000.00 79,365,468,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas |Satuan 83.913.461.000 DINAS PENDIDIKAN
Dasar SD daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia Pendidikan DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi jenjang
olahraga, kesetaraan gender, serta Sekolah Dasar
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01)02]2.01 |0003 Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang 6 Ruang 0 Ruang 1,714,923,000.00 B -[kab. DAK Fisik-Bidang |Memperkuat sumber 3. Kualitas 0| DINAS PENDIDIKAN
Telah Dibangun Purbalingga,  |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SD pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.01 |0004 Sekolah
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang 8 Ruang 0 Ruang 926,123,000.00 - “[Kab. DAK Fisik-Bidang |Memperkuat sumber  |3. Kualitas 0[DINAS PENDIDIKAN
Telah Dibangun Purbalingga,  |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SD pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.01 |000S lah
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 3 Ruang 0 Ruang 904,961,000.00 - ~[kab. DAK Fisik-Bidang |Memperkuat sumber 3. Kualitas 0| DINAS PENDIDIKAN
Dibangun Purbalingga, |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SD idil prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01)02]2.01 |0006 lan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 27 Unit 9 Unit 4,910,134,000.00 1,270,134,000.00 725,000,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 4.910.134.000 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah yang Telah Dibangun Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 10102 [2.01 |0009 i Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang 1 Ruang 0 Ruang 129,693,000.00 - ~[kab. DAK Fisik-Bidang |Memperkuat sumber 3. Kualitas 0| DINAS PENDIDIKAN
Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Purbalingga,  |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SD pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan

1 |01]02]2.01 |0010 |Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
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o prakiraan __ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan / Bidang Urusan / ) ) Target Akhir Reallfasl Capaian Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Pmm'_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana N Sasaran . Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang 1Ruang 0 Ruang 90,185,000.00 - -|Kab. DAK Fisik-Bidang |Memperkuat sumber 3. Kualitas 0[DINAS PENDIDIKAN
Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Purbalingga,  |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SD pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01)02]2.01 |0011 i Sedang/Berat Per Sekolah
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 1Ruang 0 Ruang 129,693,000.00 - -|Kab. DAK Fisik-Bidang [Memperkuat sumber 3. Kualitas 0|DINAS PENDIDIKAN
Direhabilitasi Sedang/Berat Purbalingga,  |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SD pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02 |2.01 [0014 |Pengadaan Mebel Sekolah
Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 1 Paket 1 Paket - - -|Kab. Bantuan Memperkuat sumber 3. Kualitas 0|DINAS PENDIDIKAN
Purbalingga,  |Keuangan Khusus [daya manusia (SDM), sains, teknologi, |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua dari Pemerintah |pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan,  |Daerah Provinsi |olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 [01]02|2.01 {0025 |Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 1020 Peserta |1020 Peserta 243,106,000.00 999,106,000.00 965,184,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 243.106.000 DINAS PENDIDIKAN
Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Didik Didik Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Akademik Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.01 |0026 Pendidik dan Tenaga bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1143 Orang  |1143 Orang 9,545,196,000.00 9,545,196,000.00 9,598,764,000.00|Kab. DAU yang Memperkuat sumber 3. Kualitas 9.545.196.000| DINAS PENDIDIKAN
yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Purbalingga, |Ditentukan daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Sekolah Dasar Semua idi prestasi
Kecamatan, Bidang olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua idi peran , pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.01 |0027 Karir Pendidik dan Tenaga pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 95 Orang 95 Orang 100,752,000.00 240,752,000.00 24,531,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 240.752.000| DINAS PENDIDIKAN
yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
i dan ikasi Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.01 |0028 dan Sekolah
Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan 461 Satuan 461 Satuan 657,000,000.00 657,000,000.00 593,665,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 657.000.000 | DINAS PENDIDIKAN
i dan Pendidikan  |Pendidikan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi,  |Manusia DAN KEBUDAYAAN
sekolah Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.01 |0029 Dana BOS Sekolah Dasar
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Urasan / Bidang Urusan / ) ) Target Auhr| e Pc'::::;:" Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Pmm'_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana N Sasaran . Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana 471 Satuan 471 Satuan 62,861,600,000.00 61,511,500,000.00 60,633,114,000.00(Kab. DAK Non Fisik- Memperkuat sumber 3. Kualitas 62.861.600.000 DINAS PENDIDIKAN
BOS Pendidikan Pendidikan Purbalingga, Dana BOSP-BOS  [daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~|Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan,  |DAK Non Fisik- [olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua Dana BOSP-BOS  |penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa Kinerja (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01)02]2.01 |0030 Kapasitas Dana BOS Sekolah Dasar
Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat 461 Orang 461 Orang 1,742,096,000.00 1,742,096,000.00 1,705,791,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 1.742.096.000  DINAS PENDIDIKAN
Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Sekolah Dasar Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.01 |0031 L. lah Dasar
Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar 9 Ruang 0 Ruang 2,959,973,000.00! - -|Kab. DAK Fisik-Bidang [Memperkuat sumber 3. Kualitas 0|DINAS PENDIDIKAN
yang Telah Dibangun Purbalingga,  |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SD pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.01 |0032 i Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang 1 Ruang 0 Ruang 139,693,000.00 - “[Kab. DAK Fisik-Bidang |Memperkuat sumber  |3. Kualitas 0[DINAS PENDIDIKAN
Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Purbalingga,  |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SD pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.01 |0036 konten digital untuk
Jumlah konten digital untuk pendidikan 18 Konten 18 Konten 18,130,000.00 518,130,000.00 718,130,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 518.130.000| DINAS PENDIDIKAN
yang telah dikembangkan Digital Digital Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02 |2.01 {0039 |Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi 2 Dokumen (3 Dokumen 29,910,000.00 29,910,000.00 25,882,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 29.910.000( DINAS PENDIDIKAN
kebijakan di bidang Pendidikan yang Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
dilaksanakan Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01]02]2.01 [0043 |Pemberian layanan bagi satuan untuk per kekerasan, dan il
Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan 2Kegiatan |2 Kegiatan 6,900,000.00 6,900,000.00 6,900,000.00] Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 6.900.000| DINAS PENDIDIKAN
pendidikan untuk pencegahan Purbalingga, Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, |Manusia DAN KEBUDAYAAN
perundungan, kekerasan, dan intoleransi Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.

1 ]01]02]2.01 |0047

Ruang Kelas Baru
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Prakiraan Maju Rencana Tahun

penyandang disabilitas.

Urasan / Bidang Urusan / ) ) Target Auhr| e Pc'::::;:" Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Pmm'_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana N Sasaran . Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1Ruang 0 Ruang 333,320,000.00 - -|Kab. DAK Fisik-Bidang |Memperkuat sumber 3. Kualitas 0[DINAS PENDIDIKAN
Purbalingga,  |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SD pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01)02]2.01 |0048 i Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas. 7 Unit 3 Unit 502,282,000.00 115,000,000.00 215,000,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 214.444.000 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah yang Telah Direhabilitasi Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Sedang/Berat Semua DAK Fisik-Bidang |pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan,  |Pendidikan- olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua Reguler-SD penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01)02]2.01 |0049 Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Kapasitas Bidang Pendidikan
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, 100 Orang 430 Orang 82,164,000.00 82,164,000.00 82,164,000.00(Kab. DAU yang Memperkuat sumber 3. Kualitas 82.164.000| DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Purbalingga,  |Ditentukan daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Semua idi prestasi
yang dilaksanakan Kecamatan,  |Bidang olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua idi peran , pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.01 |0051 i Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah 23 Ruang 1Ruang 3,553,370,000.00! 425,002,000.00 1,055,002,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 659.451.000 DINAS PENDIDIKAN
Direhabilitasi Sedang/Berat Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.01 |0054 Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang 1746 Peserta | 1746 Peserta 1,848,129,000.00 1,868,129,000.00 1,857,964,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 1.848.129.000( DINAS PENDIDIKAN
Menerima Biaya Personil Peserta Didik Didik Didik Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02 |2.01 {0055 |Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta 4 Paket 4 Paket 400,000,000.00¢ 354,449,000.00 345,708,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 354.449.000 | DINAS PENDIDIKAN
Didik yang Tersedia Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua DAK Fisik-Bidang |pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, Pendidikan- olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua Reguler-SD peran , pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 10102 (2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah |Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) |- 64.00 persen (64.00 persen 14,134,820,000.00 8,244,163,000.00 8,244,163,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas | Satuan 8.639.887.000| DINAS PENDIDIKAN
Menengah Pertama SMP. daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia Pendidikan DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi jenjang
olahraga, kesetaraan gender, serta Sekolah
penguatan peran perempuan, pemuda Menengah
(generasi milenial dan generasi Z), dan Pertama
penyandang disabilitas.
1 01|02 |2.02 |0003 |Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang 1Ruang 0 Ruang 287,078,000.00 - -|Kab. DAK Fisik-Bidang |Memperkuat sumber 3. Kualitas 0|DINAS PENDIDIKAN
Telah Dibangun Purbalingga, Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SMP pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
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Urasan / Bidang Urusan / ) ) Target Auhr| e Pc'::::;:" Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Pmm'_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
1 |01 (02 [2.02 |0004 |Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang 1Ruang 0 Ruang 151,140,000.00 - -|Kab. DAK Fisik-Bidang [Memperkuat sumber 3. Kualitas 0| DINAS PENDIDIKAN
Telah Dibangun Purbalingga, |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi,  |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SMP pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02 |2.02 |0006 |Pembangunan Laboratorium
Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah 2 Ruang 0 Ruang 857,585,000.00 - -|Kab. DAK Fisik-Bidang [Memperkuat sumber 3. Kualitas 0| DINAS PENDIDIKAN
Dibangun Purbalingga, |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SMP pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 10102 |2.02 |0012 |Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 3 Unit 2 Unit 558,102,000.00 508,102,000.00 445,502,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 558.102.000| DINAS PENDIDIKAN
Sekolah yang Telah Dibangun Purbalingga, ~ |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 01|02 |2.02 |0014 |Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah 17 Ruang 1Ruang 2,309,441,000.00 400,000,000.00 420,000,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 656.224.000 | DINAS PENDIDIKAN
Direhabilitasi Sedang/Berat Purbalingga,  |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 01|02 ]2.02 |0016 |Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang 0 Ruang 0 Ruang - - -|Kab. DAK Fisik-Bidang |Memperkuat sumber 3. Kualitas 0[DINAS PENDIDIKAN
Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Purbalingga, |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi,  |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SMP pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 01|02 |2.02 |0017 |Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 1Ruang 0 Ruang 238,400,000.00 - -|Kab. DAK Fisik-Bidang |Memperkuat sumber 3. Kualitas 0[DINAS PENDIDIKAN
Direhabilitasi Sedang/Berat Purbalingga, |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SMP pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 01|02 |2.02 |0018 |Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
Jumlah Laboratorium yang Telah 5 Ruang 0 Ruang 947,556,000.00 - -|Kab. DAK Fisik-Bidang |Memperkuat sumber 3. Kualitas 0| DINAS PENDIDIKAN
Direhabilitasi Sedang/Berat Purbalingga,  |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SMP pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
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Urusan / Bidang Urusan / ) ) Target Akhir Reallfasl Capaian Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Pmm'_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 3 Unit 1 Unit 302,635,000.00 - -|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 150.000.000| DINAS PENDIDIKAN
Sekolah yang Telah Direhabilitasi Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Sedang/Berat Semua DAK Fisik-Bidang |pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan,  |Pendidikan- olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua Reguler-SMP penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02 |2.02 [0025 |Pengadaan Mebel Sekolah
Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 Paket 0 Paket - - -|Kab. Bantuan Memperkuat sumber 3. Kualitas 0|DINAS PENDIDIKAN
Purbalingga, |Keuangan Khusus [daya manusia (SDM), sains, teknologi, |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua dari Pemerintah |pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan,  |Daerah Provinsi |olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01)02]2.02 |0032 Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Pertama
Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah 70 Peserta 18329 Peserta 41,265,000.00 41,265,000.00 40,265,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 41.265.000DINAS PENDIDIKAN
Pertama yang Menerima Biaya Personil Didik Didik Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Peserta Didik Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 [01]02 |2.02 {0038 |Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 77 Peserta 3000 Peserta 212,941,000.00 212,941,000.00 188,881,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 212.941.000DINAS PENDIDIKAN
Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Didik Didik Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Akademik Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01)02]2.02 |0039 Pendidik dan Tenaga bagi Satuan Sekolah h Pertama
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 518 Orang  |540 Orang 3,105,180,000.00 3,105,180,000.00 2,495,232,000.00|Kab. DAU yang Memperkuat sumber 3. Kualitas 3.105.180.000| DINAS PENDIDIKAN
yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Purbalingga, |Ditentukan daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Sekolah Menengah Pertama Semua idi prestasi
Kecamatan, Bidang olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua idi peran , pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.02 |0042 Dana BOS Sekolah h Pertama
Jumlah Sekolah Menengah pertama yang 23 Satuan 23 Satuan 3,359,400,000.00 3,419,900,000.00 3,678,168,000.00| Kab. DAK Non Fisik-  |Memperkuat sumber 3. Kualitas 3.359.400.000| DINAS PENDIDIKAN
Mengelola Dana BOS Pendidikan  |Pendidikan Purbalingga, |Dana BOSP-BOS [daya manusia (SDM), sains, teknologi, |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 10102 [2.02 |0043 Kapasitas Dana BOS Sekolah Pertama
Jumlah Tenaga yang Meningkat 77 Orang 234 Orang 30,988,000.00 30,988,000.00 30,988,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 30.988.000| DINAS PENDIDIKAN
Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi,  |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Sekolah Menengah Pertama Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01]02]2.02 |0049 konten digital untuk pendidikan
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Urasan / Bidang Urusan / ) ) Target Auhr| e Pc'::::;:" Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Pmm'_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana N Sasaran . Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah konten digital untuk pendidikan 10 Konten 15 Konten 12,440,000.00 12,440,000.00 10,540,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 12.440.000 DINAS PENDIDIKAN
yang telah dikembangkan Digital Digital Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02 |2.02 {0052 |Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi 1Dokumen |1 Dokumen 5,000,000.00! 5,000,000.00 5,000,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 5.000.000| DINAS PENDIDIKAN
di bidang idikan yang Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
dilaksanakan Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 [01]02[2.02 [0055 [Pemberian layanan bagi satuan untuk per , dan
Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 7,620,000.00 7,620,000.00 7,620,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 7.620.000| DINAS PENDIDIKAN
pendidikan untuk pencegahan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
perundungan, kekerasan, dan intoleransi Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 [01]02[2.02 [0058 [Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses 77 Satuan 60 Satuan 166,839,000.00 166,839,000.00 165,859,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 166.839.000| DINAS PENDIDIKAN
Belajar Pendidikan  |Pendidikan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01)02]2.02 |0059 Ruang Kelas Baru
Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 0 Ruang 863,146,000.00 - ~[kab. DAK Fisik-Bidang |Memperkuat sumber 3. Kualitas 0| DINAS PENDIDIKAN
Purbalingga,  |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SMP idi prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.02 |0060 Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Kapasitas Bidang Pendidikan
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, 77 Orang 390 Orang 77,664,000.00 77,664,000.00 77,664,000.00| Kab. DAU yang Memperkuat sumber 3. Kualitas 77.664.000| DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Purbalingga,  |Ditentukan daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Semua idi prestasi
yang dilaksanakan Kecamatan,  |Bidang olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua idi peran , pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 10102 [2.02 |0064 i Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang 6 Ruang 0 Ruang 317,900,000.00 - ~[kab. DAK Fisik-Bidang |Memperkuat sumber 3. Kualitas 0| DINAS PENDIDIKAN
Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Purbalingga,  |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-SMP pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.

1 01102 ]2.02 |0067 |Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 11:23:05

Halaman 11



o prakiraan __ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan / Bidang Urusan / ) ) Target Akhir Reallfasl Capaian Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Pmm'_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana N Sasaran . Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta 1 Paket 2 Paket 282,500,000.00 256,224,000.00 236,224,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 256.224.000 DINAS PENDIDIKAN
Didik yang Tersedia Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua DAK Fisik-Bidang |pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan,  |Pendidikan- olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua Reguler-SMP penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01)02]|2.03 Anak PAUD i minimal B - 51.50 persen |51.50 persen 24,960,003,000.00 22,071,837,000.00 22,071,837,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas |Satuan 23.886.227.000| DINAS PENDIDIKAN
Usia Dini (PAUD) daya manusia (SDM), sains, teknologi,  |Manusia Pendidikan DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi jenjang PAUD
olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02 |2.03 |0002 |Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 27 Unit 12 Unit 1,910,690,000.00 718,300,000.00 345,700,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 1.910.690.000| DINAS PENDIDIKAN
yang Telah Dibangun Purbalingga, ~|Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01 ]02 [2.03 |0015 [Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1489 Orang  |1543 Orang 8,831,928,000.00 8,831,928,000.00 8,631,928,000.00| Kab. DAU yang Memperkuat sumber 3. Kualitas 8.831.928.000| DINAS PENDIDIKAN
yang Tersedia pada PAUD Purbalingga, |Ditentukan daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua idi prestasi
Kecamatan,  |Bidang olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua idi peran pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01 02 [2.03 0016 |Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 100 Orang 100 Orang 63,759,000.00 63,759,000.00 120,139,000.00Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 63.759.000(DINAS PENDIDIKAN
yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Purbalingga,  |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
i i dan Kualifik: Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02 |2.03 |0017 |Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan 1Satuan 50 Satuan 68,948,000.00 62,348,000.00 29,170,000.00Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 73.948.000(DINAS PENDIDIKAN
Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan  |Pendidikan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi,  |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02 |2.03 |0018 |Pengelolaan Dana BOP PAUD
Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 651 Satuan (643 Satuan 11,016,600,000.00 10,591,200,000.00 10,591,200,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 11.016.600.000| DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan  |Pendidikan Purbalingga, ~ |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua DAK Non Fisik-  [pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan,  |Dana BOSP-BOP |olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua PAUD Reguler penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01 |02 [2.03 [0025 [Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 1Dokumen |1 Dokumen 9,400,000.00 9,400,000.00 6,000,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 9.400.000| DINAS PENDIDIKAN
Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Purbalingga, ~ |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Layanan di Bidang Pendidikan Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
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Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urasan / Bidang Urusan / ) ) Target Auhr| e Pc'::::;:" Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Pmm'_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
1 01|02 |2.03 |0028 |Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang 3 Ruang 2 Ruang 751,202,000.00 - -|Kab. DAK Fisik-Bidang [Memperkuat sumber 3. i Kualitas 251.202.000 | DINAS PENDIDIKAN
Telah Dibangun Purbalingga, |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi,  |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-PAUD  [pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02 |2.03 |0030 |Pembangunan Ruang Kelas Baru
Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 4 Ruang 3 Ruang 942,504,000.00 - -|Kab. DAK Fisik-Bidang [Memperkuat sumber 3. i Kualitas 364.128.000| DINAS PENDIDIKAN
Purbalingga, |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-PAUD  [pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 01|02 |2.03 |0045 |Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 7 Unit 7 Unit 565,000,000.00 320,000,000.00 550,000,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 565.000.000 | DINAS PENDIDIKAN
yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Purbalingga, ~ |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02 |2.03 |0046 |Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta 2 Paket 2 Paket 133,203,000.00 1,465,438,000.00 1,465,438,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 133.203.000| DINAS PENDIDIKAN
Didik PAUD yang Tersedia Purbalingga,  |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua DAK Fisik-Bidang |pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan,  |Pendidikan- olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua Reguler-PAUD  [penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1|01 02 [2.03 0047 [Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti 1Satuan 1 Satuan 9,464,000.00 9,464,000.00 6,588,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 9.464.000| DINAS PENDIDIKAN
Proses Belajar Pendidikan  |Pendidikan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi,  |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 01|02 |2.03 |0051 |Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah 5Ruang 5 Ruang 656,905,000.00 - -|Kab. DAK Fisik-Bidang [Memperkuat sumber 3. Kualitas 656.905.000 | DINAS PENDIDIKAN
Direhabilitasi Sedang/Berat Purbalingga, |Pendidikan- daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Reguler-PAUD  |pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01)02|2.04 - 51.50 persen |51.50 persen 5,375,139,000.00 5,845,869,000.00 5,845,869,000.00 Memperkuat sumber 3. i Kualitas |Satuan 5.375.639.000| DINAS PENDIDIKAN
Nonformal/Kesetaraan (pkbm) daya manusia (SDM), sains, teknologi, |Manusia Pendidikan DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi nonformal/ke
olahraga, kesetaraan gender, serta setaraan
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.

1 ]01]02]2.04 |0010

Biaya Personil Peserta Didik

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 11:23:05

Halaman 13



o prakiraan __ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan / Bidang Urusan / ) ) Target Akhir Reallfasl Capaian Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Pmm'_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana N Sasaran . Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 10 Peserta 25 Peserta 500.00 95,500,000.00 95,500,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 500(DINAS PENDIDIKAN
yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Didik Didik Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01)02]2.04 |0016 dan Sekolah Nonfor
Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang 18 Satuan 17 Satuan 53,279,000.00 41,009,000.00 19,204,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 53.279.000| DINAS PENDIDIKAN
Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Pendidikan ~ |Pendidikan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Manajemen Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01)02]2.04 |0017 Dana BOP Sekolah Nonfor
Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang 17 Satuan 17 Satuan 5,219,900,000.00! 5,607,900,000.00 5,607,900,000.00| Kab. DAK Non Fisik- Memperkuat sumber 3. Kualitas 5.219.900.000| DINAS PENDIDIKAN
Mengelola Dana BOP Pendidikan Pendidikan Purbalingga, BOP Pendidikan [daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~|Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua Kesetaraan pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01)02]2.04 |0027 inasi, Per , Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 1Dokumen |20 Dokumen 9,600,000.00! 9,600,000.00 3,606,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat pembangunan sumber - 9.600.000| DINAS PENDIDIKAN
Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, DAN KEBUDAYAAN
Layanan di Bidang Pendidikan Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01 |02 [2.04 |0046 |Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Jumlah Satuan Pendidikan yang 300 Peserta |17 Peserta 91,860,000.00 91,860,000.00 20,806,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 92.360.000(DINAS PENDIDIKAN
Menyelenggarakan Proses Belajar Didik Didik Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
3|1 |01|04 PROGRAM PENDIDIK DAN Persentase SD dan SMP dengan rasio guru 10,38 persen |10,38 persen 110,641,000.00 145,641,000.00 90,288,000.00 110.641.000
TENAGA KEPENDIDIKAN diatas 20
1 |01)04|2.01 Pemerataan Kuantitas dan Cakupan PTK bersertifikat - 81.20 persen |81.20 persen 110,641,000.00 145,641,000.00 145,641,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas | Pendidik dan 110.641.000| DINAS PENDIDIKAN
Kualitas Pendidik dan Tenaga daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia tenaga DAN KEBUDAYAAN
Kependidikan bagi Satuan pendidikan, kesehatan, prestasi kependidikan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan olahraga, kesetaraan gender, serta
Pendidikan penguatan peran perempuan, pemuda
Nonformal/Kesetaraan (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 01|04 |2.01 |0002 |Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan 2 Laporan 2 Laporan 110,641,000.00 145,641,000.00 90,288,000.00Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 110.641.000| DINAS PENDIDIKAN
Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Purbalingga, ~ |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
PAUD, dan Pendidikan Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Nonformal/Kesetaraan Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,500,043,000.00 2,350,657,000.00 1,878,703,000.00 1.712.905.000
2 |22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2,500,043,000.00 2,350,657,000.00 1,878,703,000.00 1.712.905.000
4 ]2 {2202 PROGRAM PENGEMBANGAN | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari 8 objek 8 objek 1,578,403,000.00! 1,531,403,000.00 1,113,213,000.00 791.265.000
KEBUDAYAAN (dilindungi, dikembangkan dan
dimanfaatkan)
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o prakiraan __ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan / Bidang Urusan / ) ) Target Akhir Reallfasl Capaian Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Pmm'_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana N Sasaran . Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
2 (2202 (2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang  [Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang |- 7 obyek 7 obyek 1,119,138,000.00 332,138,000.00 332,138,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas | Pegiat 332.000.000DINAS PENDIDIKAN
ya dalam ifasilitasi daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia Kesenian DAN KEBUDAYAAN
Daerah Kabupaten/Kota pendidikan, kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
2 [2202 [2.01 {0002 binaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata
Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya 20 Orang 20 Orang 1,119,138,000.00 332,138,000.00 169,518,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 332.000.000DINAS PENDIDIKAN
Manusia, Lembaga, dan Pranata Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.

2 |2202 (2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional [Jumlah objek tradisi budaya yang difasilitasi |- 2 obyek 2 obyek 450,965,000.00 1,190,965,000.00 1,190,965,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas Pegiat 450.965.000 | DINAS PENDIDIKAN
yang Masyarakat Pelakunya daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia Kesenian DAN KEBUDAYAAN
dalam Daerah Kabupaten/Kota pendidikan, kesehatan, prestasi

olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi z), dan
penyandang disabilitas.
2 |22]02[2.02 [0001 [Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang 2 Objek 2 Objek 450,965,000.00 1,190,965,000.00 935,395,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 450.965.000 | DINAS PENDIDIKAN
Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Purbalingga, ~ |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Pemanfaatan Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.

2 [2202]2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang | persentase Jumlah lembaga adat yang - 100 persen | 100 persen 8,300,000.00 8,300,000.00 8,300,000.00] Memperkuat sumber 3. Peni Kualitas| Penghay. 8.300.000| DINAS PENDIDIKAN
Penganutnya dalam Daerah dibina daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia Kepercayaan DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten/Kota pendidikan, kesehatan, prestasi

olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi 2), dan
penyandang disabilitas.
2 [22 02 [2.03 [0001 [Peli Objek Pemajuan Lembaga Adat
Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang 1 Objek 1 Objek 8,300,000.00 8,300,000.00 8,300,000.00] Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Peni Kualitas 8.300.000| DINAS PENDIDIKAN
Telah Dilakukan Pelindungan, Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Pengembangan dan Pemanfaatan Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
5 (2 |22 (04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase sejarah lokal yang dilestarikan 100 persen | 100 persen 29,555,000.00 29,555,000.00 12,326,000.00 29.555.000
2 |22(04]2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam |Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan - 3 kegiatan 2 kegiatan 29,555,000.00 29,555,000.00 29,555,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas | Pegiat Sejarah 29.555.000| DINAS PENDIDIKAN
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
2 [22]04 [2.01 [0001 [Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga 10rang 100 Orang 29,555,000.00 29,555,000.00 12,326,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 29.555.000| DINAS PENDIDIKAN
Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan Purbalingga, ~ |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
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o prakiraan __ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan / Bidang Urusan / ) ) Target Akhir Reallfasl Capaian Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Pmm'_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana N Sasaran . Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
6 (2 22|05 PROGRAM PELESTARIAN DAN Persentase benda, situs dan kawasan cagar 19.14 persen |19.14 persen 152,548,000.00 152,548,000.00 124,241,000.00 152.548.000
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |budaya yang dilestarikan
2 |22(05]2.01 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan - 7 obyek 1 obyek 30,679,000.00 30,679,000.00 30,679,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas | Cagar Budaya 30.679.000| DINAS PENDIDIKAN
Peringkat Kabupaten/Kota daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
2 |22 05 |2.01 |0002 |Penetapan Cagar Budaya
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 2 Objek 1 Objek 30,679,000.00 30,679,000.00 30,129,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 30.679.000| DINAS PENDIDIKAN
Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
2 [22]05]2.02 Pengelolaan Cagar Budaya jumlah cagar budaya yang dikelola - 1 cagar 45 cagar 121,869,000.00 121,869,000.00 121,869,000.00| Memperkuat sumber  |3. Kualitas|Cagar Budaya 121.869.000| DINAS PENDIDIKAN
Peringkat Kabupaten/Kota daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi z), dan
penyandang disabilitas.
2 2205 [2.02 [0001 [Pelindungan Cagar Budaya
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 45 Objek 45 Objek 89,028,000.00 89,028,000.00 88,191,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 89.028.000(DINAS PENDIDIKAN
Purbalingga,  |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
2 2205 ]2.02 |0003 |Pemanfaatan Cagar Budaya
Jumlah Objek Cagar Budaya yang 1 Objek 2 Objek 32,841,000.00 32,841,000.00 5,921,000.00|Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 32.841.000(DINAS PENDIDIKAN
Dimanfaatkan Purbalingga,  |Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, | Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
712 |22)06 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase benda koleksi museum yang 100 persen 100 persen 739,537,000.00 637,151,000.00 628,923,000.00 739.537.000
PERMUSEUMAN dikelola
2 [2206 [2.00 Pengelolaan Museum cakupan pengunjung museum - 220 0rang 60000 orang 739,537,000.00 637,151,000.00 637,151,000.00 Memperkuat sumber 3. Peni Kualitas|Museum 739.537.000| DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten/Kota daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
2 |22 |06 [2.01 {0001 dan Koleksi Secara Terpadu
Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan 100 Unit 1182 Unit 210,500,000.00¢ 178,324,000.00 178,324,000.00| Kab. DAK Non Fisik- Memperkuat sumber 3. i Kualitas 210.500.000 | DINAS PENDIDIKAN
Pelindungan, Pengembangan, dan Purbalingga, BOP Museum dan |daya manusia (SDM), sains, teknologi, [Manusia DAN KEBUDAYAAN
Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Semua Taman Budaya- |pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan,  |Museum olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
2 |22 106 [2.01 [0003 |Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
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o prakiraan __ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan / Bidang Urusan / ) ) Target Akhir Reallfasl Capaian Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator ngm_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana N Sasaran . Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat 1 Unit 1 Unit 466,408,000.00 388,358,000.00 388,358,000.00| Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 466.408.000 DINAS PENDIDIKAN
Terhadap Museum Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua DAK Non Fisik- pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, ~ |BOP Museum dan |olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua Taman Budaya- |penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa Museum (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
2 |22 06 [2.01 [0004 dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang 4 Unit 7 Unit 62,629,000.00 70,469,000.00 62,241,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 62.629.000| DINAS PENDIDIKAN
Tersedia dan Terpelihara Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua DAK Non Fisik- pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, ~ |BOP Museum dan|olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua Taman Budaya- |penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa Museum (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA 155,200,000.00 163,600,000.00 163,600,000.00| 155.200.000|
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 155,200,000.00 163,600,000.00 163,600,000.00| 155.200.000
1 |01 URUSAN AHAN BIDANG 155,200,000.00 163,600,000.00 163,600,000.00 155.200.000|
8 (1 |01(02 PROGRAM PENGELOLAAN APM PAUD 82 persen 82 persen 155,200,000.00 163,600,000.00 163,600,000.00 155.200.000
PENDIDIKAN
1 ]01]02(2.03 Anak PAUD i minimal B - 51.50 persen [51.50 persen 155,200,000.00 163,600,000.00 163,600,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas |Satuan 155.200.000| DINAS PENDIDIKAN
Usia Dini (PAUD) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia Pendidikan DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi Pendidikan
olahraga, kesetaraan gender, serta Anak Usia Dini
penguatan peran perempuan, pemuda (PAUD)
(generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.03 |0018 Dana BOP PAUD
Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1Satuan 1Satuan 85,200,000.00 93,600,000.00 93,600,000.00(Kab. DAK Non Fisik- Memperkuat sumber 3. Kualitas 85.200.000|DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan  |Pendidikan Purbalingga,  |BOP PAUD daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1|01 |02 [2.03 |0047 |Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti 1 Satuan 1 Satuan 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 70.000.000(DINAS PENDIDIKAN
Proses Belajar Pendidikan  |Pendidikan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
TK NEGERI PEMBINA BOBOTSARI 128,800,000.00 128,200,000.00 128,200,000.00| 128.800.000|
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 128,800,000.00 128,200,000.00 128,200,000.00 128.800.000
1 |01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 128,800,000.00 128,200,000.00 128,200,000.00| 128.800.000|
9|1 |01)02 PROGRAM PENGELOLAAN APM PAUD 82 persen 82 persen 128,800,000.00 128,200,000.00 128,200,000.00 128.800.000
PENDIDIKAN
1 |01)02]|2.03 Anak PAUD minimal B - 51.50 persen |51.50 persen 128,800,000.00 128,200,000.00 128,200,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas |Satuan 128.800.000| DINAS PENDIDIKAN
Usia Dini (PAUD) daya manusia (SDM), sains, teknologi,  |Manusia Pendidikan DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi Pendidikan
olahraga, kesetaraan gender, serta Anak Usia Dini
penguatan peran perempuan, pemuda (PAUD)
(generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02[2.03 |0018 Dana BOP PAUD
Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1 Satuan 1 Satuan 58,800,000.00 58,200,000.00 58,200,000.00(Kab. DAK Non Fisik- Memperkuat sumber 3. Kualitas 58.800.000(DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan  |Pendidikan Purbalingga, Dana BOSP-BOP  |daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~|Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua PAUD Reguler  |pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 [01]02[2.03 [0047 [Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 11:23:05 Halaman 17



Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-02 11:23:05
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2024
1 2 a 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti 1Satuan 1Satuan 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 70.000.000| DINAS PENDIDIKAN
Proses Belajar Pendidikan ~ |Pendidikan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI 133,000,000.00 148,000,000.00 148,000,000.00 133.000.000|
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 133,000,000.00 148,000,000.00 148,000,000.00| 133.000.000
1 |01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 133,000,000.00 148,000,000.00 148,000,000.00 133.000.000
10(1 |01 02 PROGRAM PENGELOLAAN APM PAUD 82 persen 82 persen 133,000,000.00 148,000,000.00 148,000,000.00 133.000.000
PENDIDIKAN
1 ]01]02(2.03 PAUD minimal B - 51.50 persen [51.50 persen 133,000,000.00 148,000,000.00 148,000,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas |Satuan 133.000.000| DINAS PENDIDIKAN
Usia Dini (PAUD) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia idil DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi Pendidikan
olahraga, kesetaraan gender, serta Anak Usia Dini
penguatan peran perempuan, pemuda (PAUD)
(generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01)02]2.03 |0018 Dana BOP PAUD
Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1Satuan 1Satuan 63,000,000.00 78,000,000.00 78,000,000.00(Kab. DAK Non Fisik- Memperkuat sumber 3. Kualitas 63.000.000| DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan  |Pendidikan Purbalingga, |Dana BOSP-BOP [daya manusia (SDM), sains, teknologi, |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua PAUD Reguler  |pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01)02]2.03 |0047 AUD
Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti 1Satuan 1Satuan 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 70.000.000| DINAS PENDIDIKAN
Proses Belajar Pendidikan  |Pendidikan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA 129,400,000.00 132,400,000.00 132,400,000.00 129.400.000|
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 129,400,000.00 132,400,000.00 132,400,000.00 129.400.000
1 |01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 129,400,000.00 132,400,000.00 132,400,000.00| 129.400.000|
11]1 |01|02 PROGRAM PENGELOLAAN APM PAUD 82 persen 82 persen 129,400,000.00 132,400,000.00 132,400,000.00 129.400.000
PENDIDIKAN
1 |01)02]|2.03 PAUD i minimal B - 51.50 persen |51.50 persen 129,400,000.00 132,400,000.00 132,400,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas |Satuan 129.400.000| DINAS PENDIDIKAN
Usia Dini (PAUD) daya manusia (SDM), sains, teknologi, |Manusia Pendidikan DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi Pendidikan
olahraga, kesetaraan gender, serta Anak Usia Dini
penguatan peran perempuan, pemuda (PAUD)
(generasi milenial dan generasi 2), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.03 |0018 Dana BOP PAUD
Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1 Satuan 1 Satuan 59,400,000.00 62,400,000.00 62,400,000.00(Kab. DAK Non Fisik- Memperkuat sumber 3. Kualitas 59.400.000(DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan  |Pendidikan Purbalingga, BOP PAUD daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ [Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.03 |0047 AUD
Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti 1 Satuan 1 Satuan 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 70.000.000(DINAS PENDIDIKAN
Proses Belajar pendidikan  |Pendidikan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi,  |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
SMP NEGERI 1 PURBALINGGA 979,900,000.00| 1,015,900,000.00 1,050,900,000.00 979.900.000

Halaman 18



o prakiraan __ Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan __ Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan / Bidang Urusan / ) ) Target Akhir Reallfasl Capaian Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2026
No Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator ngrar_" / Kegiatan / Sub Periode Capaian Target RENJA X Kelompok Perangkat Daerah
N Kegiatan RENJA OPD Lokasi Sumber Dana N Sasaran . Penanggung Jawab
Kegiatan Renstra OPD Tahun 2023 OPD Tahun Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah Target Pagu Indikatif (Rp)
2024
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 979,900,000.00 1,015,900,000.00 1,050,900,000.00 979.900.000
1 |01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 979,900,000.00 1,015,900,000.00 1,050,900,000.00 979.900.000
121 |01 02 PROGRAM PENGELOLAAN Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 96,77 persen (96,77 persen 979,900,000.00 1,015,900,000.00 1,050,900,000.00 979.900.000
PENDIDIKAN tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan
pertama
1 10102 (2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah |Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) |- 64.00 persen |64.00 persen 979,900,000.00 1,015,900,000.00 1,015,900,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas |Satuan 979.900.000 DINAS PENDIDIKAN
Menengah Pertama SMP. daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia Pendidikan DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi Sekolah
olahraga, kesetaraan gender, serta Menengah
penguatan peran perempuan, pemuda Pertama
(generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 |01)02]2.02 |0042 Dana BOS Sekolah h Pertama
Jumlah Sekolah Menengah pertama yang 1Satuan 1Satuan 944,900,000.00 955,900,000.00 990,900,000.00|Kab. DAK Non Fisik- Memperkuat sumber 3. Kualitas 944.900.000 DINAS PENDIDIKAN
Mengelola Dana BOS Pendidikan Pendidikan Purbalingga, BOS Reguler daya manusia (SDM), sains, teknologi, |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01)02]2.02 |0058 Proses Belajar bagi Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses 1Satuan 861 Satuan 35,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00(Kab. Dana Alokasi Memperkuat sumber 3. Kualitas 35.000.000| DINAS PENDIDIKAN
Belajar Pendidikan  |Pendidikan Purbalingga,  [Umum (DAU) daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia DAN KEBUDAYAAN
Semua pendidikan, kesehatan, prestasi
Kecamatan, olahraga, kesetaraan gender, serta
Semua penguatan peran perempuan, pemuda
Kel/Desa (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
SMP NEGERI 2 PURBALINGGA 898,500,000.00 927,900,000.00 930,094,000.00 898.500.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 898,500,000.00 927,900,000.00 930,094,000.00 898.500.000
1 |01 URUSAN AHAN BIDANG 898,500,000.00 927,900,000.00 930,094,000.00 898.500.000
13]1 |01|02 PROGRAM PENGELOLAAN Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 96,77 persen |96,77 persen 898,500,000.00 927,900,000.00 930,094,000.00 898.500.000
PENDIDIKAN tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan
pertama
1 |(01]02]|2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah [Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) |- 64.00 persen |64.00 persen 898,500,000.00 927,900,000.00 927,900,000.00 Memperkuat sumber 3. Kualitas |Satuan 898.500.000 | DINAS PENDIDIKAN
Menengah Pertama SMP daya manusia (SDM), sains, teknologi, ~ |Manusia Pendidikan DAN KEBUDAYAAN
pendidikan, kesehatan, prestasi Sekolah
olahraga, kesetaraan gender, serta Menengah
penguatan peran perempuan, pemuda Pertama
(generasi milenial dan generasi 2), dan
penyandang disabilitas.
1 ]01]02]2.02 |0042 Dana BOS Sekolah h Pertama
Jumlah Sekolah Menengah pertama yang